
MENTERIKEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 215 /PMK.05/20 1 6  

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 

2 1 3/PMK.05/20 1 3  TENTANG 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka penerapan sistem akuntansi 

berbasis akrual sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 36 ayat ( 1 )  Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan telah 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

2 1 3/PMK.05/20 1 3  tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan mekanisme 

pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat perlu mengubah beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

2 1 3/ PMK.05/20 1 3  tentang Sistem. Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

213/ PMK. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi Dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/ PMK.0 5 / 2013 

tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1617) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 

213/PMK.05/2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN 

PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 213/ PMK.05/ 2013 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Arsip Data Komputer yang selanj utnya disingkat 

ADK adalah arsip data berupa disket atau media 

penyimpanan digital lainnya yang berisikan data 

transaksi,  data buku besar,  dan/ a tau data 

lainnya. 

2 . Badan Layanan Umum yang selanjutnya 

disingkat BLU adalah instansi di lingkungan 

Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual 

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan 
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dalam melakukan kegiatannya didasarkan p ada 

prms1p efisiensi dan produktivitas , yang 

pengelolaan keuangannya diselenggarakan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait . 

3 .  Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat 

BMN adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 

Belanj a  Negara (APBN) atau berasal dari 

perolehan lainnya yang sah .  

4 .  Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disingkat BUN adalah pej abat yang diberi tugas 

menj alankan fungsi Bendahara Umum Negara. 

5 .  Cata tan atas Laporan Keuangan yang 

selanj utnya disebut CaLK adalah laporan yang 

menyaj ikan informasi tentang penj elasan atau 

daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos  

yang disaj ikan dalam laporan realisasi 

anggaran , neraca, laporan arus kas , laporan 

operasional, laporan perubahan ekuitas ,  dan 

laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam 

rangka pengungkapan yang memadai . 

6 .  Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal 

dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur 

sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua 

penenmaan dan pengeluaran dalam rangka 

pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk 

dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal 

pusat di daerah . 

7 .  Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang 

berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh 

Daerah yang mencakup semua penerimaan dan 

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas 

pembantuan . 

8 .  Data transaksi BMN adalah data transaksi 

perolehan ,  perubahan, dan penghapusan B M N ,  

yang dikirimkan melalui media ADK setiap l�ulan 

oleh petugas unit akuntansi kuasa pengguna 
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barang kepada petugas unit akuntansi kuasa 

pengguna anggaran di tingkat satuan kerj a .  

9 .  Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang 

dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil 

pemerin tah . 

1 0. Dokumen Sumber adalah dokumen yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan yang 

digunakan sebagai sumber atau bukti untuk 

menghasilkan data akuntansi .  

1 1 . Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan 

pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh 

karenanya waj ib menyelenggarakan akuntansi 

dan menyusun laporan keuangan untuk 

digabungkan pada entitas pelaporan . 

1 2 .  Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan 

yang terdiri dari satu atau lebih Entitas 

Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan waj ib menyampaikan 

laporan pertangggungjawaban berupa laporan 

keuangan . 

1 3 . Laporan Keuangan adalah bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah atas 

pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi 

anggaran , neraca, laporan arus kas , laporan 

operasional ,  laporan perubahan ekuitas , laporan 

perubahan Saldo Anggaran Lebih,  dan CaLK. 

1 4. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya 

disingkat LRA adalah laporan yang menyaj ikan 

informasi realisasi pendapatan , belanj a, transfer ,  

surplus/ defisit dan pembiayaan, s1sa 

lebih/ kurang pembiayaan anggaran yang 

masing-masing diperbandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode . 

1 5. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat 

LAK adalah laporan yang menyaj ikan informasi 

arus masuk dan keluar kas selama periode 

terten tu yang diklasifikasikan berdas.1 T kan 
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aktivitas operas1 , investasi, pendanaan, dan 

transitoris. 

1 6. Laporan Operasional adalah laporan yang 

menyaj ikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menam bah ekuitas dan penggunaannya yang 

dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk 

kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 

satu periode pelaporan. 

1 7 .  Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang 

menyaj ikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya. 

1 8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

adalah laporan yang menyaj ikan informasi 

kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih 

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. 

1 9 .  Neraca adalah laporan yang menyaj ikan 

informasi posisi keuangan pemerintah yaitu 

aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal 

tertentu. 

2 0. Laporan Keuangan 

selanjutnya disebut 

Pemerintah Pusat yang 

LKPP adalah laporan 

keuangan yang disusun oleh Pemerintah Pusat 

yang merupakan konsolidasian Laporan 

Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga dan 

Laporan Keuangan BUN. 

2 1 .  Laporan BMN adalah laporan yang menyaj ikan 

posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode 

serta mutasi BMN yang terj adi selama periode 

terse but. 

2 2 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

SAPP adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 

penyelenggara, peralatan , clan elemen lain untuk 

mewujudkan fungsi akuntansi sejak 

pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran 
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sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan 

operasi keuangan pada Pemerintah Pusat. 

23.  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya 

disebut SABUN adalah serangkaian prosedur 

manual maupun yang terkomputerisasi mulai 

dari pengumpulan data, pencatatan , 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan pos1s1 

keuangan dan operas1 keuangan yang 

dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku 

BUN dan pengguna anggaran Bagian Anggaran 

BUN.  

24 .  Sistem · Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan , pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan pos1s1 keuangan dan operas1 

keuangan pada kementerian negara/lembaga. 

2 5 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pusat yang selanjutnya disebut SiAP adalah 

serangkaian prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan pos1s1 keuangan, dan operas1 

keuangan pada Kementerian Keuangan selaku 

BUN.  

2 6 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Utang Pemerintah yang selanjutnya disebut 

SAUP adalah serangkaian prosedur manual 

maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran 

sampai dengan pelaporan posisi utang,  operasi 

utang pemerintah , penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan terkait utang.  

2 7 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Hibah yang selanjutnya disebut SIKUBAH 

�I 
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adalah serangkaian prosedur manual dan 

terkomputerisasi meliputi pengumpulan data, 

pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan 

pelaporan posisi dan operasi hibah pemerintah. 

2 8 .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut 

SAIP adalah serangkaian prosedur manual 

maupun yang 

pengumpulan 

terkomputerisasi 

data, pengakuan, 

mulai dari 

pencatatan , 

pengikhtisaran , serta pelaporan posisi investasi 

pemerintah. 

29.  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Penerusan Pinj aman yang selanjutnya disebut 

SAPPP adalah serangkaian prosedur manual 

maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pengakuan , pencatatan , 

pengikhtisaran , serta pelaporan penerusan 

pinj aman pemerintah. 

30 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Transfer ke D aerah dan Dana Desa yang 

selanjutnya disebut SATD adalah serangkaian 

prosedur manual maupun yang 

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta 

pelaporan posisi transfer ke daerah dan dana 

des a. 

3 1 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Belanj a  Subsidi yang selanjutnya disebut SAB S  

adalah serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan 

data, pengakuan, pencatatan , pengikhtisaran , 

serta pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan atas transaksi belanj a  subsidi . 

32 . Sisteni Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Belanj a  Lain-lain yang selanjutnya disebut SABL 

adalah serangkaian prosedur manual maupun 

yang ter kom pu terisasi m ulai dari pen gum pulan 
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data, pengakuan, pencatatan , pengikhtisaran , 

serta pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan atas transaksi belanj a  lain-lain. 

33. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Badan Lainnya yang selanjutnya disebut SAPBL 

adalah serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan 

data, pengakuan , pencatatan , pengikhtisaran , 

serta pelaporan posisi keuangan dan operasi 

keuangan atas transaksi badan lainnya .  

34 . Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Transaksi Khusus yang selanjutnya disebut 

SATK adalah serangkaian prosedur manual 

maupun yang terkomputerisasi mulai dari 

pengumpulan data, pencatatan , pengikhtisaran , 

sampai dengan pelaporan untuk seluruh 

transaksi penerimaan dan pengeluaran serta 

aset dan kewaj iban pemerintah yang terkait 

dengan fungsi khusus Menteri Keuangan selaku 

BUN,  serta tidak tercakup dalam Sub SABU N  

lainnya. 

35 . Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem 

aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait 

dengari pengelolaan APBN dimulai dari proses  

penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan 

pada BUN dan Kementerian Negara/ Lembaga. 

36 . Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

selanj utnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun 

dan menyaj ikan Laporan Keuangan pemerintah. 

37 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan B U N  

yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit 

akuntansi pada Kementerian Keuangan yang 

melakukan koordinasi dan pembinaan atas 

akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit 

akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu 

BUN dan sekaligus melakukan penggabungan 
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Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan 

pelaporan keuangan pembantu BUN. 

3 8 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut 

UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa 

BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan 

pelaporan keuangan tingkat KPPN. 

39. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah 

yang selanjutnya disebut UAKKBUN- Kanwil 

adalah unit akuntansi yang melakukan 

koordinasi dan pembinaan atas 

akuntansi dan pelaporan keuangan 

Kuasa BUN Daerah/ KPPN dan 

kegiatan 

tingkat 

sekaligus 

melakukan penggabungan Laporan Keuangan 

seluruh Kuasa BUN D aerah/ KPPN. 

4 0 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut 

UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang 

melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan 

keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat. 

4 1 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu BUN Akuntansi Pusat yang 

selanjutnya disebut UAPBUN AP adalah unit 

akuntansi pada unit eselon I Kementerian 

Keuangan yang melakukan penggabungan 

Laporan Keuangan UAKBUN-Pusat dan 

UAKKBUN-Kanwil. 

42 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu BUN yang selanjutnya di!3ebut 

UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit 

eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan 

koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan 

pelaporan keuangan sekaligus melakukan 

penggabungan laporan keuangan tingkat unit 

akuntansi clan pelaporan keuangan 

di bawahnya. 
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43.  UAPBUN Transaksi Khusus yang selanjutnya 

disebut UAPBUN TK adalah unit akuntansi  pada 

unit eselon I Kementerian Keuangan yang 

melakukan penggabungan Laporan Keuangan 

seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna 

Anggaran BUN Transaksi · Khusus/Unit 

Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna 

Anggaran BUN Transaksi Khusus. 

4 4 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus 

yang selanjutnya disebut UAKPBUN TK adalah 

unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian 

Keuangan yang melakukan penggabungan 

Laporan Keuangan seluruh UAPBUN TK. 

4 5 .  UAPBUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya 

yang selanjutnya disebut UAPBUN PBL adalah 

unit akuntansi pada unit eselon I di Kementerian 

Keuangan yang bertugas untuk membantu BUN 

dalam menyusun laporan pos1s1 keuangan 

badan lainnya dari unit badan lainnya yang 

sebagai bukan satuan kerj a  dan ikhtisar laporan 

keuangan dari seluruh badan lainnya. 

46 . Pengguna Anggaran adalah pej abat pemegang 

kewenangan penggunaan anggaran kementerian 

negara/ lembaga/ satuan kerj a  perangkat daerah. 

4 7 .  Pengguna Barang adalah pej abat pemegang 

kewenangan penggunaan barang milik 

negara/ daerah. 

4 8 .  Pengelola Barang adalah pej abat yang 

berwenang dan bertanggung j awab menetapkan 

kebij akan dan pedoman serta melakukan 

pengelolaan barang milik negara/ daerah. 

49. Satuan Kerj a  yang selanjutnya disingkat Satker 

adalah kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna 

Barang yang merupakan bagian dari suatu unit 

organisasi pada kementerian negara/ lembaga 

�/ 
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yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan 

dari suatu program . 

5 0 .  Satuan Kerj a  Perangkat D aerah yang 

selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 

daerah pada pemerintah daerah selaku 

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.  

5 1 .  Tugas Pembantuan adalah penugasan dari 

Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa atau 

yang menugaskan . 

5 2 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut 

UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan 

kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat 

Satker .  

53.  UAKPA Dekonsentrasi adalah unit akuntansi 

yang melakukan kegiatan akuntansi dan 

pelaporan tingkat Satker dekonsentrasi .  

54 .  UAKPA Tugas Pembantuan adalah unit 

akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi 

dan pelaporan tingkat S atker (Ugas 

pembantuan . 
' 

5 5 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang 

selanjutnya disebut UAPPA-W adalah unit 

akuntansi pada tingkat wilayah atau unit kerj a  

lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W yang 

melakukan kegiatan penggabungan Laporan 

Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam 

wilayah kerj anya. 

56 . UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi 

yang berada di pemerintah prov1ns1 yang 

melakukan kegiatan penggabungan Laporan 

Keuangan dari seluruh SKPD yang mendap atkan 

alokasi Dana D ekonsentrasi di wilayah kerj anya. 

5 7 .  UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit 

akuntansi yang berada di pemerintah daerah 

yang melakukan kegiatan penggabungan 
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Laporan Keuangan dari seluruh S KPD yang 

mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan 

di wilayah kerj anya. 

5 8 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pem ban tu Pengguna Anggaran Eselon I yang 

selanjutnya disebut UAPPA- E l  adalah unit 

akuntansi pada unit eselon I yang melakukan 

kegiatan penggabungan Laporan Keuangan 

seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah 

kerj anya serta UAKPA yang langsung berada di 

bawahnya. 

5 9 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pengguna Anggaran yang selanjutnya singkat 

UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat 

kementerian negara/ lembaga (Pengguna 

Anggaran) yang melakukan kegiatan 

penggabungan Laporan Keuangan seluruh 

UAPPA-E l yang berada di bawahnya. 

60 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna 

Barang yang selanjutnya disebut UAKPB adalah 

Satker / Kuasa Pengguna Barang yang merailiki 

wewenang mengurus dan/ atau menggunakan 

B M N .  

6 1 .  UAKPB Dekonsentrasi adalah Satker/ Kuasa 

Pengguna Barang yang memiliki wewenang 

mengurus dan/ a tau menggunakan BMN yang 

berasal dari alokasi Dana Dekonsentrasi . 

62 . UAKPB Tu gas Pembantuan adalah 

Satker / Kuasa Pengguna Barang yang memiliki 

wewenang mengurus dan/ atau menggunakan 

BMN yang berasal dari alokasi Dana Tugas 

Pembantuan . 

63. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu 

Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya 

disebut UAPPB-W adalah unit akuntansi pada 

tingkat kantor wilayah atau unit kerj a  lain yang 

ditetapkan sebagai UAPPB-W yang melakukan 
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kegiatan penggabungan Laporan B M N  seluruh 

UAKPB yang berada dalam wilayah kerj anya. 

64 . UAPPB-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi 

yang berada di pemerintah daerah provinsi yang 

melakukan kegiatan penggabungan Laporan 

BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi D ana 

Dekonsentrasi d i  wilayah kerj anya. 

65 . UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit 

akuntansi yang berada di pemerintah daerah 

yang melakukan kegiatan penggabungan 

Laporan BMN dari SKPD yang mendapatkan 

alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah 

kerj anya. 

66 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu 

Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya 

disebut UAPPB-E l adalah unit akuntansi pada 

tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan 

penggabungan Laporan BMN seluruh UAPPB-W 

yang berada di wilayah kerj anya serta UAKPB 

yang langsung berada di bawahnya. 

67 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang 

yang selanjutnya singkat UAPB adalah unit 

akuntansi pada tingkat kementerian 

negara/ lembaga (Pengguna Barang) yang 

melakukan kegiatan penggabungan Laporan 

BMN seluruh UAPPB-E l yang berada di 

bawahnya. 

6 8 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

UAPP adalah unit akuntansi pada tingkat tingkat 

pemerintah pusat yang melakukan konsolidasi 

Laporan Keuangan kementerian negara/ lembaga 

dan Laporan Keuangan BUN menj adi LKPP. 

69 . Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data 

transaksi 

beberapa 

keuangan yang diproses  

sistem/ subsistem yang 

dtngan 

berbeda 

berdasarkan Dokumen Sumber yang sama. 
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7 0 .  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi 

vertikal Direktorat J enderal Perbendaharaan 

yang memperoleh kuasa dari BUN untuk 

melaksanakan sebagian fungsi Kuasa B U N .  

7 1 .  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi 

vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab 

langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

72 . Dana Urusan Bersama adalah dana yang 

bersum ber dari APBN yang dialokasikan dengan 

mempertimbangkan kemampuan keuangan , 

indeks fiskal, dan kemiskinan daerah , serta 

indikator teknis . 

73.  UAKPA Urusan Bersama adalah unit akuntansi  

yang melakukan kegiatan akuntansi dan 

pelaporan tingkat Satker tugas pembantuan . 

7 4 .  UAPPA-W Urusan Bersama adalah unit 

akuntansi yang berada di pemerintah daerah 

yang melakukan kegiatan penggabungan 

Laporan Keuangan dari seluruh S KPD yang 

mendapatkan alokasi D ana Urusan Bersama di 

wilayah kerj anya. 

7 5 .  UAKPB Urusan Bersama adalah Satker/ Kuasa 

Pengguna Barang yang memiliki wewenang 

mengurus dan/ atau menggunakan B M N  yang 

berasal dari alokasi D ana Urusan Bersama. 

76 . UAPPB-W Urusan Bersama adalah unit 

akuntansi yang berada di pemerintah daerah 

yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan 

BMN dari SKPD yang mendapatkan alokasi Dana 

U rusan Bersama di wilayah kerj an ya. 

2 .  Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 4 

(1) SiAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) 

huruf a dilaksanakan oleh : 

a .  KPPN selaku UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN 

Khusus Investasi; 

b .  Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

selaku UAKKBUN Kanwil; 

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku 

UAKBUN-Pusat; dan 

d .  Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q. 

Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku 

UAPBUN AP. 

(2) SiAP memproses transaksi keuangan yang berasal 

dari pengelolaan Kas Umum Negara dengan 

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi .  

(3) SiAP menghasilkan Laporan Keuangan terdiri atas : 

a. LAK; 

b .  Laporan Perubahan Ekuitas; 

c .  Neraca; dan 

d. CaLK. 

3 .  Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 5 

( 1 )  UAKBUN-Daerah memproses data transaksi : 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas yang 

melalui rekening Kuasa BUN Daerah; 

b .  Penerimaan dan pengeluaran yang tidak 

melalui rekening Kuasa BUN di Daerah tetapi 

menurut ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku harus mendapatkan 

pengesahan dari KPPN; 

c .  Penerimaan dan Pengeluaran yang tidak 

melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi 

mempengaruhi penyaj ian Neraca KUN Kuasa 

BUN Daerah. 
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(2) UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan 

data transaksi se bagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) .  

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) , terdiri atas : 

a .  LAK; 

b. Laporan Perubahan Ekuitas ; 

c .  Neraca; dan 

d .  CaLK. 

(4) UAKBUN-Daerah menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada UAKKBUN-Kanwil .  

(5) UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan dan 

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) kepada UAPBUN AP. 

4 .  Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 6 

( 1 )  UAKKBUN-Kanwil memproses data gabungan dari 

UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya. 

(2) UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil 

pemrosesan data gabungan dan Laporan 

Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(3) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri atas : 

a. LAK; 

b. Laporan Perubahan Ekuitas ; 

c .  Neraca; dan 

d .  CaLK. 

(4) UAKKBUN-Kanwil menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kepada UAPBUN-AP. 
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5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 7 

( 1 )  UAKBUN-Pusat memproses data transaksi: 

a. Penerimaan dan pengeluaran kas melalui 

rekening Kuasa BUN Pusat; dan 

b. Penerimaan dan pengeluaran pada SPM 

dengan potongan yang pembayaran atas SPM 

tersebut melalui rekening Kuasa BUN Pusat. 

(2) Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku 

UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan 

data sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

(3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) , terdiri atas: 

a. LAK; 

b. Laporan Perubahan Ekuitas; 

c. Neraca; dan 

d. CaLK. 

(4) UAKBUN-Pusat menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada UAPBUN-AP. 

6 .  Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 8 

( 1 )  UAPBUN-AP memproses data gabungan dari 

UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Penerimaan, 

UAKBUN-Daerah KPPN Khusus Pinj aman dan 

Hibah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat. 

(2) UAPBUN-AP menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAPBUN-AP berdasarkan data gabungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan Laporan 

Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah KPPN Khusus 

Penerimaan, Laporan Keuangan tingkat UAKBUN­

Daerah KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, 
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Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil , 

serta Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Pusat. 

(3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN-AP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri atas : 

a. LAK; 

b. Laporan Perubahan Ekuitas ; 

c .  Neraca; dan 

d .  CaLK. 

(4) UAPBUN-AP menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

UABUN. 

(5) Dalam hal : 

a. UAKBUN-Daerah belum dapat menyusun 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b; 

b .  UAKKBUN-Kanwil belum dapat menyusun 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ;  

dan/ atau 

c .  UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b ;  

Laporan Perubahan Ekuitas disusun oleh 

UAPBUN-AP. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SiAP diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan . 

7 .  Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 9 

( 1 )  SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku 

UAPBUN Pengelolaan Utang. 

(2) SAUP memproses transaksi pengelolaan utang 

pemerintah . 
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(3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 

sistem aplikasi terintegrasi. 

(4) UAPBUN Pengelolaan Utang menyusun Laporan 

Keuangan yang terdiri atas : 

a. LRA; 

b. Laporan Operasional; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas ; 

d. Neraca; dan 

e. CaLK. 

(5) UAPBUN Pengelolaan Utang menyampaikan 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada UABUN. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAUP diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

8 .  Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 0  

( 1 )  SIKUBAH dilaksanakan oleh Direktorat J enderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko selaku 

UAPBUN Pengelolaan Hibah. 

(2) SIKUBAH memproses transaksi keuangan 

pengelolaan hibah berupa pendapatan hibah, 

belanja  hibah, dan beban hibah. 

(3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 

sistem aplikasi terintegrasi. 

(4) UAPBUN Pengelolaan Hibah menyusun Laporan 

Keuangan yang terdiri atas : 

a. LRA; 

b. Laporan Operasional; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas ; 

d. Neraca; dan 

e. CaLK. 
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(5) UAPBUN Pengelolaan Hibah menyampaikan 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada UABUN. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SIKUBAH diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

9 .  Ketentuan Pasal 1 1  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 1  

( 1 )  SAIP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara selaku UAPBUN Pengelolaan 

Investasi Pemerintah. 

(2) SAIP memproses transaksi keuangan dan/ atau 

barang pengelolaan investasi pemerintah. 

(3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 

sistem aplikasi terintegrasi. 

(4) UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah 

menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas : 

a. LRA; 

b. Laporan Operasional; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas; 

d. Neraca; dan 

e. CaLK. 

disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan 

Negara. 

(5) UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah 

menyampaikan Laporan Keuangan dan Ikhtisar 

Laporan Keuangan Perusahaan Negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada 

UABUN. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAIP diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

1 0 .  Ketentuan Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 2 1  -

Bagian Keenam 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa 

1 1 . Ketentuan Pasal 1 3  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 13  

( 1 )  SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan selaku UAPBUN 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.  

(2) SATD memproses transaksi keuangan yang terkait 

dengan transfer ke daerah dan dana desa. 

(3) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 

sistem aplikasi terintegrasi. 

(4) UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa menyusun Laporan Keuangan yang 

terdiri atas : 

a .  LRA; 

b .  Laporan Operasional; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas; 

d. Neraca; dan 

e .  CaLK. 

(5) UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada 

UABUN. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai SATD diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

1 2 .  Ketentuan Pasal 1 6  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 6  

( 1 )  SATK dilaksanakan oleh unit eselon I pada 

Kementerian Keuangan selaku UAPBUN TK, 

an tara lain : 
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a.  Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku 

UAPBUN TK Pengelola Pengeluaran 

Keperluan Hubungan Internasional; 

b .  Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) selaku 

UAPBUN TK Pengelola PNBP yang dikelola 

DJA; 

c .  Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (D.JKN) 

selaku UAPBUN TK Pengelola Aset yang 

berada dalam pengelolaan DJKN; 

d .  Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku 

UAPBUN TK atas : 

1 .  Pengelola Pembayaran Belanja/ Beban 

Pensiun, Belanja/ Beban Jaminan 

Layanan Kesehatan, Belanja/ Beban 

Jaminan Kesehatan Menteri dan Pej abat 

Tertentu, Belanja/ Beban Jaminan 

Kesehatan Utama, Belanj a/ Beban 

Jaminan Kecelakaan Kerj a, 

Belanja/ Beban Jaminan Kematian, 

Belanja/ Beban Program Tunj angan Hari 

Tua, Belanja/ Beban Pajak Pertambahan 

N ilai Real Time Gross Settlement Bank 

Indonesia, Belanja/ Beban Selisih Harga 

Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana 

Pensiun; 

2 .  Pengelola 

Belanja/ Beban 

Pendapatan 

Dalam 

Pengelolaan Kas Negara; dan 

clan 

Rangka 

3. Pengelola Utang Perhitungan Fihak 

Ketiga Pegawai . 

4 .  Pengelola Suspen Penerimaan . 

e .  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 

dan Resiko (DJPPR) selaku UAPBUN TK atas : 

1 .  Pengelola Pembayaran Dukungan 

Kelayakan; dan 

2 .  Pengelola Pengeluaran 

Penyiapan Proyek 

Fasilitas 
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f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

(DJPK) selaku UAPBUN TK atas Pengelola 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga Paj ak Rokok. 

(2)  SATK memproses transaksi keuangan dan/ atau 

barang pada UAPBUN TK sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 ) . 

(3) Pemrosesan transaksi dan/ atau pelaporan 

keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi 

terintegrasi . 

(4) Setiap UAPBUN TK sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  menyusun Laporan Keuangan yang terdiri 

atas : 

a. LRA; 

b .  Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas ; 

d .  Neraca; dan 

e .  CaLK. 

(5) Setiap UAPBUN TK menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c . q  

Direktorat Akun tansi dan Pela p o  ran Keuangan 

selaku UAKPBUN TK. 

(6) UAKPBUN TK menyusun Laporan Keuangan 

tingkat UAKPBUN TK yang terdiri atas:  

a .  LRA; 

b .  Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas; 

d .  Neraca; dan 

e .  CaLK. 

(7) UAKPBUN TK menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada 

UABUN. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai SATK diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 
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13 .  Ketentuan Pasal 1 7  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 7  

( 1 )  SAPBL dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan c . q  Direktorat Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan selaku UAPBUN PBL.  

(2) SAPBL memproses pelaporan keuangan dari unit­

unit badan lainnya dengan menggunakan sistem 

aplikasi terintegrasi .  

(3) UAPBUN PBL menyusun Laporan Keuangan 

berupa: 

a .  Neraca; 

b .  Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

c. CaLK, 

disertai Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 

Lainnya. 

(4) UAPBUN PBL menyampaikan Laporan Keuangan 

dan Ikhtisar Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) kepada UABUN.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SAPBL diatur 

dengan Peraturan Menteri Keuangan . 

1 4 .  Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

( 1 )  Setiap 

Pasal 20 

kementerian negara/ lem baga 

menyelenggarakan SAI . 

(2) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

diselenggarakan secara berjenjang mulai tingkat 

Satker sampai tingkat kementerian 

negara/ lembaga termasuk Satker BLU dan SKPD 

yang mendapatkan alokasi Dana 

Dekonsentrasi/ Dana Tugas Pembantuan/ Dana 

U rusan Bersama. 

(3) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi : 

a. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan 

b .  Akuntansi dan Pelaporan BMN.  
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(4) SAI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

memproses data transaksi keuangan, barang, dan 

transaksi lainnya. 

(5) Pemrosesan transaksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan 

sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan 

La po ran Keuangan dan laporan barang 

kementerian negara/ lembaga. 

1 5 .  Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) 

Pasal ,  yakni Pasal 24A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 24A 

( 1 )  SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan 

Bersama dari Pemerintah Pusat merupakan 

UAKPA Urusan Bersama. 

(2) Penanggung Jawab UAKPA Urusan Bersama 

adalah Kepala SKPD . 

(3) UAKPA Urusan Bersama memproses transaksi 

keuangan dan barang dengan menggunakan 

sistem aplikasi terintegrasi untuk menghasilkan 

(4) 

La po ran Keuangan tingkat UAKPA 

Bersama. 

Laporan Keuangan tingkat UAKPA 

Bersama se bagaimana dimaksud pada 

terdiri atas : 

a .  LRA; 

b. Laporan Operasional 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas; clan 

d .  Neraca. 

Urusan 

Urusan 

ayat (3) 

(5) UAKPA Urusan Bersama menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

beserta ADK kepada KPPN setiap bulan. 

(6) UAKPA Urusan bersama menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

beserta ADK kepada UAPPA-W Urusan Bersama 

dan UAPPA-E l  yang mengalokasikan Dana Urusan 

Bersama setiap bulan, semester I ,  dan tahunan . 
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(7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

disertai dengan CaLK. 

(8) UAKPA Urusan Bersama yang tidak 

menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi 

administratif. 

1 6 .  Ketentuan Pasal 25  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 25  

( 1 )  Kantor wilayah atau Satker yang ditunjuk selaku 

UAPPA-W menyusun Laporan Keuangan tingkat 

UAPPA-W berdasarkan Laporan Keuangan tingkat 

UAKPA di wilayah kerjanya menggunakan sistem 

aplikasi terintegrasi . 

(2) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas : 

a .  LRA; 

b. Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas ; dan 

d .  Neraca. 

(3) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan setiap triwulan . 

(4) UAPPA-W menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta ADK 

kepada UAPPA-E l  setiap bulan, semester I ,  dan 

tahunan . 

(5) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disertai dengan CaLK. 

(6) Dalam hal UAPPA-W tidak menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN 
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untuk mengenakan sanksi administratif terhadap 

UAKPA terkait yang bertindak selaku UAPPA-W.  

17 .  Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 26 
( 1 )  Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan 

Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi di tingkat 

wilayah, gubernur dapat membentuk UAPPA-W 

Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah 

Provinsi. 

(2) Penanggung Jawab UAPPA-W Dekonsentrasi 

adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi . 

(3) UAPPA-W Dekonsentrasi menyusun Laporan 

Keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi 

berdasarkan La po ran Keuangan UAKPA 

Dekonsentrasi di wilayah kerjanya menggunakan 

Sistem Aplikasi Terintegrasi . .  

(4) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W 

Dekonsen trasi se bagaimana dimaksud pada ayat 

(3) terdiri atas : 

a. LRA; 

b .  Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas ; dan 

d .  Neraca. ·  

(5) UAPPA-W Dekonsentrasi menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan setiap triwulan . 

(6) UAPPA-W Dekonsentrasi menyampaikan Laporan 

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

kepada UAPPA-E l  yang mengalokasikan Dana 

Dekonsentrasi setiap bulan, semester I, dan 

tahunan. 

(7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 

ayat (6) disertai dengan CaLK. 
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(8) Dalam hal UAPPA-W Dekonsentrasi tidak 

menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) , Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada 

KPPN untuk mengenakan sanksi administratif 

kepada UAKPA terkait yang bertindak selaku 

UAPPA-W Dekonsentrasi. 

1 8 .  Ketentuan Pasal 2 7  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 27 

( 1 )  Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan 

Laporan Keuangan Dana Tugas Pembantuan 

di tingkat wilayah, Kepala Daerah ::-[apat 

membentuk UAPPA-W Tugas Pembantuan pada 

setiap dinas pemerintah daerah . 

(2) Penanggung Jawab UAPPA-W Tugas Pembantuan 

adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah . 

(3) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyusun Laporan 

Keuangan tingkat UAPPA-W Tugas Pembantuan 

berdasarkan Laporan Keuangan UAKPA Tugas 

Pembantuan di wilayah kerjanya menggunakan 

Sistem Aplikasi Terintegrasi . .  

(4) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Tugas 

Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

terdiri atas : 

a. LRA; 

b. Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas ; dan 

d. Neraca. 

(5) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyampaikan 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan setiap triwulan. 

(6) UAPPA-W Tugas Pembantuan menyampaikan 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) beserta ADK kepada UAPPA-E l  yang 
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mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan setiap 

bulan, semester I, dan tahunan . 

(7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan 

ayat (6) disertai dengan CaLK. 

(8) Dalam hal UAPPA-W Tugas Pembantuan tidak 

menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (8) , Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada 

KPPN untuk mengenakan sanksi administratif 

terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku 

UAPPA-W Tugas Pembantuan . 

1 9 .  Diantara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) 

Pasal, yakni Pasal 27 A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27A 

( 1 )  Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan 

Laporan Keuangan Dana Urusan Bersama di 

tingkat wilayah, Kepala Daerah dapat membentuk 

UAPPA-W Urusan Bersama pada setiap dinas 

pemerintah daerah . 

(2) Penanggung Jawab UAPPA-W Urusan Bersama 

adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah/ Pej abat 

yang ditunjuk. 

(3) UAPPA-W Urusan Bersama menyusun Laporan 

Keuangan tingkat UAPPA-W Urusan Bersama 

berdasarkan Laporan Keuangan UAKPA Urusan 

Bersama di wilayah kerjanya menggunakan sistem 

aplikasi terintegrasi .  

(4) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W Urusan 

Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

terdiri atas : 

a. LRA; 

b. Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

d .  Neraca. 
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(5) UAPPA-W Urusan Bersama menyampaikan 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan setiap triwulan. 

(6) UAPPA-W Urusan Bersama menyampaikan 

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) beserta ADK kepada UAPPA-E l yang 

mengalokasikan Dana Urusan Bersama setiap 

bulan, semester I ,  clan tahunan . 

(7) Penyampaian Laporan Keuangan semester I clan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) clan 

ayat (6) disertai dengan CaLK. 

(8) Dalam hal UAPPA-W Urusan Bersama tidak 

menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) , Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan mengusulkan kepada 

KPPN untuk mengenakan sanksi administratif 

kepada UAKPA terkait yang bertindak selaku 

UAPPA-W Urusan Bersama. 

2 0 .  Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 28 

( 1 )  UAPPA-E l menyusun Laporan Keuangan Tingkat 

UAPPA-E l  berdasarkan laporan keuangan UAPPA­

W yang berada di wilayah kerj anya termasuk 

Laporan Keuangan UAPPA-W Dekonsentrasi , 

Laporan Keuangan UAPPA-W Tugas Pembantuan, 

Laporan Keuangan UAPPA-W Urusan Bersama, 

clan Laporan Keuangan UAKPA yang langsung 

berada di bawah UAPPA-E l .  

(2) Penyusunan Laporan 

dimaksud pada ayat 

Keuangan se bagaimana 

( 1 )  dilakukan dengan 

menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi. 

(3) Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E l  

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri atas : 

a .  LRA; 
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b .  Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

d .  Neraca. 

(4) UAPPA-E l  menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) besertu ADK 

kepada UAPA setiap 
. 

bulan, semester I ,  dan 

tahunan . 

(5) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan 

tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disertai dengan CaLK. 

2 1 .  Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 29 

( 1 )  UAPA menyusun Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/ Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan 

tingkat UAPPA-E l  menggunakan Sistem Aplikasi 

Terintegrasi .  

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  terdiri atas : 

a. LRA; 

b. Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

d .  Neraca. 

(3) UAPA menyampaikan Laporan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  kepada 

Menteri Keuangan c . q. Direktur Jenderal 

Perbendaharaan setiap triwulan, semester I ,  dan 

tahunan . 

(4) Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan 

tahunan .sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disertai dengan CaLK. 

2 2 .  Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) 

Pasal , yakni Pasal 35A yang berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 35A 

( 1 ) UAKPB Urusan Bersama melaksanakan proses 

akuntansi atas Dokumen Sumber terkait transaksi 

BMN dalam rangka penyusunan LBKP Urusan 

Bersama dan Laporan Keuangan tingkat UAKPA 

Urusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24A ayat (3) . 

(2) LBKP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat 

UAKPA Urusan Bersama. 

(3) UAKPB Urusan Bersama menyampaikan LBKP 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disertai 

Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi 

BMN kepada UAPPB-W Urusan Bersama, UAPPB­

E 1 yang mengalokasikan Dana Urusan Bersama, 

dan KPKNL setiap semesteran dan tahunan. 

(4) Dalam hal UAKPB Urusan Bersama tidak 

menyampaikan LBKP kepada KPKNL sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) , KPKNL dapat 

mengusulkan kepada KPPN mitra kerj a  untuk 

mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPB 

Urusan Bersama terkait. 

23.  Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 36 

( 1 ) UAPPB-W menyusun Laporan Barang Pembantu 

Pengguna Wilayah (LBPP-W) berdasarkan LBKP di 

wilayah kerjanya. 

(2) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat 

UAPPA-W. 

(3) UAPPB-W menyampaikan LBPP-W sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  disertai Cata tan atas 

Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada 

UAPPB-E l dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara setiap semesteran dan tahunan . 
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(4) Dalam hal UAPPB-W tidak menyampaikan LBPP-W 

kepada Kanwil Direktorat J enderal Kekayaan 
Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara dapat mengusulkan kepada KPPN untuk 

mengenakan sanksi administratif terhadap UAKPA 

terkait yang bertindak selaku UAPPB-W. 

24 .  Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 37  

( 1 )  Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan 

Laporan BMN Dana Dekonsentrasi di tingkat 

wilayah, gubernur dapat membentuk UAPPB-W 

Dekonsentrasi pada setiap Dinas Pemerintah 

Provinsi .  

(2) Penanggung Jawab UAPPB-W Dekonsentrasi 

adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi . 

(3) UAPPB-W Dekonsentrasi menyusun LBPP-W 

Dekonsentrasi berdasarkan LBKP Dekonsentrasi 

di wilayah kerj an ya. 

(4) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat 

UAPPA-W Dekonsentrasi . 

(5) UAPPB-W Dekonsentrasi menyampaikan LBPP-W 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai 

Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi 

BMN kepada UAPPB-E l ,  dan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara setiap 

semesteran dan tahunan. 

(6) Dalam hal UAPPB-W Dekonsentrasi tidak 

menyampaikan LBPP-W kepada Kanwil Direktorat 

J enderal Kekayaan Negara se bagaimana dimaksud 

pada ayat (8) , Kanwil Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara dapat mengusulkan kepada 

KPPN untuk mengenakan sanksi administratif 
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terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku 

UAPPB-W Dekonsentrasi. 

2 5 .  Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 38 

( 1 )  Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan 

Laporan BMN Dana Tugas Pembantuan di tingkat 

wilayah, Kepada Daerah dapat membentuk 

UAPPB-W Tugas Pembantuan pada setiap dinas 

pemerintah daerah . 

(2) Penanggung Jawab UAPPB-W Tugas Pembantuan 

adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah. 

(3) UAPPB-W Tugas Pembantuan menyusun LBPP-W 

Tugas Pembantuan berdasarkan LBKP Tugas 

Pembantuan di wilayah kerjanya. 

(4) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat 

UAPPA-W Tugas Pembantuan . 

(5) UAPPB-W Tugas Pembantuan menyampaikan 

LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disertai Catatan atas Laporan BMN beserta ADK 

transaksi BMN kepada UAPPB-E l ,  dan Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

setiap semesteran dan tahunan . 

(6) Dalam hal UAPPB-W Tugas Pembantuan tidak 

menyampaikan LBPP-W kepada Kan tor Wilayah 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

se bagaimana dimaksud pad a ayat (5) , Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara 

dapat mengusulkan kepada KPPN untuk 

mengenakan sanksi terhadap UAKPA terkait yang 

bertindak selaku UAPPB-W Tugas Pembantuan . 

26. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) 

Pasal, yakni Pasal 38A yang berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 38A 

( 1 )  Untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan 

Laporan BMN Dana Urusan Bersama di tingkat 

wilayah, Kepada Daerah dapat membentuk 

UAPPB-W Urusan Bersama pada setiap dinas 

pemerintah daerah . 

(2) Penanggung Jawab UAPPB-W Urusan Bersama 

adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah . 

(3) UAPPB-W Urusan Bersama menyusun LBPP-W 

Urusan Bersama berdasarkan LBKP Urusan 

Bersama di wilayah kerjanya. 

(4) LBPP-W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat 

UAPPA-W Urusan Bersama. 

(5) UAPPB-W Urusan Bersama menyampaikan LBPP­

W sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai 

Catatan atas Laporan BMN beserta ADK transaksi 

BMN kepada UAPPB-E l dan Kantor Wilayah 

Direktorat J enderal Kekayaan Negara setiap 

semesteran dan tahunan . 

(6) Dalam hal UAPPB-W Urusan Bersama tidak 

menyampaikan LBPP-W kepada Kanwil Direktorat 

J ender al Kekayaan Negara se bagaimana dimaksud 

pada ayat (5) , Kanwil Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara dapat mengusulkan kepada 

KPPN untuk mengenakan sanksi administratif 

terhadap UAKPA terkait yang bertindak selaku 

UAPPB-W Urusan Bersama. 

27 .  Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 39 

( 1 )  UAPPB-E l  menyusun Laporan Barang Pembantu 

Pengguna Eselon I (LBPP-E 1 )  berdasarkan LBPP-W 

yang disampaikan oleh UAPPB-W yang berc.tda di 

wilayah kerjanya termasuk UAPPB-W 

Dekonsentrasi, UAPPB-W Tugas Pembantuan, dan 
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UAPPB-W Urusan Bersama, serta LBKP yang 

disampaikan oleh UAKPB yang langsung berada di 

bawah UAPPB-E l .  

(2) LBPP-E l  sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat 

UAPPA-E l .  

(3) UAPPB-E l menyampaikan LBPP-E l sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  disertai Catatan atas 

Laporan BMN beserta ADK transaksi BMN kepada 

UAPB setiap semesteran dan tahunan . 

2 8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 40 

( 1 )  UAPB menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP) 

berdasarkan LBPP-E 1 .  

(2) LBP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dilampirkan pada Laporan Keuangan tingkat 

UAPA. 

(3) UAPB menyampaikan LBP sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  disertai Cata tan atas Laporan BMN 

beserta ADK transaksi BMN kepada Menteri 

Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara 

setiap semesteran dan tahunan. 

2 9 .  Diantara Pasal 40 dan Pasal 4 1  disisipkan 1 (satu) 

Pasal, yakni pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 40A 

Dalam hal antar tingkat unit akuntansi BMN telah 

menyelenggarakan single database, penyampaian 

Laporan BMN tidak perlu disertai ADK. 

30 . Ketentuan Pasal 4 1  diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 4 1  

( 1 )  Satker yang menyelenggarakan pola pengelolaan 

keuangan BLU wajib menyusun Laporan 

Keuangan . 

(2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  diselenggarakan oleh 

UAKPA/ UAKPB dengan mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual . 

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri atas : 

a. LRA 

b .  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Leb1h; 

c .  Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e .  LAK; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. CaLK. 

(4) Laporan Keuangan BLU sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) menjadi lampiran Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/ Lembaga. 

(5) Dalam rangka membantu penyusunan laporan 

konsolidasian kementerian keuangan 

negara/ lembaga, BLU memberikan informasi 

transaksi eliminasi dan konsolidasi, serta 

komponen laporan keuangan yang dapat 

digabungkan ke dalam laporan keuangan tingkat 

UAPPA-E l  yang secara organisatoris membawahi 

BLU.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem akuntansi 

dan pelaporan keuangan BLU diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan . 

3 1 .  Ketentuan Pasal 42 dihapus . 

32 . Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 44 

( 1 )  Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal 

menyusun LKPP Semester I dan Tahunan . 

(2) Penyusunan LKPP sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan c . q. Direktorat Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi 

Pemerintah Pusat. 

(3) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  terdiri 

atas : 

a.  LRA 

b .  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c .  Neraca; 

d. Laporan Operasional : 

e .  LAK; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. CaLK. 

(4) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disusun berdasarkan konsolidasi dari Laporan 

Keuangan BUN dan Laporan 

kementerian negara/ lembaga 

Keuangan 

dengan 

menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi .  

(5) LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan 

Negara dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 

Lainnya. 

3 3 .  Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 46 

( 1 )  Dalam rangka meyakinkan keandalan data dalam 

penyusunan Laporan Keuangan dilakukan 

Rekonsiliasi . 

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

meliputi : 

a .  Rekonsiliasi internal antara unit pelaporan 

keuangan dan unit pelaporan barang pada 

Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang; 
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b .  Rekonsiliasi internal antara UAKPA 

c .  

d .  

e .  

dengan bendahara pengeluaran/ bendahara 

penerimaan Satker; 

Rekonsiliasi pelaporan keuangan antara 

Pengguna Anggaran dengan BUN; 

Rekonsiliasi pelaporan barang antara 

Pengguna Barang dengan Pengelola Barang; 

dan 

Rekonsiliasi antara BUN dan Pengelola 

Barang. 

34 .  Diantara Pasal 46 dan Pasal 4 7 ditambahkan 2 (dua) 

Pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 46A 

( 1 )  Rekonsiliasi se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (2) huruf a dilaksanakan secara 

berjenjang antara: 

a .  UAKPA dengan UAKPB, sebelum Laporan 

Keuangan disampaikan kepada KPPN dan 

UAPPA-W; 

b. UAKPA dengan UAKPB dengan J en1s 

kewenangan kantor pusat, sebelum Laporan 

Keuangan disampaikan kepada KPPN dan 

UAPPA-E l ;  

c .  UAPPA-W dengan UAPPB-W, sebelum 

Laporan Keuangan disampaikan kepada 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dan UAPPA-E l ;  

d .  UAPPA-E l  dengan UAPPB-E l sebelum 

Laporan Keuangan disampaikan ke UAPA; 

dan 

e .  UAPA dengan UAPB, sebelum Laporan 

Keuangan disampaikan kepada Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan c . q. Direktorat 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 
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(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk 

memastikan kesesuaian jumlah kas di bendahara 

pengeluaran/ bendahara penerimaan di Neraca.  

(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan 

sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada: 

a .  KPPN dan UAPPA-W; atau 

b .  KPPN dan UAPPA-E l ,  untuk UAKPA dengan 

j enis kewenangan kantor pusat. 

Pasal 46B 

( 1) Rekonsiliasi se bagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (2) huruf c dilakukan secara 

berjenjang antara: 

a. UAKPA dan UAKPA BUN dengan KPPN selaku 

UAKBUN-Daerah; 

b .  UAPPA-W dengan Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan selaku UAKKBUN­

Kanwil; 

c .  UAPPA-E l  dengan UAPBUN AP; dan 

d .  UAPA dengan UAPBUN AP. 

(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 ayat (2) huruf d dilakukan setiap semester 

secara berj enjang antara: 

a .  UAKPB dengan KPKNL; 

b .  UAPPB-W dengan Kantor Wilayah Direktorat 

J enderal Kekayaan Negara; 

c .  UAPPB-E l dengan Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara (DJKN) ; dan 

d .  UAPB dengan DJKN . · 

(3) Rekonsiliasi antara BUN dengan Pengelola Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) 

huruf e dilakukan setiap semester untuk menguji 

kesesvaian Neraca dengan Laporan BMN secara 

berj en j ang an tar a: 

a .  · KPPN dengan KPKNL; 
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b .  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dengan Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan 

c .  Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

huruf c dan ayat (2) huruf c bersifat opsional .  

(5 )  Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  sampai dengan ayat (3) dituangkan ke 

dalam Berita Acara Rekonsiliasi .  

(6) Dalam hal : 

a .  antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan 

pada Pengguna Anggaran dan an tar tingkat 

unit akuntansi dan pelaporan pada Kuasa 

BUN telah menyelenggarakan single 
database; dan/ atau 

b .  antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan 

pada pengguna barang dan antar tingkat unit 

akuntansi dan pelaporan pada Pengelola 

Barang telah menyelenggarakan single 
database; 

rekonsiliasi se bagaimana dimaksud pada Pasal 46 

ayat (2)  huruf c dan Pasal 46 ayat (2) huruf d 

dilakukan hanya di tingkat KPPN dan/ atau 

KPKNL. 

(7) Dalam hal diperlukan, rekonsiliasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara 

berj enjang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dan ayat (2) . 

(8) Dalam hal : 

a .  UAKPA dan UAKPA BUN sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a; 

b .  UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a; 

c. UAPPA-W sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b;  dan 
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d .  UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b; 

tidak melakukan Rekonsiliasi, dikenakan sanksi 

administratif. 

(9) Pengenaan sanksi administratif sebagairnana 

dimaksud pada ayat (8) huruf c dan huruf d harus 

mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) . 

( 1 0) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pelaksanaan Rekonsiliasi diatur dengan Peraturan 

Menteri Keuangan . 

3 5 .  Ketentuan Pasal 5 2  diubah sehingga Pasal 52 berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 52 

( 1 )  Sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22 ayat (7) , Pasal 23 ayat (8) , 

Pasal 24 ayat (8) , Pasal 24A ayat (8) , Pasal 25  ayat 

(6) , Pasal 26 ayat (8) , Pasal 27 ayat (8) , Pasal 27A 

ayat (8) , Pasal 33 ayat (5) Pasal 34 ayat (4) , 

Pasal 35 ayat (4) , Pasal 35A ayat (4) , Pasal 36 ayat 

(4) , Pasal 37 ayat (6) , Pasal 38 ayat (6) , Pasal 38A 

ayat (6) , dan Pasal 46B ayat (7) , dilaksanakan 

dalam bentuk pengembalian Surat Perintah 

Membayar (SPM) oleh KPPN yang telah diajukan 

oleh UAKPA/ Satker. 

(2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dikecualikan terhadap SPM-LS Belanj a  

Pegawai, SPM-Langsung kepada pihak ketiga, dan 

SPM Pengembalian . 

(3) Pelaksanaan sanksi tidak membebaskan 

UAKPA/ UAKPB dan UAPPA-W / UAPPB-W dari 

kewaj iban menyampaikan Laporan Keuangan, 

Laporan BMN, dan melakukan Rekonsiliasi 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 

llll . 
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36 . Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 2 13/ PMK. 0 5 / 2 0 1 3  tentang Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sehingga 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini . 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri !Ill dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 30  Desember 20 1 6  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30  Desember 20 1 6  

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

SRI MULYANI INDRAWATI 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 20 1 6  NOMOR 2 1 37 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

�=::..._....u . b .  
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LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 215/PMK. 05/2016 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 2 1 3 / PMK. 05 / 20 1 3  TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH PUSAT 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (UU 1 7  / 2003) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan 

kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas 

antara lain menyusun Laporan Keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  

Negara (APBN) . 

Pasal 9 UU 1 7  / 2003 menyatakan bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga 

sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Kementerian 

Negara/ Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas antara lain 

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/ Lembaga yang dipimpinnya. 

Pasal 30 ayat (2) UU 1 7/ 2003 menyatakan bahwa Presiden 

menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang meliputi 

Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan Keuangan perusahaan 

negara dan badan lainnya. 

Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (UU 1 / 2004) menyatakan bahwa Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan 

Negara. 

Pasal 5 1 ayat ( 1 )  UU 1 / 2004 menyatakan bahwa Menteri 

Keuangan/ Pej abat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum 

Negara/ Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, 

aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan 

per hi tungannya. 

Pasal 5 1  ayat (2) UU 1 / 2004 menyatakan bahwa Menteri/ Pimpinan 

Lembaga/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna 

Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, 

utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja 

yang berada dalam tanggung jawabnya. 
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Pasal 55 ayat ( 1 )  UU 1 / 2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan 

selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi 

pertanggungj awaban pelaksanaan APBN.  

Pasal 5 5  ayat (2 )  UU 1 / 2004 menyatakan bahwa dalam menyusun 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ) ,  Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna 

Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan 

dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian 

Negara/ Lembaga masing-masing. 

Pasal 36 ayat ( 1 ) UU 1 7 / 2003 menyatakan bahwa ketentuan 

mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis 

akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama 

pengakuan clan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 

belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis 

kas . 

Pasal 70 ayat (2) UU 1 / 2004 menyatakan bahwa ketentuan mengenai 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja  berbasis akrual 

dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun 2008 dan selama 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual 

belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis 

kas . 

Penjelasan Umum UU 1 / 2004 menyatakan bahwa agar informasi 

yang disampaikan dalam Laporan Keuangan pemerintah dapat memenuhi 

prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAPP terdiri dari Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh 

Kernen terian Negara/ Lembaga. 

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang 

keuangan negara, maka perlu dibuat suatu mekanisme dan peraturan 

yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 
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B .  TUJUAN 

Tujuan Pedoman Pelaksanaan SAPP adalah untuk memberikan 

petunjuk umum dalam menyelenggarakan: 

1 .  Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara atas : 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas pada KPPN, Kantor 

Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat 

Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

Transaksi penerusan pmJaman, penenmaan pengembalian 

penerusan pinjaman, dan posisi aset dari penerusan pmJaman 

pada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinj aman; 

Transaksi penerimaan dan pengeluaran investasi dan pos1s1 

investasi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 

Transaksi penerimaan, pengeluaran dan posisi utang serta 

hibah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 

Resiko ; 

Transaksi subsidi dan belanja lain-lain pada Direktorat Jenderal 

Anggaran; 

Transaksi transfer ke daerah dan dana desa pada Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan; 

Transaksi khusus pada unit-unit eselon I seperti : pengeluaran 

untuk kerjasama internasional, pengeluaran perjanj ian hukum 

internasional, jasa perbendaharaan, PFK, dan Perbankan; dan 

Posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada Badan Lainnya. 

2 .  Akuntansi Instansi atas transaksi pendapatan, belanja, beban, aset, 

kewaj iban, dan ekuitas pada tingkat Satuan Kerja, Wilayah, Eselon-I , 

Kantor Pusat Kementerian Negara/ Lembaga, termasuk SKPD 

penerima Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/ Urusan Bersama, 

dan Badan Layanan Umum. 

C .  RUANG LINGKUP 

Peraturan Menteri ini mengatur mengena1 SAPP dalam rangka 

menghasilkan Laporang Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) . SAPP 

dikembangkan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi 

Pemerin tahan (SAP) . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 50 -

Peraturan Menteri ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada 

Pemerintah Pusat dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada 

Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas 

Pembantuan, dan/ atau Urusan Bersama yang dananya bersumber dari 

APBN serta pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) . 

Tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah : 

1 .  Pemerintah Daerah (yang sumber dananya berasal dari APBD) ; 

2 .  Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yang terdiri 

dari : 

a. Perusahaan Perseroan; dan 

b .  Perusahaan Umum. 

D .  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN 

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (SAPP) 

1 .  Tujuan SAPP 

SAPP bertujuan untuk: 

a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui 

pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan 

yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi 

yang diterima secara umum; 

b .  Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang 

anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara 

nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian 

kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi 

anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas; 

c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi 

keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara 

keseluruhan; dan 

d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk 

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan 

keuangan pemerintah secara efisien . 

2 .  Ciri-Ciri Pokok SAPP 

a.  Basis Akuntansi 

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

pemerintah adalah basis akrual . Penerapan basis kas tetap 

digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran 

sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas . 
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b .  Sistem Pembukuan Berpasangan 

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan 

dasar akuntasi yaitu Aset = Kewajiban + Ekuitas . Setiap 

transaksi dibukukan dengan mendebet perkiraan dan 

mengkredit perkiraan yang terkait. Namun demikian untuk 

akuntansi atas anggaran dapat dilaksanakan secara single entry 
(pembukuan tunggal) . 

c .  Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi 

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas 

dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan baik di kantor pusat instansi maupun di 

daerah. 

d .  Bagan Akun Standar 

SAPP menggunakan bagan akun standar yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran 

maupun akuntansi. 

e .  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyaj ian dan 

pengungkapan terhadap transaksi keuangan entitas pemerintah 

pusat. 

3. Kerangka Umum SAPP 

SAPP terdiri dari : 

a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan 

Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) 

SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN 

dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara (BA-BUN) . SABUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu : 

1 )  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) ; 
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2)  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang 

Pemerintah (SAUP) ; 

3 )  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah 

(SIKUBAH) ; 

4) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi 

Pemerintah (SAIP) ; 

5) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan 

Penerusan Pinjaman (SAPPP) ; 

6) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (SATD) ; 

7) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi 

(SABS) ; 

8 )  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya 

(SABL) ; 

9) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi 

Khusus (SATK) ; dan 

1 0) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan 

Keuangan Badan Lainnya (SAPBL) . 

Dalam pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN 

membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara 

Umum Negara sebagai berikut: 

1 )  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum 

Negara (UABUN) ; 

2 )  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu 

Bendahara Umum Negara (UAPBUN) ; 

3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara 

Umum Negara tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat) ; 

4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa 

Bendahara Umum Negara tingkat Kantor Wilayah 

(UAKKBUN-Wilayah) ; 

5) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara 

Umum Negara Tingkat Daerah/ KPPN (UAKBUN-

Daerah/ KPPN) ; 

6) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu 

Pengguna Anggaran Eselon I Bendahara Umum Negara 

(UAPPA-E l BUN) ; dan 
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7) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna 

Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) . 

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lingkup 

BUN dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas . 

b .  Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) 

dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga. Kementerian 

negara/ lembaga melakukan pemrosesan data untuk 

menghasilkan Laporan Keuangan . 

Dalam pelaksanaan SAI , kementerian negara/ lembaga 

membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Unit 

Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) . 

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada SAI , terdiri 

dari : 

1 )  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna 

Anggaran (UAPA) ; 

2) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu 

Pengguna Anggaran- Eselon l (UAPPA-E l ) ;  

3 )  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu 

Pengguna Anggaran- Wilayah (UAPPA-W) ; dan 

4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna 

Anggaran (UAKPA) . 

Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN pada SAI , terdiri dari : 

1 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) ; 

2 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang­

Eselon 1 (UAPPB-E 1 ) ;  

3 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang­

Wilayah (UAPPB-W) ; dan 

4 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang 

(UAKPB) . 

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

lingkup kementerian negara/ lembaga dapat disesuaikan dengan 

karakteristik entitas . 

E .  JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada 

DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.  Sebelum 
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disampaikan kepada DPR RI , LKPP tersebut terlebih dahulu direviu oleh 

Aparat Pengawasan Intern dan diaudit oleh BPK. 

LKPP terdiri dari : 

1 .  Laporan Realisasi Anggaran; 

2 .  Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

3 .  Neraca; 

4. Laporan Operasional; 

5 . Laporan Arus Kas ; 

6 .  Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

7 . Cata tan atas Laporan Keuangan. 
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BAB II 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

BENDAHARA UMUM NEGARA 

A. GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

BENDAHARA UMUM NEGARA (SABUN) 

SABUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 

(BUN) . BUN dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu BUN sebagai pengelola 

kas dan BUN sebagai Pengguna Anggaran Bagian Anggaran (BA) 

BUN/ pengelola transaksi BUN lainnya. SiAP diselenggarakan oleh BUN 

selaku pengelola kas,  sedangkan SABUN selain SiAP diselenggarakan oleh 

BUN selaku Pengguna Anggaran BA-BUN/ pengelola transaksi BUN 

lainnya. 

Dalam pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku BUN 

membentuk Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) yang 

terdiri dari : 

1 .  UAPBUN AP, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

(DJPBN) c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit PKN) ; 

2 .  UAPBUN Pengelolaan Penerusan Pinjaman, dilaksanakan oleh DJPBN 

cq. Direktorat Sistem Manaj emen Investasi (Dit SMI) ; 

3 . UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) ; 

4 .  UAPBUN Pengelolaan Utang, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) ; 

5 .  UAPBUN Pengelolaan Hibah, dilaksanakan oleh DJPPR; 

6. UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah, dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) ; 

7.  UAPBUN Pengelolaan Belanja Subsidi, dilaksanakan oleh Direktorat 

Jenderal Anggaran (DJA) ; 

8 .  UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-lain, dilaksanakan oleh DJA; 

9 .  UAPBUN-TK, dilaksanakan antara lain oleh : 

a. Badan Kebij akan Fiskal (BKF) selaku UAPBUN TK Pengelola 

Pengeluaran Keperluan Hubungan Internasional; 

b .  DJA selaku UAPBUN TK Pengelola PNBP yang dikelola DJA; 

c. DJKN selaku UAPBUN Pengelola Aset yang berada dalam 

pengelolaan DJKN; dan 
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d.  DJPBN selaku UAPBUN TK atas : 

1 )  Pengelola Pembayaran Belanja/ Beban Pensiun, 

Belanja/Beban Jaminan Layanan Kesehatan, 

Belanja/ Beban Jamkestama, Belanja/ Beban JKK, 

Belanja/ Beban JKM, Belanja/ Beban Program (THT) , 

Belanja/ Beban PPN RTGS BI ,  Belanja/ Beban Selisih Harga 

Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana Pensiun; 

2) Pengelola Pendapatan dan Belanja/ Beban Dalam Rangka 

Pengelolaa Kas Negara; dan 

3) Pengelola Utang PFK Pegawai . 

4) Pengelola Suspen Penerimaan 

e .  Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) 

selaku UAPBUN TK atas : 

1 )  Pengelola Pembayaran Dukungan Kelayakan; dan 

2) Pengelola Pengeluaran Fasilitas Penyiapan Proyek 

f. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) selaku 

UAPBUN TK atas Pengelola Utang PFK Pajak Rokok. 

1 0 .  UAPBUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, dilaksanakan oleh 

DJPBN; dan 

1 1 . UABUN untuk melakukan konsolidasi Laporan Keuangan BUN yang 

dilaksanakan oleh Menteri Keuangan c .q  DJPBN c . q  Direktorat 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit APK) . 

B .  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT (SiAP) 

1 .  Unit Akuntansi 

SiAP dilaksanakan oleh DJPBN.  Dalam pelaksanaannya 

melibatkan unit pemroses data sebagai berikut: 

a .  KPPN sebagai UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN Khusus Investasi; 

b .  Dit PKN-DJPBN sebagai UAKBUN-Pusat; 

c .  Kanwil Ditj en Perbendaharaan sebagai UAKKBUN-Kanwil; dan 

d .  DJPBN cq. Dit PKN sebagai UAPBUN AP. 

2 .  Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SiAP 

antara lain sebagai berikut: 

a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , Surat Perintah 

Pengesahan Pembukuan (SP3) , Surat Pengesahan Hibah 

Langsung (SPHL) , Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan 
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Hibah Langsung (SP3HL) , Surat Pengesahan Pendapatan dan 

Belanja  Badan Layanan Umum (SP2B-BLU) , Nota Debet, Kiriman 

Uang (KU) -Keluar, Wesel Pemerintah, Warkat Pembebanan 

Rekening, dan bukti pendukung lainnya. 

b .  Surat Setoran Pajak (SSP) , Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) , 

Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) , Surat Setoran Bea 

dan Cukai (SSBC) , Nota Kredit, KU-Masuk, bukti setor 

elektronis, dan dokumen pendukung lainnya. 

c .  Memo Penyesuaian dan dokumen lainnya yang sah . 

3 .  Proses Akuntansi 

Prosedur pemrosesan data akuntansi dilakukan secara 

berj enj ang menggunakan aplikasi SPAN, dimulai dari : 

a. KPPN selaku UAKBUN-Daerah memproses:  

data transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang 

melalui rekening Kuasa BUN Daerah; 

data transaksi yang tidak melalui rekening Kuasa BUN 

Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku harus diproses disahkan oleh KPPN; dan 

data transaksi yang tidak melalui rekening Kuasa BUN 

Daerah tetapi mempengaruhi penyajian Neraca Kuasa BUN 

Daerah . 

Dalam rangka menJ aga keandalan/validitas data transaksi 

keuangan, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan 

rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan seluruh satuan 

kerja  di wilayah kerjanya. 

Berdasarkan pemrosesan data atas transaksi-transaksi di atas, 

KPPN menyusun Laporan Keuangan berupa LAK, Neraca, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tingkat 

UAKBUN-Daerah disampaikan kepada Kanwil Ditj en PBN selaku 

UAKKBUN-Kanwil . Dikecualikan untuk KPPN Khusus Pinjaman 

dan Hibah serta KPPN Khusus Penerimaan menyampaikan 

Laporan Keuangannya langsung kepada Dit. PKN selaku 

UAPBUN AP. 

b. Kanwil Ditjen PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan 

penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan konsolidasi 

Laporan Keuangan dari seluruh KPPN di wilayah kerj anya. 

Kanwil Ditj en PBN selaku UAKKBUN-Kanwil melakukan 
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rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan UAPPA-W di 

wilayah kerjanya. Dalam hal UAPPA-W telah terkoneksi secara 

single database dengan UAKPA, rekonsiliasi data transaksi 

keuangan dapat dilakukan hanya di tingkat KPPN. Kanwil Ditj en 

PBN menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN­

Kanwil ke Dit. PKN selaku UAPBUN-AP. 

c .  Dit. PKN-DJPBN selaku UAKBUN-Pusat memproses data 

transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening 

Kuasa BUN Pusat, serta data transaksi Penerimaan dan 

pengeluaran pada SPM dengan potongan yang pembayaran atas 

SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN Pusat. Berdasarkan 

pemrosesan data atas transaksi-transaksi di atas, UAKBUN­

Pusat menyusun serta menyampaikan laporan keuangan tingkat 

UAKBUN-Pusat ke UAPBUN-AP. 

d. DJPBN c .q. Dit. PKN selaku UAPBUN-AP melakukan 

penggabungan Laporan Keuangan dari UAKBUN-Pusat, 

UAKBUN-Daerah (KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah serta KPPN 

Khusus Penerimaan) , dan UAKKBUN-Kanwil untuk 

menghasilkan Laporan Keuangan tingkat UAPBUN-AP. UAPBUN 

AP melakukan rekonsiliasi data transaksi keuangan dengan 

UAPPA-E l / UAPA. Dalam hal UAPPA-E l / UAPA telah terkoneksi 

secara single database dengan UAKPA, rekonsiliasi data 

transaksi keuangan dapat dilakukan hanya di tingkat KPPN. Dit. 

PKN selaku UAPBUN-AP menyampaikan Laporan Keuangan 

tingkat UAPBUN-AP ke UABUN cq. Dit APK-DJPBN.  

e .  Penyampaian Laporan Keuangan dari masing-masing unit 

akuntansi dan/ atau unit pelaporan ke unit di atasnya pada 

Sistem Akuntansi Pusat, dilampiri dengan Pernyataan Tanggung 

Jawab yang ditandatangani oleh penanggungjawab unit 

akuntansi dan pelaporan keuangan. 

4 . J enis dan Periode La po ran 

Laporan Keuangan yang dihasilkan SiAP disampaikan secara 

berjenjang mulai dari tingkat UAKBUN Daerah/ KPPN hingga ke 

UAPBUN AP. Penyusunan dan Penyampaikan Laporan Keuangan 

dalam SiAP sebagai berikut 

a.  Laporan Keuangan yang disusun oleh UAKBUN Daerah/ KPPN 

paling sedikit terdiri atas : 
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1 )  Laporan Arus Kas; 

2) Laporan Perubahan Ekuitas; 

3) Neraca; dan 

4) CaLK. 

Laporan Keuangan terse but disampaikan kepada 

UAKKBUN-Kanwil setiap Bulanan, Semester I, dan Tahunan. 

Khusus untuk UAKBUN-Daerah/ KPPN Khusus Penerimaan dan 

UAKBUN-Daerah/ KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, laporan 

keuangan tingkat UAKBUN-Daerah disampaikan ke Direkorat 

PKN selaku UAPBUN AP. 

b. Laporan Keuangan yang disusun tingkat UAKKBUN-Kanwil 

paling sedikit terdiri atas : 

1 )  Laporan Arus Kas; 

2) Laporan Perubahan Ekuitas;  

3 )  Neraca; dan 

4) CaLK. 

Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada UAPBUN AP 

setiap Triwulan, Semester I, dan Tahunan. 

c . Laporan Keuangan yang disusun tingkat UAKBUN-Pusat paling 

sedikit terdiri atas : 

1 )  Laporan Arus Kas; 

2) Laporan Perubahan Ekuitas; 

3) Neraca; dan 

4) CaLK. 

Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada UAPBUN 

AP setiap Semester I, dan Tahunan. 

d .  Laporan Keuangan yang disusun tingkat UAPBUN AP paling 

sedikit terdiri atas : 

1 )  Laporan Arus Kas ; 

2) Laporan Perubahan Ekuitas; 

3) Neraca; dan 

4) CaLK. 

Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada UA BUN 

setiap Semester I, dan Tahunan. Namun dalam hal UAKBUN­

Daerah, UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat belum dapat 

menyusun LPE, maka UAPBUN AP menyusun LPE berdasarkan · 

data yang terdapat pada aplikasi terintegrasi. 
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Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pusat (SiAP) diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 

C.  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH 

(SAUP) 

1 .  Unit Organisasi 

SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) selaku UAPBUN-Pengelolaan Utang. 

Dalam rangka pelaksanaan SAUP dapat dibentuk satu atau beberapa 

UAKPA BUN pengelolaan utang pemerintah. 

2 .  Dokumen Sumber 

SAUP melakukan proses akuntansi terhadap Dokumen Sumber 

atas transaksi Pengelolaan Utang yang antara lain terdiri dari : 

a. Pembayaran bunga utang dalam dan Luar Negeri; 

b .  Pembayaran cicilan utang luar negeri; 

c .  Pembayaran cicilan utang dalam negeri; 

d .  Penerimaan utang luar negeri;  

e .  Penerimaan utang dalam negeri; 

f. Lindung nilai 

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan utang 

antara lain terdiri dari : 

• dokumen alokasi anggaran : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) dan revisinya; 

• dokumen pencatatan utang/ realisasi pembiayaan: Surat 

Permintaan Pembayaran (SPP) , Surat Permintaan Membayar 

(SPM) , SP2D,  Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan 

Dana (SPP APD) , Notice of Disbursement (NoD) , Withdrawal 

Aplication (WA) , Keputusan Lelang SBN, Surat permintaan 

pemindahbukuan penerimaan, dan Surat Setoran Bukan Paj ak 

(SSBP) / dokumen lain yang dipersamakan se bagai setoran ke 

rekening kas Negara; 

• Memo penyesuaian. 

• dokumen pendukung lainnya, seperti : Surat Pembukaan 

Pinjaman Luar Negri (SP2LN) dan Surat Perintah Pembukuan 
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Penarikan Pinj aman/ Hibah Luar Negeri (SP4HL, Nota Debet 

Kredit, dan Rekening Koran. 

3 .  Proses Akuntansi 

DJPU selaku UAPBUN-Pengelolaan Utang memproses data 

transaksi utang, hibah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi serta menyampaikan 

Laporan Keuangan yang dihasilkan kepada UABUN cq. Dit. APK, 

DJPBN.  

Pemrosesan Dokumen Sumber menimbulkan pengakuan 

pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan 

nilai utang dan penurunan nilai utang serta menghasilkan Laporan 

Keuangan berupa: 

a. Laporan Realisasi Anggaran terkait: 

• Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan; 

• Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan; dan 

• Anggaran dan Realisasi Pembayaran Bunga Utang; 

b .  Laporan Operasional; 

c .  Laporan Perubahan Ekuitas; 

d. Neraca; dan 

e .  Catatan atas Laporan Keuangan; 

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 

dalam setahun, yaitu Laporan Keuangan semester I dan Laporan 

Keuangan tahunan. 

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pengelolaan utang pemerintah melakukan rekonsiliasi 

data dengan Kuasa BUN. Dalam hal antara unit akuntansi 

pengelolaan utang pemerintah telah terkoneksi secara single 
database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi dimaksud tidak wajib 

dilakukan. 

Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan ke 

Dit. APK-DJPBN selaku UABUN disertai dengan . Pernyataan 

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal 

Pengelolaan Resiko dan Pembiayaan selaku Penanggung jawab 

UAPBUN-Pengelolaan Utang. 

Keten tuan mengenai sis tern akun tansi dan pelaporan 

pengelolaan utang pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 
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D .  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH (SIKUBAH) 

SIKUBAH diterapkan untuk menangani transaksi Pengelolaan Hibah 

yang terdiri dari : 

• Pendapatan hibah 

• Belanj a/ beban hibah . 

Berdasarkan bentuknya hibah dapat berupa: 

• Hibah uang (uang tunai dan/ atau uang untuk membiayai kegiatan) 

• Hibah barang/jasa 

• Hibah surat berharga 

Berdasarkan mekanisme pencairannya hibah dapat berupa: 

• Hibah terencana 

• Hibah langsung 

Berdasarkan sumbernya hibah dapat berupa: 

• Hibah dalam negeri 

• Hibah luar negeri 

1 .  Unit akuntansi 

Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH Menteri Keuangan selaku 

BUN menetapkan: 

a. DJPPR selaku UAPBUN-Pengelolaan Hibah; 

b .  Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, DJPPR selaku 

UAKPA-BUN transaksi pendapatan dan belanja  hibah; 

c .  DJPK selaku UAKPA-BUN Transaksi Belanja Hibah ke daerah . 

DJPPR selaku UAPBUN-Pengelolaan Hibah menyusun dan 

menyampaikan Laporan Keuangan pengelolaan hibah kepada UABUN 

cq. Dit APK-DJPBN.  

2 .  Dokumen sumber 

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan hibah 

antara lain terdiri dari : 

a .  Berita Acara Serah Terima; 

b. DIPA dan revisinya; 

c .  DIPA Pengesahan; 

d .  Notice of disbursment (NoD) ; 

e .  Surat Perintah Pengesahan Hibah Uang (SP2HU) ; 

f. Surat Pengesahan Hibah Uang (SPHU) ; 
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g .  Surat Perintah Pengesahan Hibah Barang/Jasa/ Surat Berharga 

(SP2HBJS) ; 

h .  Surat Pengesahan Hibah Barang/Jasa/ Surat Berharga 

(SPHBJS) ; 

1 .  Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan 

Hibah(SP4 H) ; 

J . Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah(SP3H) ; 

k.  Berita Acara Serah Terima (BAST) ; 

1 .  Surat Pernyataan Telah Menerima Hi  bah (SPTMH) ; 

m .  SSPB / SSBP; dan 

n .  Memo Penyesuaian. 

3 .  Proses Akuntansi 

Dalam pelaksanaannya SIKUBAH menggunakan sistem aplikasi 

teritegrasi. Pemrosesan Dokumen Sumber menimbulkan pengakuan 

pendapatan dan belanj a  hibah serta menghasilkan Laporan 

Keuangan berupa: 

a .  Laporan Realisasi Anggaran, berupa: 

• Laporan Realisasi Pendapatan Hibah; dan 

• Laporan Realisasi Belanja Hibah; 

b .  Laporan Operasional; 

c. Laporan Perubahan Ekuitas ; 

d .  Neraca; dan 

e .  Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya dua kali 

dalam setahun, yaitu laporan keuangan semester I dan laporan 

keuangan tahunan . 

Penyampaian Laporan Keuangan ke UABUN cq. Dit. APK, DJPBN 

disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani 

oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Resiko dan Pembiayaan selaku 

Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Hibah . 

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pada SIKUBAH melakukan rekonsiliasi data dengan Kuasa 

BUN. Dalam hal antara unit akuntansi pada SIKUBAH telah 

terkoneksi secara single database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi 

dimaksud tidak wajib dilakukan. 
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Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan 

pengelolaan hibah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 

tersendiri . 

E .  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI 

PEMERINTAH (SAIP) 

SAIP diterapkan untuk menangam transaksi investasi Pemerintah 

jangka panjang. Investasi Pemerintah Jangka Panjang terdiri dari 

Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen . 

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang 

kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 1 2  (dua belas) bulan, 

dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk 

memperjualbelikan atau menarik kembali . 

Investasi Permanen adalah investasi jangka panJ ang yang 

dimaksudkan untuk dimiliki secara terus-menerus tanpa ada niat untuk 

diperjualbelikan atau menarik kembali . 

Kebijakan dalam penentuan investasi Pemerintah diatur oleh Menteri 

Keuangan . 

Pelaksanaan investasi Pemerintah dapat dilakukan oleh Kementerian 

Keuangan dan/ atau unit lain yang ditunjuk. 

1 .  Unit Akuntansi 

SAIP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan 

dan pelaporan Investasi Pemerintah dalam hal ini DJKN sebagai 

UAPBUN-Pengelolaan Investasi Pemerintah . Dalam rangka 

pelaksanaan SAIP dapat dibentuk satu atau beberapa UAKPA BUN 

pengelolaan investasi/ Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) . 

Unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan investasi 

Pemerintah (DJKN) memproses data transaksi investasi Pemerintah 

baik permanen maupun non permanen, penenmaan bagian 

laba/ pendapatan dari investasi, penenmaan dan pengeluaran 

investasi serta menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dit APK­

DJPBN selaku UABUN. 

2 .  Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan investasi 

antara lain terdiri dari : 

• dokumen anggaran, contoh: DIPA dan revisinya; 

• dokumen realisasi pembiayaan, contoh : SPP, SPM, dan SSBP; 
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• dokumen pencatatan pendapatan/ belanja/ beban, seperti : SPP, 

SPM,  SSBP, SKP, Laporan Keuangan Investee, dan Risalah 

RUPS; 

• memo penyesuaian; dan 

• dokumen lainnya yang dipersamakan. 

3 .  Proses Akuntansi 

SAIP dilaksanakan menggunakan sistem aplikasi teritegrasi . 

Pemrosesan Dokumen sumber menimbulkan pengakuan pengeluaran 

pembiayaan, penerimaan pembiayaan, penambahan nilai investasi 

dan penurunan nilai investasi serta menghasilkan laporan berupa: 

1 .  Laporan Realisasi Anggaran; 

2 .  Laporan Operasional; 

3. Laporan Perubahan Ekuitas; 

4 .  N eraca; dan 

5 . Catatan atas Laporan Keuangan . 

Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali 

dalam setahun, yaitu Laporan Keuangan semester I dan Laporan 

Keuangan tahunan . 

Penyampaian Laporan Keuangan ke UABUN cq. Dit. APK, DJPBN 

disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani 

oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Penanggung jawab 

UAPBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah . 

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pada SAIP melakukan rekonsiliasi data dengan Kuasa 

BUN.  Dalam hal antara unit akuntansi pada SAIP telah terkoneksi 

secara single database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi data 

dimaksud tidak wajib dilakukan . 

Ketentuan mengenai SAIP diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 

F. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENERUSAN 

PINJAMAN (SAPPP) 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SAPPP) 

diterapkan untuk menangam transaksi penerusan pmJ aman dan 

pengembalian penerusan pinjaman termasuk biaya atas penerusan 

pmJ aman . 

1 .  Unit akuntansi 
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SAPPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

c . q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi selaku UAPBUN 

Pengelolaan Penerusan Pinjaman. Dalam rangka pelaksanaan SAPPP 

dapat dibentuk satu atau beberapa UAKPA BUN Pengelolaan 

Penerusan Pinjaman. 

2 .  Dokumen Sumber 

3 . 

Dokumen sumber yang digunakan dalam pengelolaan penerusan 

pin j aman an tara lain adalah : 

• dokumen alokasi anggaran, contoh : DIPA dan revisinya 

• dokumen pencatatan piutang/ realisasi pembiayaan: SPP, SPM, 

SP2D,  SP3 , SPP APD, NoD, dan SSBP / bukti setor ke kas negara 

lainnya; 

• Memo penyesuaian; dan 

• dokumen lainnya, seperti : WA, SP2LN, Nota Debet Kredit, 

SP2LN, SP4HL, dan rekening koran . 

Proses akuntansi 

Direktorat Sistem Manajemen 

Pengelolaan Penerusan Pinjaman 

Investasi selaku 

memproses data 

UAPBUN-

transaksi 

penerusan pinjaman, penerimaan kembali penerusan pinjaman, serta 

pendapatan dan biaya yang timbul menggunakan sistem aplikasi 

teritegrasi dan menyampaikan laporan keuangan yang dihasilkan 

kepada UABUN cq. Dit. APK, DJPBN.  

Pemrosesan dokumen sumber menimbulkan pengakuan 

penerusan pmJaman, pengeluaran pembiayaan, penerimaan 

pembiayaan dan menghasilkan laporan berupa: 

1 .  Laporan Realisasi Anggaran; 

2 .  Laporan Operasional;  

3 . Laporan Perubahan Ekuitas;  

4 . Neraca; dan 

5 . Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyampaian Laporan Keuangan ke Dit. APK-DJPBN selaku 

UABUN disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 

Penanggung jawab UAP BUN-Pengelolaan Penerusan Pinjaman. 

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pada SAPPP melakukan rekonsiliasi data dengan Kuasa 

BUN. Dalam hal antara unit akuntansi pada SAPPP telah terkoneksi 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 67 -

secara single database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi dimaksud 

tidak wajib dilakukan. 

Ketentuan mengenai SAPPP diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 

G.  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE 

DAERAH DAN DANA DESA (SATD) 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (SATD) diterapkan untuk melakukan proses akuntansi atas 

transaksi tr an sf er ke daerah dan dana desa. 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah bagian dari belanja  negara 

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana 

perimbangan, dana otonomi khusus,  dana penyesuaian dan dana desa. 

Secara arus keuangan, Transfer ke Daerah dan Dana Desa merupakan 

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, dalam 

hal ini yaitu pemerintah pusat ke pemerintah daerah . 

Transfer ke Daerah, terdiri atas : 

a .  Dana Perimbangan, meliputi : Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) 

serta Dana Transfer Khusus;  

b .  Dana Insentif Daerah (DID) ; dan 

c .  Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa 

Y ogyakarta. 

DBH terdiri atas : 

a .  DBH Pajak, meliputi : PBB,  PPh Pasal 2 1 ,  PPh WPOPDN, dan CHT. 

b. DBH SDA, meliputi : Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan 

Panas Bumi, Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan. 

Dana Transfer Khusus terdiri atas : 

a .  Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, meliputi : DAK Reguler, DAK 

Infrastruktur Publik Daerah, dan DAK Afirmasi; 

b .  DAK Nonfisik, meliputi : Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , 

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini (BOP PAUD) , Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD,  Dana 

Tambahan Penghasilan (DTP) Guru PNSD, Dana Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga 

Berencana (BOKB) , Dana Proyek Pemerintah Daerah dan 

Desentralisasi (P2D2) , serta Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2UKM dan Naker) . 
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Dana Otonomi Khusus terdiri atas : 

a .  Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;  

b .  Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua; 

c .  Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat; 

d .  DanaTambahan Infrastruktur Provinsi Papua; dan 

e .  Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat. 

1 .  Unit Akuntansi 

SATD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK) selaku UAPBUN-Pengelolaan Tansfer ke Daerah 

dan Dana Desa. Dalam rangka pelaksanaan SATD dapat ditunjuk 

satu atau beberapa UAKPA-BUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa. 

2 .  Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan transfer 

ke daerah antara lain terdiri dari : 

• dokumen anggaran, seperti : DIPA dan revisinya; 

• dokumen pengeluaran, seperti : SPP, SPM, SP2D,  Surat 

Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (SKP-RTD) ; 

• dokumen pendapatan/ pengembalian: SPP, SPM, SP2D,  SSPB ,  

SSBP, dan bukti setor lainnya yang sah; 

• memo penyesuaian; 

• dokumen pendukung lainnya. 

3 .  Proses Akuntansi 

DJPK selaku UAPBUN-Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa serta unit akuntansi dibawahnya memproses data transaksi 

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa menggunakan sistem aplikasi 

teritegrasi kemudian menyampaikan Laporan Keuangan kepada 

UABUN cq. Dit. APK-DJPBN.  

Pemrosesan data transaksi tersebut adalah dengan pemrosesan 

dokumen sumber dan melakukan proses akuntansi dengan 

mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, 

pengukuran, penyaj ian, dan pengungkapan kejadian terkait 

transaksi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Laporan Keuangan 

yang dihasilkan SATD terdiri atas : 

a .  Laporan Realisasi Anggaran; 

b .  Laporan Operasional; 
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c .  Laporan Perubahan Ekuitas; 

d. Neraca; dan 

e .  Catatan atas Laporan Keuangan . 

Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan ke 

Dit. APK-DJPBN selaku UABUN disertai dengan Pernyataan 

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Pembantu Pengguna 

Anggaran BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada DJPK selaku 

penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa.  

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pada SATD melakukan rekonsiliasi data dengan Kuasa 

BUN. Dalam hal antara unit akuntansi pada SATD telah terkoneksi 

secara single database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi dimaksud 

tidak wajib dilakukan. 

Ketentuan mengenai SATD diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 

H .  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI 

(SABS) 

Sistem Akuntansi Belanja  Subsidi (SABS) mencatat transaksi 

keuangan BUN terkait pengelolaan belanja  subsidi . 

1 .  Unit Akuntansi 

SABS dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku 

unit eselon I yang melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan 

selaku Pengguna Anggaran Belanja Subsidi . Pengguna Anggaran 

Belanj a  Subsidi dapat menunjuk pejabat pada Kementerian 

Negara/ Lembaga/ Pihak Lain sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. 

Direktorat Jenderal Anggaran merupakan UAPBUN-Pengelolaan 

Belanj a  Subsidi . Dalam rangka pelaksanaan SABS dibentuk UAKPA 

BUN, UAPPA-EI BUN, dan UAPPA BUN pengelolaan Belanj a  Subsidi . 

2 .  Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan Belanja 

Subsidi antara lain terdiri dari : 

• dokumen anggaran, seperti : DIPA dan revisinya; 

• dokumen pengeluaran, seperti : SPP, SPM, dan SP2D;  

• dokumen penerimaan, seperti : SSBP, SSPB, dan bukti setor 

lainnya yang sah; 
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• memo penyesuaian; dan 

• dokumen pendukung lainnya. 

3 . Proses Akuntansi 

SABS dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga dan 

Kementerian Keuangan menggunakan Sistem Aplikasi Terintegrasi . 

Pemrosesan Dokumen Sumber transaksi Belanja Subsidi dalam 

rangka menyajikan Laporan Keuangan berupa: 

• Laporan Realisasi Anggaran; 

• Laporan Operasional; 

• Laporan Perubahan Ekuitas;  

• N eraca; dan 

• Catatan atas Laporan Keuangan . 

DJA selaku UAPBUN-Pengelolaan Belanja Subsidi 

menyampaikan Laporan Keuangan kepada UABUN cq. Dit. APK­

DJPBN setiap semester dan tahunan. 

Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan ke 

Dit. APK-DJPBN selaku UABUN disertai dengan Pernyataan 

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur pada DJA selaku 

Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Belanj a  Subsidi . 

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pada SABS melakukan rekonsiliasi data dengan Kuasa 

BUN . Dalam hal antara unit akuntansi pada SABS telah terkoneksi 

secara single database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi dimaksud 

tidak wajib dilakukan. 

Ketentuan mengenai SABS diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 

I .  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN 

(SABL) 

SABL mencatat transaksi keuangan BUN terkait pengelolaan Belanj a  

Lain-lain . 

1 .  Unit Akuntansi 

SABL dilaksanakan oleh DJA selaku unit eselon I yang 

melaksanakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengguna 

Anggaran Belanja  Lain-lain. Pengguna Anggaran dapat menunjuk 

pej abat pada kementerian negara/ lembaga/ pihak lain sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran . 
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DJA merupakan UAPBUN-Pengelolaan Belanja Lain-lain . Dalam 

rangka pelaksanaan SABL dibentuk UAKPA BUN, UAPPA-EI BUN, 

dan UAPA BUN Pengelolaan Belanja Lain-lain . 

2 .  Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan Belanja 

Lain-lain antara lain terdiri dari : 

• dokumen anggaran, seperti :  DIPA dan revisinya; 

• dokumen pengeluaran, seperti : SPM/ SP2D;  

• dokumen penerimaan, seperti : SSBP, SSPB,  dan bukti setor 

lainnya yang sah;  

• memo penyesuaian; dan 

• dokumen pendukung lainnya. 

3 . Proses Akuntansi 

Pemrosesan Dokumen Sumber transaksi Belanja Lain-lain 

dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan berupa: 

• Laporan Realisasi Anggaran; 

• Laporan Operasional; 

• Laporan Perubahan Ekuitas; 

• N eraca; dan 

• Catatan atas Laporan Keuangan . 

DJA selaku UAPBUN Belanja Lain-lain menyampaikan Laporan 

Keuangan kepada UABUN cq. Dit. APK-DJPBN setiap semester dan 

tahunan . Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan 

ke Dit. APK-DJPBN selaku UABUN disertai dengan Pernyataan 

Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Direktur pada DJA selaku 

Penanggung jawab UAPBUN Pengelolaan Belanja  Lain-lain . 

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pada SABL melakukan rekonsiliasi data dengan Kuasa 

BUN. Dalam hal antara unit akuntansi pada SABL telah terkoneksi 

secara single database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi dimaksud 

tidak wajib dilakukan . 

Ketentuan mengenai SABL diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 
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J.  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS 

(SATK) 

SATK diterapkan untuk menangani transaksi, antara lain seperti : 

a .  Pengeluaran yang berhubungan dengan Keperluan Hubungan 

Internasional,  antara lain adalah Pengeluaran Kerjasama 

Internasional serta Perjanjian Hukum Internasional yang dikelola 

BKF. 

b. Pengeluaran yang berhubungan dengan Pembayaran Dukungan 

Kelayakan dan Fasilitas Penyiapan Proyek, yang dikelola oleh DJPPR. 

c .  PNBP yang dikelola Bendahara Umum Negara c .q. Direktorat 

Jenderal Anggaran, kecuali pendapatan Bagian Laba BUMN. PNBP 

tersebut antara lain terdiri atas Pendapatan Minyak Bumi dan Gas 

serta Pendapatan Panas Bumi. 

d .  Pengelolaan Aset yang berada dalam pengelolaan Ditjen Kekayaan 

Negara. 

e .  Belanj a/ Beban Pensiun, Belanja/ Beban Jaminan Layanan 

Kesehatan, Belanja/ Beban Jaminan Kesehatan Menteri dan Pejabat 

Tertentu (Jamkesmen) , Belanja/ Beban Jaminan Kesehatan Utama 

(Jamkestama) , Belanja/Beban Jaminan Kecelakaan Kerja  (JKK) , 

Belanja/Beban Jaminan Kematian (JKM) , Belanja/Beban Program 

Tunj angan Hari Tua (THT) , Belanja/Beban Pajak Pertambahan Nilai 

Real Time Gross Settlement Bank Indonesia (PPN RTGS BI) , 

Belanja/Beban Selisih Harga Beras Bulog, dan Pelaporan Iuran Dana 

Pensiun (IDP) ; 

f. Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas 

Negara; 

g. Utang PFK Pegawai; 

h .  Utang PFK Pajak Rokok; dan 

i .  Suspen penerimaan . 

1 .  Unit Akuntansi 

Akuntansi Transaksi khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 

1 di lingkup Kementerian Keuangan yang diberikan kewenangan oleh 

Menteri Keuangan . 

Unit-unit eselon 1 di lingkup Kementerian Keuangan memproses 

data transaksi tersebut dan menyampaikan laporan beserta ADK 

kepada Dit. APK-DJPBN.  
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Dalam rangka pelaksanaan SATK, dibentuk unit akuntansi 

se bagai beriku t: 

a .  Unit Akuntansi Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara 

Transaksi Khusus (UAKP BUN TK) ; 

b .  Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi 

Khusus (UAP BUN TK) ; 

c .  Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKKPA BUN TK) 

sepanjang dalam satu jenis transaksi khusus memiliki lebih dari 

satu UAKPA BUN TK; dan 

d . Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum 

Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) . 

2 .  Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pengelolaan transaksi 

dari badan lainnya antara lain terdiri dari : 

a. dokumen anggaran; 

b .  dokumen pengeluaran; 

c .  dokumen penerimaan; 

d .  memo penyesuaian; dan 

e .  dokumen pendukung lainnya. 

3 .  Proses Akuntansi 

SATK diterapkan untuk menangani transaksi yang bersifat 

khusus yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara 

Umum Negara yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam subsistem 

SABUN lainnya. 

Unit akuntansi dan Unit Pelaporan pada SATK memproses data 

transaksi Transaksi Khusus menggunakan sistem aplikasi teritegrasi, 

kemudian menyampaikan Laporan Keuangan kepada UABUN cq. Dit. 

APK-DJPBN.  

SATK menghasilkan Laporan Keuangan berupa: 

1 .  Laporan Realisasi Anggaran; 

2 .  Laporan Operasional; 

3 .  Laporan Perubahan Ekuitas;  

4 .  N eraca; dan 

5 . Catatan atas Laporan Keuangan. 

Penyampaian Laporan Keuangan ke Dit. APK-DJPBN selaku 

UAKP BUN TK disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang 

� 
-
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ditandatangani oleh Penanggung jawab UAPBUN TK. Selanjutnya 

UAKP BUN TK menyampaikan Laporan Keuangan ke UABUN cq. Dit. 

APK-DJPBN.  

Untuk memastikan keandalan data laporan keuangan, unit 

akuntansi pada SATK melakukan rekonsiliasi data dengan Kuasa 

BUN.  Dalam hal antara unit akuntansi pada SATK telah terkoneksi 

secara single database dengan Kuasa BUN, rekonsiliasi dimaksud 

tidak wajib dilakukan. 

Ketentuan mengenai SATK diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 

K. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA 

(SAPBL) 

SAPBL mengatur mengenai penyusunan serta penyampaian laporan 

keuangan yang terdapat pada unit organisasi pada pemerintah pusat yang 

termasuk dalam Badan Lainnya. 

1 .  Unit Akuntansi 

SAPBL dilaksanakan oleh DJPBN selaku UAP BUN PBL. Dalam 

rangka pelaksanaan SAPBL, Menteri Keuangan menetapkan 

karakteristik dan kriteria Unit Badan Lainnya (UBL) serta daftar UBL. 

UBL terdiri dari UBL Satuan Kerja/Bagian Satker dan UBL Bukan 

Satuan Kerja .  

2 .  Proses Akuntansi 

UBL Satker / bagian satker melakukan akuntansi dan pelaporan 

keuangan sesuai ketentuan perundangan . Sedangkan UBL Bukan 

Satker melakukan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan 

sistem akuntansi yang diatur oleh masing-masing UBL dan Standar 

Akunt.�:msi Pemerintahan atau Standar Akuntansi Keuangan . 

UBL Bukan Satker menyampaikan Laporan Keuangan dan ILK 

kepada UAP BUN PBL setiap semester dan tahunan . Sedangkan UBL 

Satker / Bagian Satker menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan 

kepada UAP BUN PBL setiap semester dan tahunan . Berdasarkan 

laporan keuangan dan/ atau ILK yang disampaikan UBL, UAP BUN 

PBL menyusun serta menyampaikan Laporan Keuangan kepada 

UABUN cq. Dit. APK-DJPBN.  

Laporan Keuangan yang dihasilkan dalam SAPBL terdiri atas : 

1 .  Laporan Perubahan Ekuitas; 
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disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya. 

Penyampaian Laporan Keuangan ke UABUN disertai dengan 

Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Penanggung 

j awab UAP BUN PBL. 

Ketentuan mengenai SAPBL diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 

L. LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

Dalam rangka menyusun LKPP, Menteri Keuangan selaku Pengelola 

Fiskal melakukan konsolidasi antara Laporan Keuangan BUN dan 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Laporan Keuangan 

BUN disusun dan disampaikan oleh UABUN yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

Laporan Keuangan BUN disusun dengan menggunakan sistem 

aplikasi terintegrasi, berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan 

seluruh sub sistem dari SABUN, yaitu Laporan Keuangan BUN sebagai 

Pengelola Kas dan Laporan Keuangan BUN sebagai Pengguna Anggaran 

Bagian Anggaran BUN/ Pengelola Transaksi BUN Lainnya. Laporan 

Keuangan BUN terdiri atas : 

a .  Laporan Realisasi Anggaran; 

b .  Laporan Perubahan SAL; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e .  Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

g. CaLK. 

Ditj en Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan BUN 

kepada Menteri Keuangan setiap semester dan tahunan. Penyampaian 

Laporan Keuangan tersebut disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab 

yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan selaku BUN. 

Ketentuan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan 

Keuangan Bendahara Umum Negara diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan tersendiri . 
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BAB III 

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI 

A. GAMBARAN UMUM 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) merupakan 

prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup 

kementerian negara/ lembaga yang dalam pelaksanaannya memproses 

transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan 

Laporan Keuangan yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan 

Keuangan . Dalam rangka penyelenggaraan SAI diperlukan unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1 .  Formulir / Dokumen Sumber; 

2. Jurnal; 

3 .  Buku besar; 

4. Buku pembantu; 

5 .  Laporan . 

SAI akan berjalan dengan baik, apabila dalam suatu organ1sas1 

selaku unit yang melaksanakan proses akuntansi dan sekaligus 

membutuhan informasi yang dihasilkan, dapat mengkoordinasikan unsur­

unsur menj adi satu kesatuan yang dilaksanakan oleh Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan . Dengan alasan tersebut maka untuk melaksanakan 

SAI , kementerian negara/ lembaga harus membentuk Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Instansi sesuai dengan hierarki organisasi dengan 

tujuan agar proses akuntansi dapat berjalan dengan baik. 

Unit Akuntansi dan Pelaporan Instansi terdiri dari Unit Akuntansi 

dan Pelaporan Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang Milik 

Negara (BMN) . Pembentukan kedua unit akuntansi dan pelaporan 

tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pencatatan atas transaksi 

aset berupa BMN terjadi check and balance sebagai bagian dari 

penyelenggaraan pengendalian internal di masing-masing unit akuntansi 

dan pelaporan pada kementerian negara/ lembaga. 

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, terdiri dari : 

1 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA) yang berada pada tingkat satuan kerja, termasuk SKPD 

yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPA 

Dekonsentrasi) , SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas 
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Pembantuan (UAKPA Tugas Pembantuan) , dan SKPD yang 

mendapatkan alokasi Dana Urusan Bersama (UAKPA Urusan 

Bersama) ; 

2 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna 

Anggaran Wilayah (UAPPA-W) yang berada pada tingkat wilayah, 

termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi, UAPPA-W Tugas Pembantuan, 

dan UAPPA-W Urusan Bersama; 

3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna 

Anggaran Eselon 1 (UAPPA-E l )  yang berada pada tingkat Eselon 1 ;  

dan 

4 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA) 

yang berada pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga. 

Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN, terdiri dari : 

1 .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang 

berada pada tingkat Satuan Kerja, termasuk SKPD yang 

mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi (UAKPB Dekonsentrasi) , 

SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan (UAKPB 

Tugas Pembantuan) dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana 

Urusan Bersama (UAKPB Urusan Bersama) ; 

2 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah 

(UAPPB-W) yang berada pada tingkat wilayah, termasuk UAPPB-W 

Dekonsentrasi, UAPPB-W Tugas Pembantuan, dan UAPPB-W Urusan 

Bersama; 

3 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 

(UAPPB-E 1 )  yang berada pada tingkat eselon 1 ;  dan 

4 . Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada 

pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga. 

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan secara berjenjang dari 

mulai UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-E l ,  sampai dengan UAPA, maupun Unit 

Akuntansi Pelaporan BMN tidak secara mutlak diterapkan untuk masing­

masing kementerian negara/ lembaga. Pembentukan Unit Akuntansi dan 

Pelaporan tersebut, harus disesuaikan dengan karakteristik masing­

masing kementerian negara/ lembaga khususnya dengan memperhatikan 

struktur organisasi kementerian negara/ lembaga. 

Pada tingkat wilayah, untuk kementerian negara/ lembaga yang tidak 

memiliki Kantor Wilayah, maka menunjuk salah satu satuan kerja sebagai 

UAPPA-W / UAPPB-W. Sedangkan apabila dalam satu Kementerian 
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Negara/ Lembaga terdapat beberapa UAKPA dari beberapa eselon I yang 

berbeda, namun demikian hanya memiliki satu Kantor Wilayah, maka 

UAPPA-W dapat dibentuk untuk masing-masing eselon I .  Pembentukan 

UAPPA-W tidak wajib dalam hal :  

1 . Kementerian negara/ lembaga hanya terdiri dari satuan kerja  Pusat; 

2 .  Kementerian Negara/ Lembaga yang dalam satu wilayah hanya 

terdapat 1 (satu) satuan kerja untuk tiap Eselon I .  

Untuk KL yang tidak wajib membentuk UAPPAW sebagaimana di 

atas, j enjang pelaporannya dari UAKPA langsung ke UAPPA-E l .  

B .  HUBUNGAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN KEUANGAN 

DENGAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BARANG PADA 

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

Mengingat pentingnya pembentukan unit akuntansi dan pelaporan, 

maka kementerian negara/ lembaga wajib menetapkan Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan serta Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang pada 

level unit akuntansi dan pelaporan instansi. Hal ini bertujuan agar dalam 

pelaksanaan akuntansi dapat berjalan lebih tertib dan masing-masing 

unit akuntansi dan pelaporan bertanggung jawab sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing. 

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan akan terkait dengan 

sumber daya manusia yang akan melaksanakannya. Pengendalian 

internal akan berjalan maksimal apabila Unit Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang dilaksanakan oleh 

pelaksana yang berbeda. Namun demikian, apabila dalam Unit Akuntansi 

dan Pelaporan mengalami kendala dalam jumlah sumber daya manusia, 

maka apabila terjadi rangkap tugas harus dilakukan supervisi dengan 

ketat untuk menghindari kecurangan dan kesalahan penyajian laporan 

keuangan . 

Berikut diilustrasikan hubungan antara Unit Akuntansi dan 

Pelaporan Instansi yang ada pada struktur organisasi kementerian 

negara/ lembaga. Pembentukan struktur organisasi Unit Akuntansi dan 

Pelaporan disesuaikan dengan struktur organisasi pada kementerian 

negara/ lembaga. 
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2 .  Tingkat Kantor Wilayah 

Ka. Sub Bagian 
yang Membidla.ngi 

Verifikasi dan 
Felapo:ran Ba:rang 

Pelaksana pada 
Subbagian 

Pelapo:ran Harang 
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Ka. Sub Bagian 
yang Membidangi Veri.fikasi, 

:Akuntansi dan 
Pelapor:an 

p pa 
Subbagian Verifikasi, 

Akuntansi dan 
Felaporan 
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3 .  Tingkat Eselon I 

I I 

�1�1,;fw11: ,ir:�,;��f$��t1-r:::::::1�m:;1m:�;i 

Ka. Bagian ym:tg M-embidangi 
Verifikasi dan 

Pelaporan Barang 

Ka Sub Bagian yang 
.,. ,f b "..J � . ...; t � ... ::c:i;_ -J;"".i,eIIl · l"""""J.i&"· Y of!'E,II.llil.851 
dan Pelaporm:i B.a:rm:tg 

P>el'BB:s.mia pads. Sub 
Bagian ym:tg 

Membi!dangi Verifika:si 
dan PeJlapor.an Baxa:r.i;g 

l.��t�ff�����:�t;l1/f�� 

- 8 1  -

• 
.,, . .  

Ka Bagien ym:tg Membidangi 
V erifikasi, Akuntansi 

dan Pelapor.an 

Ka .. Sub Bagian ym:tg 
}11-Iembidangi 

V erifikasi, Akuntansi 
dan Pelaporan 

PeJlak&ana pad.a Sub 
Bagian ym:tg 
Membiciangi 

Verifikasi, Aku:ntansi 
dan Pelaporan 
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4 . Tingkat Kementerian Negara/ Lembaga 

· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

! I 

Ka.. Biro Perlahglrapan/ 
Ks.. Biro Umum I 

Paja.bst yang Menangani 
Baiang 

Ka. Bagian yang 
Membidan:gi. Vaifi.ka:si 
d;an Pelapcmm. Barang 

Ka. s.ub � yang 
membidau:gi. v:er:ifika:si 
dan_ pela.poran. barang 

W0¥!f:;,.���g'��i£Hilf'.\; 

'5BDB. pa ' ' u 

Ba.,.gian yang Membida.ngi 
Verifikasi dan Pela.para.n 

Ba.rang 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J 

C .  MEKANISME PELAPORAN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 I 

l;Dtt;:UH\n ' ifi;F:':c-;, '(Q�*1l-i}!: _ Cl '.; ; ;: : :L�Y :t 

Ks.. Biin K�,/ Paja.bs.t yang M1m1m�i 
Keuangan 

Dl:l.-t:M:UJ _yang 
Membidangi Verifi.k.s.si, 

Akun.tan:si d!an 
Pelaporan 

u gian yang 
Membidangi. Verifi.k.s.:si, 

Ak1.mtan.:si d!an 
Pelaporan 

'58.l:lB. pa ' 

�- yangMembidsn§ 
Ve:rifilr...a:si, Akuntan:si 

ds.n. Pelaporan 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J 

Unit-Unit Akuntansi dan Pelaporan Tingkat Instansi melaksanakan 

fungsi akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran dan 

penatausahaan BMN sesua1 dengan tingkat orgamsasmya. Proses 

akuntansi dan pelaporan tersebut menghasilkan laporan keuangan yang 

merupakan bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas 

pengelolaan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimilikinya 

sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Proses akuntansi dan 
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pelaporan juga menghasilkan laporan BMN yang selain digunakan sebagai 

bahan penyusunan LO, LPE, dan neraca juga dapat digunakan untuk 1 

tujuan manaj erial . 

Proses akuntansi dimulai dari verifikasi dokumen sumber. Dokumen 

sumber utama atas terjadinya transaksi keuangan di lingkup entitas 

pemerintah terdapat pada UAKPA, sehingga proses akuntansi terhadap 

dokumen sumber dilaksanakan oleh UAKPA. Unit Akuntansi dan 

Pelaporan pada level yang lebih atas, mulai UAPPA-W sampai dengan 

UAPA, hanya merupakan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang 

bertugas menggabungkan Laporan Keuangan dari Unit Akuntansi dan 

Pelaporan di bawahnya. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas,  UAPPA-W / UAPPA-E l / UAPA melakukan rekonsiliasi internal 

dan telaah laporan keuangan yang diterima dari unit akuntansi di 

bawahnya serta melakukan supervisi, monitoring, dan pembinaan secara 

berkesinambungan . 

Selain proses penelaahan Dokumen Sumber dan proses akuntansi 

lainnya, untuk meyakinkan data atas Laporan Keuangan sebelum 

disusun menj adi Laporan Keuangan dan disampaikan kepada stakeholder 

sesua1 dengan ketentuan, dilakukan rekonsiliasi .  Rekonsiliasi adalah 

proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan 

beberapa sis tern/ subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber 

yang sama. Rekonsiliasi meminimalisasi terj adinya perbedaan pencatatan 

yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disaj ikan dalam 

Laporan Keuangan . Dalam hal terjadi perbedaan data, rekonsiliasi dapat 

mendeteksi dan mengetahui penyebab-penyebab terjadinya perbedaan . 

Pelaksanaan rekonsiliasi data Laporan Keuangan ini juga merupakan 

amanat dari Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah . 

Rekonsiliasi pada Unit Akuntansi dan Pelaporan instansi dibagi 

menj adi 2 (dua) macam yaitu : 

1 .  Rekonsiliasi internal 

Rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan 

laporan keuangan yang dilaksanakan antar subsistem pada masing­

masing Unit Akuntansi dan Pelaporan dan/ atau antar Unit 

Akuntansi dan Pelaporan yang masih dalam satu entitas pelaporan . 

Termasuk sebagai rekonsiliasi internal adalah rekonsiliasi antara 
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unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan barang serta 

rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan Bendahara. 

Rekonsiliasi antara unit pelaporan keuangan dengan unit pelaporan 

barang dimaksudkan untuk memastikan kesesuaian antara data 

transaksi dan saldo BMN dengan laporan keuangan . Sedangkan 

rekonsiliasi internal antara UAKPA dengan Bendahara 

Pengeluaran/ Penerimaan dimaksudkan untuk memastikan 

kesesuaian nilai kas di neraca; 

2 . Rekonsiliasi eksternal 

Rekonsiliasi eksternal adalah rekonsiliasi data untuk penyusunan 

laporan keuangan yang dilaksanakan antara Unit Akuntansi dan 

Pelaporan yang satu dengan Unit Akuntansi dan Pelaporan yang lain 

atau pihak lain yang terkait, tidak dalam satu entitas pelaporan . 

Rekonsiliasi eksternal dalam SAPP meliputi rekonsiliasi antara 

Pengguna Anggaran dengan BUN, Rekonsiliasi pelaporan barang 

antara Pengguna barang dengan Pengelola Barang, dan Rekonsiliasi 

antara BUN dengan Pengelola Barang. 

Rekonsiliasi dilakukan dilaksanakan secara benj enjang mulai dari 

Unit akuntansi dan pelaporan Satker hingga ketingkat K/ L.  Rekonsiliasi 

secara berj enjang diperlukan karena database antara unit akuntansi dan 

unit pelaporan pada K/ L maupun Kuasa BUN masih terpisah. Sehingga 

untuk menjaga keandalan data, rekonsiliasi dilakukan secara berj enjang 

sebelum dilaksanakan penyampaian laporan keuangan maupun laporan 

BMN.  Namun demikian, apabila antar tingkat unit akuntansi dan 

pelaporan pada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dan antar tingkat 

unit akuntansi dan pelaporan pada Kuasa BUN/ Pengelola Barang telah 

terkoneksi secara single database, rekonsiliasi dapat dilaksanakan hanya 

pada tingkat KPPN / KPKNL. 

Berikut ilustrasi mekanisme penyusunan Laporan Keuangan yang 

terjadi pada kementerian negara/ lembaga. 
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Penj elasan Flowchart 

1 .  Data penatausahaan BMN pada UAKPB digunakan oleh UAKPA 

sebagai bahan penyusunan LO, LPE, dan Neraca. 

2 .  Untuk menjamin keandalan data, UAKPA dengan UAKPB melakukan 

pencocokan data/ rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan 

dengan laporan BMN. 

3 .  Berdasarkan hasil pemrosesan transaksi keuangan, data BMN, dan 

transaksi lainya UAKPA menyusun Laporan Keuangan . UAKPA 

termasuk UAKPA BLU melakukan rekonsiliasi Data Laporan 

Keuangan dengan KPPN setiap bulan . UAKPA menyampaikan 

Laporan Keuangan beserta ADK ke KPPN setiap bulan, semester I ,  

dan tahunan. Penyampaian Laporan Keuangan semester I dan 

Tahunan disertai CaLK. 

4 . UAKPB menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK 

setiap semesteran dan tahunan ke (Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL) . UAKPB melakukan 

rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN dengan KPKNL setiap semester. 

5 . KPKNL melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan 

Keuangan pada KPPN setiap semester. 

6 .  KPPN menyampaikan Laporan Keuangan Kuasa BUN setiap bulan ke 

Kanwil Ditj en Perbendaharaan . 

7 . KPKNL menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap semester ke 

Kanwil DJKN sebagai bahan penyusunan laporan BMN tingkat 

Kanwil DJKN . 

8 .  UAKPA menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK kepada 

UAPPA-W untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan 

KPPN setiap bulan, semester I ,  dan tahunan . Untuk Laporan 

Keuangan Semester I dan Tahunan disertai dengan CaLK. 

9 . UAKPA Kantor Pusat menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK 

kepada UAPPA-E l  untuk digabungkan setelah dilakukan rekonsiliasi 

dengan KPPN setiap bulan, semester I, dan tahunan. Untuk Laporan 

Keuangan Semesteran dan Tahunan disertai dengan CaLK. 

1 0 .  UAKPB menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN beserta ADK 

ke UAPPB-W untuk digabungkan setiap semester dan tahunan. 
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1 1 . UAKPB Kantor Pusat menyampaikan Laporan BMN beserta ADK ke 

UAPPB-E l untuk digabungkan setiap semester dan tahunan . 

1 2 .  UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal dengan UAPPB-W setiap 

semester. 

1 3 . UAPPA-W melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dan 

menyampaikan Laporan Keuangan setiap triwulan ke Kanwil Ditj en 

Perbendaharaan . Untuk Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan 

dilengkapi dengan CALK. 

1 4 . UAPPB-W menyampaikan Laporan BMN disertai CaLBMN diserta 

ADK setiap semester dan tahunan . UAPPB-W melakukan 

rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN dengan Kanwil DJKN setiap 

semester. 

1 5 . Kanwil DJKN melakukan rekonsiliasi data BMN dengan data Laporan 

Keuangan pada Kanwil DJPBN setiap semester. 

1 6 .  UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan beserta ADK kepada 

UAPPA-E l  untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap bulan, 

semester I ,  dan tahunan. Untuk Laporan Keuangan semester I dan 

tahunan dilengkapi dengan CALK. 

1 7 . UAPPB-W menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta 

ADK ke UAPPB-E l  untuk digabungkan di tingkat eselon I setiap 

semester dan tahunan. 

1 8 .  Kanwil Ditj en Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan 

Kuasa BUN setiap Triwulanan, semester I ,  dan tahunan ke UAP BUN 

AP. Untuk Laporan Keuangan tersebut dilengkapi dengan CaLK. 

1 9 . Kanwil DJKN menyampaikan laporan BMN beserta ADK setiap 

semester ke Kantor Pusat DJKN sebagai bahan penyusunan laporan 

BMN tingkat pemerintah pusat. 

2 0 .  UAPPA-E l  melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan 

dengan data BMN pada UAPPB-E l setiap semester. 

2 1 .  Apabila diperlukan, UAPPA-E l  dapat melakukan rekonsiliasi data 

Laporan Keuangan dengan Kantor Pusat DJPBN cq Dit. APK setiap 

semester . 

2 2 .  UAPPA-E l  menyampaikan Laporan Keuangan beserta ADK ke UAPA 

sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan tingkat kementerian 

negara/ lembaga setiap bulan,triwulan, semester I ,  dan tahunan . 

Untuk Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan dilengkapi dengan 

CALK. 
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2 3 . UAPPB-E l menyampaikan laporan BMN disertai CaLBMN beserta 

ADK ke UAPB untuk digabungkan di tingkat kementerian 

negara/ lembaga setiap semester. 

24 . Apabila diperlukan, UAPPB-E l dapat melakukan 

rekonsiliasi/ pemutakhiran data BMN dengan Kantor Pusat DJKN 

setiap semester. 

25 . UAPB melakukan rekonsiliasi internal data Laporan Keuangan 

dengan data BMN UAPA. 

26 . UAPA melakukan rekonsiliasi data Laporan Keuangan dengan DJPBN 

cq. Dit. APK setiap semester. UAPA menyampaikan Laporan 

Keuangan kepada Menteri Keuangan cq. DJPBN cq. Dit. APK setiap 

triwulan, semester, dan tahunan. 

27 . UAPB menyampaikan laporan BMN tingkat kementerian 

negara/ lembaga kepada Menteri Keuangan cq. DJKN. 

2 8 .  DJKN menyampaikan laporan BMN Pemerintah Pusat ke DJPBN c . q. 

Dit.APK sebagai bahan penyusunan dan rekonsiliasi Neraca 

Pemerintah Pusat. 

Cata tan : 

Apabila: 

a .  antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengguna 

Anggaran dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada 

Kuasa BUN telah menyelenggarakan single database; 

b .  antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada pengguna barang 

dan antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan pada Pengelola 

Barang telah menyelenggarakan single database; 

rekonsiliasi dapat dilakukan hanya di tingkat KPPN / KPKNL. 

D .  DOKUMEN SUMBER 

Dokumen Sumber yang digunakan untuk menyusun Laporan 

Keuangan di tingkat UAKPA antara lain adalah : 

a .  Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan, terdiri dari : 

• Estimasi Pendapatan (Pajak dan PNBP) yang dialokasikan, 

antara lain : DIPA, DIPA Revisi, dan/ atau dokumen lain yang 

dipersamakan dengan DIPA; dan 
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• Realisasi Pendapatan, antara lain : bukti penerimaan negara 

seperti SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah yang 

dipersamakan. 

b .  Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri 

dari : 

• DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan dokumen 

lain yang dipersamakan; 

• Realisasi Pengeluaran: SPP, SPM, dan SP2D,  SP3B-BLU dan 

SP2B-BLU, SP2HL dan SPHL, SP4HL dan SP3HL, MPHL-BJS, 

dan dokumen lain yang dipersamakan. 

c .  Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan 

jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset. 

d .  Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu 

piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang. 

e .  Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu 

persediaan, buku persediaan, BAR Opname Fisik, Laporan Hasil 

Opname Fisik (LHOF) , dan laporan . persediaan, dan daftar 

perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih . 

f. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan 

(KDP) , antara lain Kartu KDP, Laporan KDP.  

g .  Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/ Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima 

Barang (BAST) , Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK 

Penghentian dan/ atau Penggunaan Kembali atas Aset 

Tetap / Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, dan 

lain se bagainya. 

E .  JENIS-JENIS LAPORAN KEUANGAN 

Ouput akhir dari proses akuntansi adalah Laporan Keuangan. 

Masing-masing Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada 

kementerian negara/ lembaga menghasilkan Laporan Keuangan yang 

terdiri dari : 

1 .  Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi 

pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan 

anggarannya dalam satu periode . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



2 . Neraca 

- 90 -

Neraca menggambarkan pos1s1 keuangan suatu entitas 

akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan 

ekuitas per tanggal tertentu. 

3 .  La po ran Operasional 

Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang 

menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh 

pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan 

pemerintah dalam satu periode pelaporan. 

4 .  Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

5 . Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penj elasan, daftar 

rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disaj ikan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas serta informasi lainnya yang diperlukan dalam 

rangka pengungkapan yang memadai . 

Laporan Keuangan kementerian negara/ lembaga yang telah disusun 

melalui proses akuntansi selanjutnya direviu oleh aparat pengawasan 

intern yang terdapat pada kementerian negara/ lembaga. Apabila 

kementerian negara/ lembaga belum memiliki aparat pengawas intern,  

Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat menunjuk seorang atau 

beberapa orang pej abat di luar biro/ bidang keuangan untuk melakukan 

reviu atas Laporan Keuangan. Reviu tersebut dilaksanakan atas Laporan 

Keuangan kementerian negara/ lembaga (termasuk Laporan Keuangan 

Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama) yang hasilnya 

dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu . 

Penyampaian Laporan Keuangan semesteran dan tahunan harus 

disertai Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh aparat 

pengawas intern dan Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of 

Responsibility) yang ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

F .  DANA DEKONSENTRASI/TUGAS PEMBANTUAN 

a .  Dana Dekonsentrasi 

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat 

melalui Kementerian Negara/ Lembaga kepada gubernur selaku wakil 
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pemerintah . Dana Dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari 

APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah 

yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 

dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk 

instansi vertikal pusat di daerah . Dana Dekonsentrasi merupakan 

bagian dari anggaran kementerian negara/ lembaga yang dialokasikan 

berdasarkan rencana kerja kementerian negara/ lembaga dan 

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 

ditetapkan gubernur. 

Dalam pelaksanaan dekonsentrasi, gubernur waj ib 

mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan alokasi Dana 

Dekonsentrasi kepada kementerian negara/ lembaga yang 

memberikan alokasi dana, untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang. Apabila gubernur tidak 

menyampaikan usulan daftar SKPD, kementerian negara/ lembaga 

dapat meninjau kembali pengalokasian Dana Dekonsentrasi . 

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Dana 

Dekonsentrasi, berdasarkan usulan dari gubernur, kementerian 

negara/ lembaga menetapkan SKPD sebagai UAKPA/ UAKPB 

Dekonsentrasi, dan Dinas Provinsi sebagai UAPPA-W / UAPPB-W 

Dekonsentrasi .  Penanggung jawab UAKPA/ UAKPB Dekonsentrasi 

adalah Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi, sedangkan 

penanggung jawab UAPPA-W / UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala 

Dinas Propinsi . 

Selanjutnya, pelaporan keuangan dan pelaporan barang atas 

pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari pelaporan 

keuangan/ barang atas pelaksanaan Tugas Pembantuan, Urusan 

Bersama, dan APBD.  SKPD mempertanggungjawaban pelaksanaan 

Dana Dekonsentrasi kepada kementerian negara/ lembaga melalui 

Kepala Dinas Propinsi. Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud 

berupa Laporan Keuangan dan Laporan BMN. Laporan Keuangan 

terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

b .  Dana Tugas Pembantuan 

Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang berasal dari 

APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua 
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penenmaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas 

Pembantuan . Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian dari 

anggaran kementerian negara/ lembaga yang dialokasikan 

berdasarkan Rencana Kerja  kementerian negara/ lembaga dan 

dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh gubernur, bupati, atau 

walikota. Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada 

daerah dan/ atau desa atau sebutan lain, dengan kewaj iban 

melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada 

yang menugaskan . 

Dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, Kepala Daerah wajib 

mengusulkan daftar SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas 

Pembantuan kepada kementerian negara/ lembaga yang memberikan 

alokasi dana, untuk ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna 

Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang. Apabila Kepala Daerah tidak 

menyampaikan usulan daftar SKPD, kementerian negara/ lembaga 

dapat meninjau kembali pengalokasian Dana Tugas Pembantuan . 

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Dana Tugas 

Pembantuan, berdasarkan usulan dari Kepala Daerah, kementerian 

negara/ lembaga menetapkan SKPD penenma Dana Tugas 

Pembantuan sebagai UAKPA/ UAKPB Tugas Pembantuan, sehingga 

Penanggung jawab UAKPA/ UAKPB Tugas Pembantuan adalah Kepala 

SKPD yang menerima Dana Tugas Pembantuan . Selanjutnya 

menetapkan Dinas Pemerintah Provinsi, Dinas Pemerintah Kota, atau 

Dinas Pemerintah Kabupaten sebagai UAPPA-W / UAPPB-W Tugas 

Pembantuan, sehingga penanggung jawab UAPPA-W / UAPPB-W Tugas 

Pembantuan adalah Kepala Dinas Pemerintah Daerah (Propinsi/ 

Kabupaten/ Kota) . 

Pelaporan keuangan dan pelaporan barang atas pelaksanaan 

Tugas Pembantuan dilakukan terpisah dari pelaporan 

keuangan/ barang dalam pelaksanaan Dekonsentrasi, Urusan 

Bersama, dan APBD.  SKPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

Tugas Pembantuan kepada kementerian negara/ lembaga melalui 

Kepala Dinas Pemerintah Daerah (Propinsi/ Kota/ Kabupaten) . 

Pertanggungjawaban pelaksanaan dimaksud berupa Laporan 

Keuangan dan Laporan BMN. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan 

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,  Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan . 
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Urusan Bersama Pusat dan Daerah adalah urusan 

pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menj adi 

kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama 

oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam rangka melaksanakan program 

nasional penanggulangan kemiskinan, diperlukan pendanaan 

bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah yang dikelola secara 

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 

rasa keadilan dan kepatutan . Dana dari APBN yang dialokasikan 

untuk pendanaan bersama adalah Dana Urusan Bersama, 

sedangkan dana APBD yang dialokasikan untuk pendanaan bersama 

adalah Dana Daerah Urusan Bersama. 

Dana Urusan Bersama adalah dana yang bersumber dari APBN, 

dialokasikan melalui bagian anggaran Kementerian/ Lembaga yang 

digunakan untuk mendanai program/ kegiatan bersama . Pusat dan 

daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Dana Urusan Bersama 

merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/ lembaga yang 

dialokasikan berdasarkan rencana kerja  kementerian 

negara/ lembaga dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja  Perangkat 

Daerah (SKPD) yang ditetapkan K/ L berdasarkan usulan dari Kepala 

Daerah . 

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Dana 

Dekonsentrasi, berdasarkan usulan dari Kepala Daerah, kementerian 

negara/ lembaga menetapkan SKPD sebagai UAKPA/ UAKPB Urusan 

Bersama, dan Dinas Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, 

dan Pemerintah Kota sebagai UAPPA-W / UAPPB-W Urusan Bersama. 

Penanggung jawab UAKPA/ UAKPB Urusan Bersama adalah Kepala 

SKPD yang menenma Dana Urusan Bersama, sedangkan 

penanggung jawab UAPPA-W / UAPPB-W Dekonsentrasi adalah Kepala 

Dinas Pemerintah Daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) . 

Selanjutnya, pelaporan keuangan dan pelaporan barang atas 

pelaksanaan U rusan Bersama dilakukan secara terpisah dari 

pelaporan keuangan/ barang atas pelaksanaan Dekonsentrasi, Tugas 

Pembantuan, dan APBD . SKPD mempertanggungjawaban 

pelaksanaan Dana Urusan Bersama kepada kementerian 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 94 -

negara/ lembaga melalui Kepala Dinas Propinsi . Pertanggungjawaban 

pelaksanaan dimaksud berupa Laporan Keuangan dan Laporan BMN.  

Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas 

Laporan Keuangari . 

FXP,,:ANGKA U1itIDM: DJ.i\.NA DEKONSENTRAS! 
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--•• UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas 
untuk tujuan penggabungan . 

- · - · - · - .,. Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan ADK 
masing-masing ke UAPPA/ B-W Gubernur. 

_ _ _ _ _  _.,. UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan 

Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing. 

Cata tan: 

Dalam hal antara UAKPA/B Dekonsentrasi, UAPPA/ B-W Dekonsentrasi, 
UAPPA/ B-E l ,  dan UAPA/B telah terkoneksi secara single database, tidak 
perlu dilakukan pengiriman ADK data laporan keuangan/ barang secara 
berjenj ang. 
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Keterangan: 
� UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas 

- . _ ..,.  

. . . . . . . . .... 

Cata tan: 

untuk tujuan penggabungan. 
Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan SKPD dan 
ADK ke UAPPA/ B-W Kepala Daerah . 
UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan 
Keuangan ke tingkat Eselon I masing-masing. 

Dalam hal antara UAKPA/ B Tugas Pembantuan, UAPPA/B-W Tugas 
Pembantuan, UAPPA/ B-E l ,  dan UAPA/ B telah terkoneksi secara single 
database, tidak perlu dilakukan dilakukan pengiriman ADK data laporan 
keuangan/ barang secara berjenjang. 
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KERA.NGKA UMUM DANA URU.SAN BERSAMk I 
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UAKPA menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan ke Dinas 
� untuk tujuan penggabungan . 

Dinas menyampaikan Laporan Keuangan Gabungan dan ADK 
- · -� masing-masing ke UAPPA/ B-W Kepala Daerah . 

UAKPA secara bersamaan menyampaikan ADK dan Laporan 
. . . . . . . .  � Keuangan ke tingkat Eselon I masi!lg-masing. 

Cata tan: 

Dalam hal database pada kementerian negara/ lembaga, sudah 
terintegrasi pada masing-masing instansi tersebut maka pengiriman ADK 
dari dan ke masing-masing unit akuntansi tidak diperlukan kembali . 
Namun demikian, pengiriman Laporan Keuangan dan/ atau laporan BMN 
tetap diperlukan walapun dalam bentuk softcopy. 

G.  PELAPORAN BMN 

Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah . 

Perolehan lainnya yang sah meliputi : 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sej enis ; 

b .  Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dan perjanjian/ kontrak; 

c .  Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 
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d.  Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh ketentuan hukum tetap . 

BMN
_ 
merupakan bagian dari aset milik pemerintah pusat, sehingga 

sepanj ang memenuhi prinsip-prinsip akuntansi dan kaidah akuntansi 

maka harus disaj ikan dalam Laporan Keuangan. BMN meliputi unsur­

unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya, dan aset bersejarah . 

1 .  Struktur Dan Bagan Organisasi Akuntansi BMN 

Sebagaimana telah dij elaskan pada bahasan sebelumnya, bahwa 

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk penatausahaan 

barang juga harus dibentuk untuk mendukung terciptanya 

ketertiban pencatatan BMN dalam rangka mendukung penyusunan 

Laporan Keuangan. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang 

terlibat dalam penatausahaan dalam lingkup kementerian 

negara/ lembaga ditetapkan sebagai berikut: 

a .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Barang 

(UAPB) ; 

b .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna 

Barang (UAPPB-E 1 ) ;  

c .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna 

Barang Wilayah (UAPPB-W) ; dan 

d .  Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna 

Barang (UAKPB) . 

Jenjang pelaporannya dij elaskan sebagai berikut: 

Bagan Struktur Pelaporan BMN 
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a.  Organisasi Akuntansi BMN UAPB 
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b .  Organisasi Akuntansi BMN UAPPB-E l 
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c .  Organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BMN 

UAPPB-W 
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d .  Organisasi Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BMN 

UAKPB 

Dokumen/ laporan yang dihasilkan dari proses pencatatan dan 

pelaporan pada Unit Akuntansi dan Pelaporan Barang, antara 

lain terdiri dari : 

a .  Daftar BMN; 

b.  Kartu Identitas Barang (KIB) Tanah; 

c .  Kartu Identitas Barang (KIB) Bangunan Gedung; 

d .  Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Angkutan Bermotor; 

e .  Kartu Identitas Barang (KIB) Alat Persenjataan; 

f. Daftar Barang Lainnya (DIL) ;  

g.  Daftar Barang Ruangan (DBR) ; 

h .  Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ; 

1 .  Laporan Kondisi Barang (LKB) ; dan 

J . Laporan terkait dengan Penyusutan Aset Tetap . 
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Daftar BMN meliputi Daftar Barang Intrakomptabel, Daftar 

Barang Ekstrakomptabel, Daftar Barang Bersejarah, Daftar Barang 

Persediaan, dan Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) . 

LBKP meliputi LBKP Intrakomptabel, LBKP Ekstrakomptabel, 

LBKP Gabungan, LBKP Persediaan, LBKP Barang Bersejarah, dan 

LBKP KDP.  LBKP Gabungan merupakan hasil penggabungan LBKP 

Intrakomptabel dan LBKP Ekstrakomptabel . LBKP Barang Bersejarah 

hanya menyajikan kuantitas tanpa nilai . 

2 .  Kebijakan Akuntansi Barang Milik Negara 

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan 

satuan tertentu yang dapat dinilai/ dihitung/ diukur / ditimbang dan 

dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang­

undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau 

diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang 

sah. 

BMN memiliki j enis dan vanas1 yang sangat beragam, baik 

dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang 

diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada 

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap, dan aset 

lainnya. 

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan 

segera dipakai atau dimiliki untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam waktu 1 2  (dua belas) bulan sejak tanggal 

pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai 

Persediaan. 

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila 

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 2  (dua belas) bulan, tidak 

dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna 

Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi 

sebagai berikut: 

• Tanah; 

• Peralatan dan Mesin; 

• Gedung dan Bangunan; 

• 

• 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 

Aset Tetap Lainnya; dan 
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• Konstruksi dalam Pengerjaan . 

BMN dikategorikan sebagai Aset Lainnya apabila BMN tersebut 

tidak termasuk dalam kategori Aset lancar dan Aset Tetap . BMN yang 

masuk kategori aset lainnya antara lain adalah aset tak berwujud, 

dan aset lain-lain seperti kerja  sama (kemitraan) dengan pihak ketiga, 

dan aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. 

Dalam SAPP, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.  Kebijakan 

akuntansi BMN ini diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai kebijakan akuntansi. 

a. Dokumen Sumber 

Dokumen Sumber yang digunakan dalam proses akuntansi 

BMN antara lain adalah: 

1 ) Sal do Awal 

Menggunakan catatan dan/ atau Laporan BMN periode 

sebelumnya dan apabila diperlukan, dapat dilakukan 

inventarisasi . Untuk saldo awal yang baru dicatat pada 

periode berjalan mengacu pada dokumen perolehan yang 

sah seperti bukti kepemilikan dan BAST. 

2)  Perolehan / Pengem bangan / Penghapusan 

• Berita Acara Serah Terima BMN; 

• Bukti Kepemilikan BMN; 

• SPM/ SP2D;  

• Kuitansi; 

• Faktur pembelian; 

• Surat Keputusan Penghapusan; dan 

• Dokumen lain yang sah.  

b .  Jenis Transaksi Akuntansi BMN 

Transaksi yang dicatat dalam Akuntansi BMN antara lain 

mencakup: Perolehan, Perubahan, penyusutan/ amortisasi, dan 

Penghapusan. 

1 )  Sal do Awal 

• Saldo Awal, terdiri dari saldo BMN pada awal tahun 

anggaran berj alan 

diimplemen tasikannnya 

a tau awal 

aplikasi 

tahun mulai 

BMN mencakup 
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seluruh BMN yang telah dimiliki dan/ atau dikuasai 

sebelum tahun anggaran berjalan . 

• Penambahan Saldo Awal, merupakan transaksi yang 

digunakan untuk membukukan BMN yang diperoleh 

sebelum tahun anggaran berjalan namun belum 

dicatat dan didaftarkan dalam buku/ daftar BMN 

periode sebelumnya. 

2 )  Perolehan BMN 

Transaksi perolehan antara lain terdiri-dari : 

• Pembelian, adalah terj adinya transaksi pertukaran 

dengan penyerahan sejumlah uang untuk memperoleh 

sejumlah barang. 

• Transfer Masuk, merupakan perolehan BMN dari hasil 

transfer masuk dari Unit Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan lain dalam lingkup Pemerintah Pusat tanpa 

menyerahkan sejumlah sumber daya ekonomi. 

• Hibah, merupakan perolehan BMN dari luar 

Pemerintah Pusat tanpa menyerahkan sejumlah 

sumber daya ekonomi . 

• Rampasan, merupakan transaksi perolehan BMN dari 

hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan . 

• Penyelesaian Pembangunan, merupakan transaksi 

perolehan BMN dari hasil penyelesaian pembangunan 

berupa bangunan/ gedung dan BMN lainnya yang telah 

diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima. 

• Pembatalan Penghapusan, merupakan pencatatan 

BMN dari hasil pembatalan penghapusan yang 

sebelumnya telah dihapuskan/ dikeluarkan dari 

pembukuan. 

• Reklasifikasi Masuk, merupakan transaksi BMN yang 

sebelumnya telah dicatat dengan klasifikasi BMN yang 

lain . 

• Pelaksanaan dari Perjanjian/ Kontrak, merupakan 

barang yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama 

pemanfaatan, bangun guna serah/ bangun serah guna, 

tukar menukar, dan perjanjian kontrak lainnya. 
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• Transaksi Perolehan Lainnya, merupakan transaksi 

perolehan yang tidak termasuk pada transaksi­

transaksi perolehan di atas . 

3)  Perubahan BMN 

Transaksi perubahan BMN antara lain terdiri-dari : 

• Pengurangan, merupakan transaksi pengurangan 

kuantitas/ nilai BMN yang menggunakan satuan . luas 

atau satuan lain yang pengurangannya tidak 

menyebabkan keseluruhan BMN hilang. 

• Pengembangan, merupakan transaksi pengembangan 

BMN yang dikapitalisir yang mengakibatkan 

pemindahbukuan dari Daftar BMN Ekstrakomptabel ke 

Daftar BMN Intrakomptabel atau perubahan 

nilai/ satuan BMN dalam BI Intrakomptabel . 

• Perubahan Kondisi, merupakan pencatatan perubahan 

kondisi BMN. 

• Koreksi Perubahan Nilai/ Kuantitas, merupakan 

koreksi pencatatan atas nilai/ kuantitas BMN yang 

telah dicatat dan telah dilaporkan sebelumnya. 

• Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset/ Revaluasi, 

merupakan koreksi untuk membukukan transaksi 

perubahan nilai/ kuantitas barang dikarenakan 

adanya perubahan nilai/ kuantitas akibat pelaksanaan 

penilaian oleh Tim Penertiban BMN. 

• Koreksi Penyusutan BMN berupa aset tetap, 

merupakan koreksi atas nilai Penyusutan BMN berupa 

aset tetap dikarenakan adanya kesalahan nilai 

Penyusutan BMN. 

4) Penyusutan dan amortisasi 

Penyusutan BMN adalah penyesua1an nilai 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari 

suatu aset. BMN berupa aset tetap selain tanah dan KDP 

disusutkan sesua1 ketentuan yang berlaku tentang 

penyusutan aset tetap pada pemerintah pusat. 

Sedangkan Amortisasi adalah alokasi harga perolehan 

Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama 

masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset 
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Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas . BMN 

berupa Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sesuai 

ketentuan yang berlaku tentang amortisasi pada 

pemerintah pusat. 

5) Penghapusan BMN 

Transaksi penghapusan BMN, antara lain terdiri dari : 

• Penghapusan, merupakan transaksi untuk menghapus 

BMN dari pembukuan berdasarkan suatu surat 

keputusan pengahapusan oleh instansi yang 

berwenang. Termasuk dalam transkasi Penghapusan 

antara lain : Pemusnahan dan penjualan; 

• Transfer Keluar, merupakan penyerahan BMN dari 

hasil transfer keluar dari unit lain dalam lingkup 

Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah sumber 

daya ekonomi. 

• Hi bah (keluar) , merupakan penyerahan BMN karena 

pelaksanaan hibah, atau yang seJ ems ke luar 

Pemerintah Pusat tanpa menerima sejumlah sumber 

daya ekonomi . 

• Reklasifikasi Keluar, merupakan transaksi BMN ke 

dalam klasifikasi BMN yang lain . Transaksi m1 

berkaitan dengan transaksi Reklasifikasi Masuk. 

• Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, merupakan 

transaksi penghapusan BMN sebagai akibat dari 

pengalihan BMN kepada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) , Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) , atau 

badan hukum lainnya untuk diperhitungkan sebagai 

modal/ saham Negara. 

• Tukar menukar, merupakan transaksi penghapusan 

BMN sebagai akibat dari pengalihan kepemilikan BMN 

yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat 

dengan pihak lain, dengan menerima penggantian 

dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan 

nilai seimbang. 

• Koreksi Pencatatan, merupakan transaksi 

penghapusan BMN sebagai akibat dari perbaikan atas 

� 
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kesalahan Pembukuan berupa kelebihan kuantitas 

barang dan/ atau kesalahan pencatatan. 

• Penyerahan Aset kepada Pengelola, merupakan 

transaksi yang digunakan untuk menghapus BMN 

sebagai akibat dari penyerahan BMN dari Pengguna 

Barang kepada Pengelola Barang. 

• Termasuk dalam transaksi penghapusan adalah 

reklasifikasi BMN menj adi Bantuan Pemerintah yang 

Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) dan usulan 

penghapusan BMN yang rusak berat/ hilang ke 

Pengelola. 

Seluruh BMN berupa aset tetap disusutkan kecuali Tanah, 

Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap lainnya sesuai 

ketentuan yang mengatur mengenai penyusutan BMN. 

Amortisasi diterapkan terhadap BMN berupa aset tak berwujud. 

Tata cara penyusutan dan amortisasi dilaksanakan sesuai 

ketentuan yang mengatur mengenai penyusutan dan amortisasi . 

Selain transaksi BMN tersebut di atas juga terdapat 

transaksi penghentian BMN berupa aset tetap dari penggunaan 

aktif pemerintah. Transaksi ini tidak mengeleminasi aset tetap 

secara permanen dari Neraca tetapi mereklasifikasi aset tetap ke 

aset lain-lain . 

c .  Klasifikasi dan Kodefikasi BMN 

Klasifikasi dan kodefikasi BMN didasarkan pada ketentuan 

tentang klasifikasi dan kodefikasi BMN yang berlaku. Secara 

umum, BMN dapat diklasifikasikan ke dalam: 

1 )  golongan; 

2)  bidang; 

3) kelompok; 

4) sub kelompok; dan 

5) sub-sub kelompok. 

Apabila terdapat BMN yang belum terdaftar pada ketentuan 

tersebut, Kuasa Pengguna Barang agar menggunakan klasifikasi 

dan kode barang yang mendekati jenis dan/ atau fungsinya. 

Dalam hal diperlukan, PB / KPB dapat mengusulkan kode barang 

kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan. 
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d .  Nomor Urut Pendaftaran (NUP) 

Nomor Urut Pendaftaran adalah nomor yang menunjukkan 

urutan pendaftaran BMN pada Daftar BMN per sub-sub 

kelompok BMN, disusun berdasarkan urutan perolehan . 

e .  Satuan Barang 

Satuan barang dalam akuntansi BMN menggunakan satuan 

yang terukur dan baku sesuai ketentuan yang mengatur 

mengenai penggolongan dan klasifikasi BMN. 

f .  Kapitalisasi BMN 

Kapitalisasi BMN merupakan batasan nilai mm1mum per 

satuan BMN untuk dapat disaj ikan sebagai aset tetap pada 

neraca sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penentuan nilai 

kapitalisasi dalam Akuntansi BMN mengacu pada Peraturan 

mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara. Dalam hal batas 

minimal kapitalisasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan 

harga karena pengaruh inflasi dan kebutuhan akan materialitas 

untuk keperluan pengambilan keputusan, maka nilai tersebut 

dapat disesuaikan dengan penetapan peraturan tersendiri . 

Berdasarkan kebijakan kapitalisasi dalam Akuntansi BMN, 

Daftar Barang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: 

1 ) Buku Barang Kuasa Pengguna-Intrakomptabel, mencakup 

BMN berupa Aset Tetap yang memenuhi kriteria: 

• batas minimal kapitalisasi; dan 

• sebagai BMN yang diperoleh sebelum berlakunya 

kebijakan kapitalisasi . 

2 )  Buku Barang Kuasa Pengguna-Ekstrakomptabel, mencakup 

BMN berupa aset tetap yang tidak memenuhi kriteria 

kapitalisasi . 

Barang Bersejarah (heritage assets) dibukukan dan 

dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai 

kultural, lingkungan, pendidikan, dan sej arahnya tidak mungkin 

secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan 

harga pasar maupun harga perolehannya; 

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, 

rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja  tahun terjadinya 

pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang 

atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh 
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biaya yang berlangsung untuk menj adikan aset Barang 

Bersej arah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada 

periode berjalan . 

BMN yang memenuhi kriteria aset Barang Bersejarah 

(heritage assets) dibukukan dalam Daftar Barang Bersejarah, 

dan tidak disajikan dalam Neraca. 

g .  Penentuan Kondisi BMN 

Penentuan kondisi BMN mengacu kepada peraturan yang 

mengatur mengenai Penatausahaan Barang Milik Negara. Secara 

umum, kriteria kondisi BMN terdiri dari Baik (B) , Rusak Ringan 

(RR) , dan Rusak Berat (RB) . 

h .  Kode Lokasi 

Kode Lokasi adalah kode yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasi unit penanggung jawab akuntansi BMN. Kode 

ini terdiri dari 1 8  (delapan belas) angka yang memuat kode 

UAPB, UAPPB-E l ,  UAPPB-W, UAKPB , dan UAPKPB dengan 

susunan, sebagai berikut: 

):XX . xx . xxxx . xxxxxx . � - JK 

I L_ 
J.-...JJ.i;;. Kcw�g.a.:n 
U.APF..PB 
UAKPB 
UAPPB-W 
U.APPB-E:! 

• Kode UAPB, mengacu kepada kode Bagian Anggaran 

kemen terian negara/ lem baga yang bersangku tan. 

• Kode UAPPB-E l ,  mengacu kepada Kode Anggaran unit 

eselon I pada kementerian negara/ lembaga yang 

bersangku tan . 

• Kode UAPPB-W, mengacu kepada Kantor Wilayah atau Kode 

Wilayah Anggaran . 

• Unit kerja  pada kantor pusat kementerian negara/ lembaga 

dan unit eselon- 1 , kode UAPPB-W diisi dengan 00 . 

• Kode UAKPB, mengacu kepada Kode Satuan Kerja  pada 

DIPA. 
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• Kode UAPKPB (Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pembantu Kuasa Pengguna Barang) . Pembentukan UAPKPB 

bersifat opsional untuk UAKPB yang satu atau beberapa 

bagiannya terpisah oleh jarak yang relatif jauh dan/ atau 

span of controll yang terlalu besar.  Pembentukan UAPKPB 

harus dikonsultasikan dengan dan disetujui oleh 

penanggungjawab UAPPB-E 1 .  

• JK diisi dengan kode J enis Kewenangan yang terdiri dari KP 

(Kantor Pusat) , KD (Kantor Daerah) , DK (Dekonsentrasi) , TP 

(Tugas Pembantuan) , dan UB (Urusan Bersama) 

i .  Kode Barang 

Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub 

kelompok dan sub-sub kelompok, dengan susunan sebagai 

berikut: 

X. XX _ XX _ XX . XJLX 

Sub- Sub Kelompok 

Sub Kelompok 
Bi dang 

Kelompok 
Golo:ngan 

Pengelompokan/ klasifikasi BMN seperti tersebut di atas 

berhubungan dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan BMN pada masing-masing JenJ ang organisasi 

Akuntansi BMN, yaitu: 

1 )  Pelaporan B M N  tingkat UAKPB, disajikan sampai sub-sub 

kelompok barang 

2) Pelaporan BMN tingkat UAPPB-W, disajikan sampa1 sub 

kelompok barang. 

3)  Pelaporan BMN tingkat UAPPB-E l dan UAPB disajikan 

sampai kelompok barang. 

j .  Kode Registrasi 
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Kode Registrasi adalah kode yang terdiri dari Kode Lokasi 

ditambah dengan tahun perolehan dan Kode Barang ditambah 

dengan nomor urut pendaftaran . Kode registrasi merupakan 

tanda pengenal BMN dengan susunan sebagai berikut: 

x: . xx .: xx . xx: . xxx . XX;100C;lC 

I 

UAPB 
UAPPB-E1 
UAPPB-W 
U.AP"...PB 
U.APKJ?El 
.Jeni£ �� 
T'l!b.lla1 Percle.h:an 

Ifo. UrutP�� 
Sub-;.;;.u:h Kd.omp>Ok 
Suh �canpol: 
Y...e1-::.mpQk 
Bid� 
Golio:ngm:i 

Sanksi dikenakan kepada Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 

tingkat wilayah yang terlambat/ tidak melakukan rekonsiliasi dan/ atau 

menyampaikan Laporan Keuangan/ laporan BMN. Sanksi berupa 

pengembalian SPM oleh KPPN kepada satuan kerja  selaku 

UAKPA/ UAPPA-W / UAKPB / UAPPB-W yang dikenakan sanksi . 

Pengembalian SPM dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja  Pegawai, SPM­

LS Pihak Ketiga, dan SPM Pengembalian (SPM-IB , SPM-KP, SPM-KC) . 

Pemberian sanksi didasarkan pada penerbitan Surat Pemberitahuan 

Pengenaan Sanksi (SP2S) atas kelalaian dalam melaksanakan rekonsiliasi 

dan menyampaikan Laporan Keuangan. 

1 .  Pelaporan Keuangan 

a .  Tingkat UAKPA 

Setiap Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan 

rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada 

KPPN sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan . Apabila 

UAKPA terlambat/ tidak melakukan rekonsiliasi dan 

menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan batas waktu 

yang telah ditentukan, KPPN mengenakan sanksi administratif 
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kepada satuan kerja selaku UAKPA. Pelaksanaan sanksi tidak 

menggugurkan kewajiban Kuasa Pengguna Anggaran untuk 

melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan. 

b .  Tingkat UAPPA-W 

Setiap UAPPA-W wajib melakukan rekonsiliasi dan 

menyampaikan Laporan Keuangan kepada Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan sesuai dengan batas waktu yang telah 

ditentukan . Apabila UAPPA-W terlambat/ tidak melakukan 

rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan tersebut, 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan mengusulkan kepada KPPN 

untuk mengenakan sanksi kepada UAKPA yang bertindak selaku 

UAPPA-W yang lalai/ tidak melakukan rekonsiliasi dan 

menyampaikan laporan keuangan . Atas usulan dari Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan, KPPN menetapkan sanksi administratif 

kepada satker selaku UAKPA. Pelaksanaan sanksi tidak 

menggugurkan kewajiban UAPPA-W untuk melakukan 

rekonsiliasi dan menyampaikan Laporan Keuangan. 

Dalam hal antara UAPPA-W sudah terkoneksi secara single 

database dengan UAKPA dan KPPN juga sudah terkoneksi secara 

single database dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 

rekonsiliasi tingkat wilayah tidak wajib dilakukan sehingga tidak 

perlu dilakukan pengenaan sanksi terkait rekonsiliasi . 

2 .  Pelaporan BMN 

a.  Tingkat UAKPB 

Setiap Kuasa Pengguna Barang waj ib melakukan 

rekonsiliasi data BMN dan menyampaikan Laporan Barang 

Kuasa Pengguna (LBKP) kepada KPKNL sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditentukan . Apabila UAKPB terlambat/ tidak 

melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan LBKP tersebut, 

KPKNL dapat mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan 

sanksi kepada UAKPA yang bertindak selaku UAKPB yang 

lalai/ tidak melakukan rekonsiliasi dan menyampaikan LBKP. 

Atas usulan dari KPKNL, KPPN menetapkan sanksi administratif 

kepada satker selaku UAKPA. 
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Pelaksanaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban UAKPB 

untuk melakukan rekonsiliasi data BMN dan menyampaikan 

LBKP. 

b. Tingkat UAPPB-W 

Setiap UAPPB-W wajib melakukan rekonsiliasi data BMN 

dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu Pengguna 

Wilayah (LBPP-W) kepada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara sesuai 

dengan batas waktu yang telah ditentukan . 

Apabila UAPPB-W terlambat/ tidak melakukan rekonsiliasi 

data BMN dan menyampaikan LBPP-W, Kanwil Ditjen Kekayaan 

Negara dapat mengusulkan kepada KPPN untuk mengenakan 

sanksi kepada UAKPA yang bertindak selaku UAPPB-W yang 

lalai/ tidak melakukan rekonsiliasi data BMN dan 

menyampaikan LBPP-W. Atas usulan dari Kanwil Ditj en 

Kekayaan Negara, KPPN menetapkan sanksi administratif 

kepada satuan kerja selaku UAKPA. Pelaksanaan sanksi tidak 

menggugurkan kewajiban UAPPB-W untuk melakukan 

rekonsiliasi dan menyampaikan LBPP-W. 

Dalam hal antara UAPPB-W sudah terkoneksi secara single 

database dengan UAKPB dan KPKNL juga sudah terkoneksi 

secara single database dengan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara, 

rekonsiliasi BMN tingkat wilayah tidak wajib dilakukan sehingga 

tidak perlu dilakukan pengenaan sanksi terkait rekonsiliasi . 
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BAB IV 

CONTOH FORMAT LAPORAN KEUANGAN 

A.  LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT 

PEMERINTAH PUSAT 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20X l DAN 20XO 

fD.ala.m Rupiah] 
TA 20X1 

URAlAN ANGGARA % REALISASI 
N REALISASI TA 20XO 

REAL ISA SI 
A. Pendapatan Negara cfan Hibah 

I. Penerimam1. Pezpaja.kan xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
L Pajak Dslsm Negai xxx..xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
2'. Pajak Perdsganga.n Inte:masional xxx.xxx xxx.xxx XX JO<  xxx.xxx 

TI. P-enerims.an Negara Bu.kan Pajak xxx.xxx XXX.XXX: xx.xx xxx.xxx 
1. Penerimsan SU:mber Daya A1am xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
:!l'. Bagia.n Pemerintah s.tas Laba BUMN xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
S. Paiaimasn Negs:ra Buksn Pajsk Lainnya xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
4 .. Pendapat:an BLU xxx.xxx XXX.XXX xx.xx xxx.xxx 

m. Penerimss.n Hi.b:sh xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

Juml.ah Pends.pat:an Negara dan Hi.bah xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
B.. Belaaja Negs.rs. xxx.xxx 

L Belanja Pemeintah Pu.sat xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
1 .  Belal'lja. Pegawai xxx.xx:x xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
:2. BelanjaBsra:n.g XXXJCXX xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

3. Belanja Modal xxx.xxx: xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
4. Pembey.s.ran Bungs. Utang xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
5. Subsitli xxx..xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
6. Belal'ljs.. Hibah xxx.xx:x xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
7. Bautuan Sosial xx:x.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

S. Belanja Ls.in-lain xxx..xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
TI. Tran!:.fa ke Da-erah xxx.xxx xxx.xxx xx.xx XXX.XXX 

1 .  Dana Perimbangan xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
a. Dana Bagi Hssil xxx..xxx XXXJ!XX xx.xx xxx.xxx 

b. Dana AlDkati Umum xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
c. Dana Aloks.si Khusus xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

2. Dana Otouo:mi Khusu:s ds.n Penyesuaian xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
a. Dana Otonomi Khusus xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
b. Dana Penyesuaiau xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

Jumlah BelanJa N�ara xxx.xxx xxx..xxx xx.xx xxx.xxx 
C.. Surplus (Defi.sit) Anggaran (A - B) xxx.xxx xxx.:xx:x: xx.xx xxxxxx 
D .. Panbiayaan 

I. Fembia,.vss:n Dslsm Negeri xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

1 .  Pengggunaan SAL xxx.xxx xxx.xxx: xx,xx xxx:.xxx 
:2·. Privs.timsi dan Peaju!llan Aset Program Re�t:ruk:turiss.si xxx.xxx xxx.xxx xx,xx xxx.xxx 
3. Surat Berharga Negara [Neto} xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

a. Pene:rims.an Sur.at Berha:rgaNegara xxx.xxx xxx.xx:x xx.xx xxx.xxx 
b. Peng:eluara.n Surat Berha:rga. Negera xxx.xxx xxx.xxx xx,xx xxx.xxx 

4. Pinjmnan dalem negl!l'i {N-et-o)- xxx.xxx xxx.xxx XX,XX xxx.xxx 
a.. Penerimaan Pinja:amn Dal.am Neg-eri xxx.xxx xxx.xxx xx,xx xxx.xxx 
b. Pengeluaran Pinjaman. Luar Negl!l'i xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

5. PMN I Dana In"� Pemerintsh xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
6-. Kewajiban Penjaminan xxx.xxx xxx.xxx xx,xx XXX.XXX 
7. Dana Pengembangan Pendidilmn Nasional xxx.xxx xxx.xxx xx,xx xxx.xxx 
8. P-embisyaan Ls.in-lain xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

TI. Pembiayaa.n Luar Negeri {Neto] xxx:.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 
1 . .Penarika:n Pinjama.n Lu.er Negeri [Bruto)- xxx.xxx xx::oao:: xx.xx xxx.xxx 

a. Pi:narikan Pinjaman Program xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx:.xxx 

b. Penerikan Pinjaman Proyek xxx.xxx xxx.xxx xx,xx xxx.xxx 
2. Penerusan Pinjaman xxx.xxx XXX.XXX xx.xx xxx.xxx 

3,_ P-em�"Sran Cicilan Pokok Uta:ng Lusr N�-eri xxx.xxx xxx.xxx xx.xx xxx.xxx 

Pembiayaan Neto xxx.xxx xxx.xxx xx,xx xxx.xxx 
Siaa Leibih {Kura.ng) Pembiayaan Anggaran - SJL.PA {SIKPA} 
{c�nn xxxxxx xxx.xxx xx.xx xxx.:xxx 
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B .  LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

PEMERINTAH PUSAT 

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 

3 1 DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

I I No . URAIAN 2XX1 
I 1 Saldo Anggaran Lebih Awal xxx.xxx.:xxx 
I I 2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun xxx.xxx.xxx 
I 3 Subtotal (1 -2) xxx.xxx.xxx 
I I 4 Sisa Lebih-Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) xxx.xxx.xxx 
I 5 Subtotal (3 + 4) xxx.xxx.xxx 
I 6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya xxx.xxx.xxx I 
I I 7 Lain-Lain xxx.:xxx.xxx 

I 8 Saldo Anu:aran Lebih Akbi.r (5+6+7) xxx.xxx.xxx 

(Dalam Rupiah) 
-

2XXO i 
xxx.xxx.xxx 1 
XXX.XXX.XXX / 
XXX.JOOCXXXI 
XXX.XXX.:X:XX/ 
XXX.XXX.XX..'C /  
xxx.xxx.xxxj 
xxx.xxx.xxx l 

xxx.xxx.xxx i 
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C .  LAPORAN PERUBAHAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT 

PEMERINTAH PUSAT 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

KEGiA'tAN OP.&RASIONAL 
PENDAPATAN 

Pend.npatan Pajo.k FcngJ1111iillUl 
Pe�dapa.tim Pajak P..-rtambnhan Nila! 

Paulapatan Pajak Bumi dnn Ban&Utllln 

Fcndn.pntn.n Bea Mo,auk 
P...ndapatan Pajak Lainnya 

JUMLAH PENDAPA'l'AN .PERPAJAHAN 
.PE?aRIMAAlf NEGARA Bu.KAN PAJAK 

Pcnerhnaa.n Slunbcr Daya Ala.m 
.P<:nd.apa tan Baglan Laba BlJMN 

Pen.dopa.tan PNBP Lainnys 

Pcndapa len Bad.an Layamm Umum 
PENE.RIMAAN HIBAH 

JU.MLAH PENDAPATAN NEGARA BURAN PAJAK 

B.cban Pegawai 
Hi:ban. Perscdiann 
Beban.Jasa 
Behan Pcmclihara.an 
Bob.Em Ptrjeln.nan Dinas 
Beban Bnrang Lainnyn 
.Bcban. BungA 
Bcban Subsidi 
.Beban. Hlbah 
Bcban Bantuan Sosial 
Bcb.an 'fransfer 
Beban Penyus'Utan dan Amorti.&atii 
Behan Laln-la.in 

JIDalLAH B:&BAlf 
SURPLUS]DEF'ISl'l' DARI KEGIATAN OPERASIONAL 

KE<ilA'l'AN NON OPERASIONAL 
.Surplus Pc:njualan A&et Nonl.snc:ar 
Surplus Penyelc:snian Kewajiban Jangka Pan.Jang 
Defisil. Penju.al.an As"t. Nonlancar 
Defisi.t Pcmyclesa:lnn Kewajibnn Jangka Pa.njang 
Surplus/Dcfisit darl Kegiatnn Non Opcraaional. Lalrmya 

OPERASlONAL 
SURPLUB·DEJ!'ISl'f SEBELUM POS LUAR BIAS.A 

POS LUAR BIASA 
P...ndepat.an. l;uar B.lasa 
Behan. Luar Uinsa 

JU.MLAH POS LUAR BIASA 
SURP.LUS/DEJ'ISl'J' LO 

(Dalam Rupiah] 
Kenaikan/ 20Xl 20XO .Pe.nurunan 

xxx.xxx . .xxx xxx.xxx.xxx xxx.x.xx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx x:Xx.xxx.xxx 
XXX.XXJCXXX xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX. 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx XKX.XXX.XXX 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.:xxx xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx . .xxx xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx 

XX:lU{XX.XX.X XXX.XXX.XXX XKX.XXX.XXX 
X,'<,"<.XXX.XXX XXX.X:XX.XXX XXX.XXX.XXX 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xx.x xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx:.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX 
XX.X.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX.X:X:X.X.'<X 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
XXX-XXX..XXX xxx.x..xx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx . .xxx.xxx xxx.xxx . .xxx xxx.x:xx.xxx 

xxx.xxx:.xxx xxx.xxx.xxx XXX.Xl<X.XXX: 

xxx..xxx.xxx xxx:.xxx.xxx .xxx.x:x:x.xxx 

xxx .xxx .. xxx .xxx.xxx. xxx xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx .. xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx:.xxx,xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xx..-x.xxx xxx.xxx . .xxx xxx.xx:x.xx.x 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.:xxx.xxx 

XXX.:XXX..XXJ XX:X.XXX.XXX 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx:.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

XX,'(.X.XX.XXX XXX.X:XX. XXX XXX.X:X:X.XXX 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx:.x:xx xxx.xxx.xxx 
xxx.x:x:x..xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
XX..'(.XXX..XXX XXX.XXX. XXX XXX.X:X:X.XXX 

xxx.xxx.xxx xxx:.xxx.xxx :xxx�xxx.xxx 
xxx.:xxx.xxx xxx.xxx;xxx xxx:.xxx.xxx 

(%) 

xx.xxx 
xx.xxx 

xx .xxx 

X:,X.XXX 
xx.xxx 

xxx.xxx 

xx.xxx 

xx.xxx 

xx.xxx 
xx.xxx 

xx.xxx. 
xxx.xxx 

xx.xxx 

xx.xxx 

x.x.xxx 
XX.X.'<X 
xx.xxx 

xx .x:xx 

xx.xxx. 
xx .. xxx 

xx.xxx 

xx.xx.x 
xx .xxx 
xx "xxx 

:xxx.xxx 
xxx.xxx 

xx.xxx 

xx.xxx 

xx.xxx 
x.x.xxx 

xxx 
xxx.xxx 
xxx.xxx 

xx.xxx 

xx.xxx 
xxx.xxx 
xxx..xxx 
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D .  LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PADA PEMERINTAH PUSAT 

PEMERINTAH PUSAT 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

I (Dala.m Rupiah) I 
I URAIAN 20X1 20XO ! I 
I EKUITAS AWAL xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX I 
I SURPLUS /DEFISIT-LO XXX.XXX.XX,X XXX.XXX.XXX / 
i DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN x:xx.xxx.x.u xxx . .xxx.xxx 1 
I MENDASAR I I 
I KOREKSI NlLAI PE RSEDIAAN XXX.X,XX.XXX xxx.xxx:.xxx 1 
1 SELISIH REVALUASI ASET TETAP XXX.X,XX.XXX xxx.xxx.xxx i 
J LAIN-LAIN XXX.X,XX.XXX xxx.xxx.xxx ! 
!EKUITAS AKHIR xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx l 
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PEMERINTAH PUSAT 
NE RA CA 

PER 3 1  DESEMBER 20X l DAN 20XO 

I 
I I URA.IAN 20Xl I 
J ASET 
I ASET .LANCAR I 
I 1Cas dan Bank 
I .Re:kening Kas BUN di Bank Indonesia xxx.xxx.xxx 
! .Re:kening Kas di KPPN xxx.xxx.xxx 
I Rekening Pemerintah Lainnya XXX.XXX.XXX I 
I .Kas dalam T:ransito XXX.XXX.XXX 
I Kas di Bendahara Pe:ngeluaran XXX.XXX.XXX 

I Kas di Benda.hara Pene:rimaan XXX.XXX.XXX 
I Kas Lainnya dan Setara Kas :xxx.xxxxxx I 
I Kas Lainnya pada Kemente:rian Nega:ra/Lembaga. xxx.xxx.xxx 
I Kas pada Badan Layanan Umum xxx.xxx.xxx 
I Jumlah Kas dan Bank xxx.xxx.xxx 
I Ua:ng Muka Dari Rekening BUN xxx.xxx.xxx I 
I Uang Muka Dari Rekening Khusus XXX.XXX.XXX 
I Piutang 
! Piutang Pajak xxx.xxx.xxx 
I Piutang Bukan Pajak XXX.XXX.XXX I 
I Bagian Lancar Tagilian Penjualan Angsw:an xxx.xxx.xxx 
I Bagian Lancar Tagilian Tuntutan Ganti Rugi xxx.xxx.xxx 

! Uang Muka Belanja. XXX.XXX.XXX 
I Piutang Penerusan Pinjaman xxx.xxx.xxx I 
I .Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU XXX.XXX.XXX 
I .Piutang Lancar Kredit Pemerintah xxx.xxx.xxx 

I .Piutang lain-lain XXX.XXX.XXX 
I Penyisihan .Piutang Tak Tertagih {)CXX.XXX.XXX} I 
I Jumlah Piutang xxx.xxx.xxx 
I Investasi Jangka Pendek xxx.xxx.xxx 

I Belanja Dibayac Dimuka xxx.xxx.x:xx 
I Persediaan X:XX.XXX.XXX I 
I Piutang PFK XXX.XXX.XXX 
I Jumlah Aset Lancar xxx.xxx.xxx 
/ INVESTASI JANGKA PANJAN'G 
I INVESTASI NON PERMANEN I 
I Dana Restru:kturisasi Perbankan XXX.XXX.XXX 
I Dana Bergulfr xxx.xxx.xxx 

! Tnvestasi dalam Obligasi xxx.xxxxxx 
I Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan XXX.XXX.XXX I 
I Tnvestasi Non Permanen Badan Layanan Umum XXX.XXX.XXX 
I Investasi Jangka Panjang Non Pennanen Lainnya XXX.XXX.XXX 

(Dalam Rupiah} i 
I 

20XO I I 
I 

I 
I 

xxx.xxx.xxxl 
XXX.XXX.XXXJ 
XXX.:XXX.XXX/ 
xxx.xxx.xxxJ 
xxx.xxx.xxx l 
XXX.XXX.XXX I 
xxx.xxx.xxx / 
XXX.XXX.XXX J 
XXX.XXX.XXX 1 
XXX.XXX.XXX I 
XXX.XXX.XXX J 
XXX.XXX.XXX I 

I 
XXX.XXX.XXX J 
xxx.xxx.xxx i 
xxx.xxx.xxxl 
XXX.XXX.XXX 1 
XXX.XXX.XXX I 
xxx.xx.x.xxx / 
XXX.XXX.XXX I 
XXX.XXX.XXX1 
XXX.XXX.XXX I 

(XXX.XX:X.XXX) I 
xxx.xxx.xxxJ 
XXX.XXX.XXX I 
XXX.XXX.XXX I 
xxx.xxx.xxx/ 
xxx.xxx.xxxJ 
xxx.xxx.xx.x l  

! 
I 

xxx.xxx.xxxl 
xxx.xxx.xxx l 
XXX.XXX.XXX I 
xxx.xxx:.xxx i 
xxx.xxx.xxxJ 
xxx.xx.x.xxxl 

1---------�������-���!'_e::��------------------------------����----��� 
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I INVESTASI PERMANEN xxx.xxx.xxx XXX.:XXX.:XXXI 
I Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 

l lnve.stasi Pennanen Ba.dan La.yanan Umum xx.x.xxx.xxx xxx.xxx.xxx1 
I Investasi Pennanen Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Jumlah Investasi Permanen xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXJ 
I Jumlah Investasi jangka Panjang xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX/ 
I AS.ET TETAP 
! Tanah xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Peralatan dan Mes1n xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
I Gedung dan Bangunan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Jalan, I.rigasi dan Jaringan xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXJ 
I Aset Tetap Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Konstruksi Dal= Pengerjaan xxx.xxx:.xxx XXX.XXX.XXXI 
I Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (XXX.XXX.XXX) (XXX.XXX.XXX) 
l Jumlah Aset Tetap xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
I DANA CADANGAN xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX1 

i PlUTANG JANGKA PANJANG I 
I Tagihan Penjualan .Angsu.ran xxx.:xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Tagihan Tuntutan Ganti Rugi xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
I Piutang Jangka. Panjang Pene.rusan Pin.jam.an xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah xxx.xxx.xxx XXX.:XXX.XXXJ 
I Piutang Jangka Panjang lainnya xxx.xxx.xxx xxx.:xxx.xxxl 
I Penyisiha:n Piutang Tidak Te.rtagih (XXX.XXX.XXX) (XXX.XXX.XXX) I 
I Jumlah Piutang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I ASET LAINNYA I 
I Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Aset Tak Berwujud xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
I Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :xxx.xxx.xxx xxx.:xxx.xxx 
I Dana Penj=inan xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
I Dana Kelolaan Badan Layanan Umum xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Aset Lain-lain xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
I Aset Lainnya dari Unit Peme.rintah Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Aset Lainnya Pene.rusan Pinjaman xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX' 
I Akumu1asi Penyusutan/Amo.rtisasi Aset Lainnya (XXX.XXX.XXX) (XXX.XXX.XXX) 
I Jumlah Aset Lai:nnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
I JUMLAH ASET xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx , 
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I KEWAJIBAN 
I KEWAJIBAN JANGKA PENDEK I 
I Utang Perhltungan Pihak Ketiga xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
I Utang kepada Pihak Keti.ga xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Utang Biaya Pinjaman xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

I Utang Subsidi xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
I Belanja subs.idi yang masih harus d.ibayar xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
I Utang Transfer xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

f Bagian Lancar Utang Jangka Panjang xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
I Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx l 
I Utang Yang Belum Ditagihkan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

l Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx l 

i Pendapatan Diterima Dimuka xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
I Uang Muka Reke:ning Khusus xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I Uang MU:ka xxx.:xxx.:xxx XXX.XXX.XXXJ 
I Utang kepada KUN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 

i Utang kepada RPL xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

l Pendapatan Yang Ditangguhkan :xxx.xxx.:xxx XXX.A.'XX.XXX 
i Utang Jangka Pendek La.innya xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX I 
I Jumlah Kewajiban Jangka Pendek xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 
I KEWAJIBAN JANGKA PANJANG I 
l UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI l 
I Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Pe:rbankan xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
! Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri xxx.xxx.:xxx xxx.xxx.xxxl 
I Utang Kepada Dana Pensiun dan THT xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

I Pembiayaan Surat Utang Negara Ditangguhkan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 

I Utang Jangka Panjang Dalam Nege:ri Lainnya xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXI 
l Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx l 

I UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI I 
I Utang Jangka Panjang Luar Nege:ri Pe:rbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxl 

I Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Pe:rbankan xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxi 
! Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx l 

I Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Ne.geri xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxxj 
l Jumlah Kewaj:iban Jangka Panjang xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx l 

f JUMLAH KEWAJIBAN xxx.xxx.xxx XXX.:XXX.XXXI 
i EKUITAS i 
I Ekuitas xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXXf 
I JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx i 
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F.  LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT 

PEMERINTAH PUSAT 

LAPORAN ARUS KAS 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

AW�l K'M· '.DiJU AKfJ\!fti\$. O:l':t..1l.W ·
·

.
·
· .
. .  

JdM1i:iJt 

lT R. A l A N 

x:o::.x:ooox.>� 

xxx.xxx.xxx.xx::< ... . . ... . ..... . . 
. 

. 

D11Jam 'Ru.t:iah · 
20XO 

't�.H J'e.00.l:i:ftlMti I ll:mrJ u.am 001'1!111 h!J;.J.M.JV.1'. .• iMifi ;VJ..,.iUJ\..\.i\.i'\.X."i.X 

....,, ____ ?-.li:-N�-·�-�-1>�-l:-· •. •-'>W_ .• BJ_1J\_u�-""j.J
-;-:-.· -:-�-··-:�-· ·_u_JJ_u_.M_

·

--------------=:��.:.>: 
. .

. :.=�� 

XXX:.X::O:.:lOl.."'<.X:O: >.'XX.:XXX.::O.::X.XXX 
.XX:X :O:X.XXX.::O::X.:lO:li 

xxx.xxxxx:x.xxx 
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PftM�'l.i\:IUN' !.LI. RANG XY.'.X.'XXXXXX:XXX X'!(l<. 'l<):."( .XXXX'XX 
,, ,,,, , ,, , , , ,,,,,,, �\Y,\!fl,J\flli\iii\i1ij , ,,, X»::::ii.XX:XX< 

�t. f'«m'.bAyt't"'lm �rjiiJ,·mm °"l;rn• N �Ji XXX.X.'XXXXX:,>.X'<{ XX:X.X>X.»:XXXX 
- -- ··--· - ·-m:Mlli\¥A!tl\N' 3KnAift,A'rXJ;'Afl tt.�to:1l]rrrt.1y-· ·--- - -- · - - · ·  ··· ·· ·--- -· · ----·· ·· · · - ·'XY.X:xx:x::xxx.:.:x:;t · · ro::ox:».'X'xxx 

5251 Pe1ohll)'IT'.:tllB"1 �.flg; .llLU X>:X.XXX.XXX.xxxi :XXX . .:OX.XXXX.."« 

XY.Xxxx xxx:i.:xx XXXX}..X.XXXXXX 
}Ll{.'(X.\X.J<X.XXX( 

$731 �lil::t�•tt"ttil Bn:ntuari &l&hl V1�tlik P<imloe.fd!J.Y.!l!tn S!J&t!.1 
Ff!;MM 'IAlt'\N Mll'rUAU �0$lAt IJ�'rUI( PINAr<OOUJ;.,'\JilOA'f KltMSKJ·f. . 

57!H �JribflY(l;"1TI .r�rnt1.1•n $\1*11'1 l1nl1�k �11<1'1!1'.illm19)ln Rtm$k:tmm � .. , 
ffi'MilAYAR\N :.AJJf.,1..IJN X>:X.XXX.XXX.XXX XX:X.::O..'X.)..'XXX:XX 

(..:.11 l 1"«111;ibf1Ji•{lf\1Jl D41n41 .Alo:Jw<'lil l..lrnum 
N ,;JAlfA Al,O.Ko,�ll l\Hl,:1$1.1$ 

.XXX XX:X.XXX:.XX;Xj XX:X.:X::JIX.),,.'X.'XXXX 
:sx.x.);;.'.;;.;,:,xxx.;x.'l;:x; xx>:.X.'X.;:.i.X.�X."'<;� 
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X.XXXX.'t..XXlLXXX x.x:x.x.xx .xxx .xx.x 
xxx.xxx.xxx.xxx xx:x.xxx .xxx.xxx 

tl8f..ANJA MOl)AL )O(JC)O{){.XXX.XXX 
xxx.xxx.xxx.xxx 
x.x:x.xxx.xxx .. xxx 

)OCl{.XXX.XXX.XXX 
dil.Ti. Hi.ooh 

PEIW.Lli:HAN MODAL .J ALAN, IRl:O.ASJ !MN JARl:NG.AN XXX.XX.">::.X.XX.XX.l( 
XXX.XXX.XXX.X.IO:': 

!�&RO.LEHAN hlOOAL LAIN1�A xxx.xxx.xxx.xxx: xx:x.::o:x: .xxx .xx.x 

XX:X.X.'!X.XXX.XXX 

x:xx.xx.x.xxx.xx:x XX:X.X.Xl!l:.XXX .XXX 

xxx.xxx.xxx.xxx xx::x:.xx.x.xxx:.xxx 

XX:X.>OC< .XXX.XXX 
xxx.xxx.xxx .xxx 

xxx.xxx .xxx .xxx 
P.li:NERl.MAAN P:�l't1131A't'MN .LAU�·l.AIN xxx.xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx,xxx.XX?:' 
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Rnf/RPT> 

J'UMl.AH AITTJS KAS· KlllLUAR 

J'UMl.AH ARO$ .!\AS MAS.UK 

xxx.xxx.xxx.xxx. xxx.xxx.xxx.xxx 

XXX:.XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XX.\'..XX.\'. 

x.xx.xxx .:xxx.xxx 
X>..'X.XXX .>':XX.X.'IOI 
xx.x.x.xx .xxx:.xxx 
}t)!'..'t{_X,IC( .XX>t.M.'Oe 
xxx.xxx.xxx,xxx 

8:21.i J�.igcn:lballan l'lcncrlmaan. l'!lih1tl:Ul:fllJl l!lJi.ak: Kt:tiga i!'FRJ J()% <iajl XXX:.XXX:XXX:.XXX' XXX.XXX:XXX.X.XX 
'l".,'."'_e_r1J$_ . . -... -'"------------------------------+! """"."��"'.'.':'."'� I =·=== 

��l'l �n@tim11Rl ill 11 .F:tn1lr!:m4ti;n r.r·K � % f1mm. l\1;�Jifl. 1<1n l'll!m® x�x .•. · ./'-.'IX . ..... ,>11 . . xx.x;�x 
8�t 5  P<l;1&t!inhal:Ltl.n P.<!nijj'j:m;uu1 .J?lfK 2 .% A�Ufiiti!li Bidafi/'.Du.kle:rPT.r XXX.XXX .XXX.XXX 
45:Z til l\m�rribalim I'en�:1l1illilll Pill< Lllln.-laJn XXX.XXX XX.'OOC\l 

T'Ef!l<l·El�Ui\R!\N TR!\JllJ;lTO XXX:.XXX .XXX.XA'X, XXX.Xi\'X .XXX.>.>"'XX. 

J'UMl.AH ARUS JU..s KKl.UAR 
: AAW :IW'I· m.rttim l>AIU AJCl'MTM TIY.1'$l'TOJU:a 
. KDAIKAJf {l,;lfUJW�l :KM IJ:nllWM KOR�l PDWJWi\1' 
X:o�t slui.i\ .  
ito:R.iiksi. SAL 

xxx:.xxx.:xxx.xxx xxx.xxx ,:xx.x:xx 

:XXX.XXXX:XX.XDC :XXX.XXXXXX.X:XX 

--�� 
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PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

KOREKSI EKUlTAS DANA CADANGAN xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

AKUMULASl KOREKSI PEMBUKUAN xx:x.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN xxx.xxx.xxx.x:xx xxx.xxx.xxx.xxx 

SALDO AWAL KAS xxx.xxx.xxx.xxx xxx.:xxx.xxx.xxx 

SALDO A.KHIR KAS xxx.xxx.xxx.:xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

SALDO AKHIR KAS BLU xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
SALDO AKHIR KAS LAINNYA DI KL xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

SALDO AKHIR SETARA KAB xxx.x:xx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx..xxx 
BALDO AKHIR KAS KPPN xxx.xxx;xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
SALDO AKHIR KAS BUN xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 
SALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

SALDO AKHIR ASET LA.INNYA (KAS REKENING ESCROW) xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

KAS DALAM TRANSITO xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx 

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN xx:x.xxx.xxx.:xxx xxx.xxx.xxx.xx:x 
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G .  LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA: XXX 

.(Dalrun Rupiah} 
TA �VA.L 

% .REALISASI TA 
20.XO 

URA IAN ANGGARAN REALI SAS I REALISASI 
A. Pendapatan Negara dan Hibah 

· - - u  Perpajakan x x xx.xx xxx.xxx.xxx 
IL Penerimaan Negara Bukan Pajak x x xx.xx xxx.xxx.xxx 

UL Penerimaan Hi.bah x x xx, xx xxx.xxx.xxx 
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah x x XX,XX xxx.xxx.xxx 

B. Belanja Negara 
L Belanja Pemerintah Pusat x x xx.xx xxx.xxx.xxx 

1. Belanja Pegawai x x xx.xx xxx.xxx.xxx 
2. Belanja Barang x x xx.xx XX,'<'..XXX.XXX 
3. Belanja Modal x x xx.xx xxx .. xxx.xxx 
4. Pembayaran Bunga Utang x x xx.xx xxx.xxx.xxx 
5. Subs.idi x x xx, xx xxx.xxx.xxx 
6. Belanja Hibah x x xx, xx xxx.xxx.xxx 
7. Bantuan Sosial x x xx.xx xxx.xxx.xxx 
8. Belanja Lain-Iain x x xx, xx xxx.xxx.xxx 

II. Transfer ke Daerah x x xx.xx xxx.xxx.xxx 
L Dana Perimbangan x x xx.xx xxx.xxx.xxx 

a. Dana Bagi Hasll x x xx, xx. xxx.xxx.xxx 
b. Dana Alokasi Umum x x xx.xx xxx.xxx.xxx 
c. Dana Afokasi Khusus x x xx.xx xxx.xxx.xxx 

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian x x xx, xx. xxx.xxx.xxx 
a. Dana Otonomi Khusus x x xx.xx XX,X.XXX.XXX 
b. Dana Penyesuaian x x xx, xx xxx.xxx.xxx 

Jumlah Belanja Negara x x XX.,XX xxx.xxx.xxx 
C. Surplus (Dcfisit) Anggaran IA - B) xx: xx: xx.xx: xxx.xxx:.xxx: 
D. Pembiayaan 

I. Pemb.iayaan Dalam Negeri x x xx.xx xxx.xxx.xxx 
IL Pembiayaan Luar Negeri (Neto) x x xx.xx xxx.xxx.xxx 

Jumlah Pembiayrum xx: xx xx.xx: xxx:.xxx:.xxx: 
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H .  LAPORAN OPERASIONAL KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

LAPORAN OPERASIONAL 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA: XXX XXXXXXXXXXXXX 

KEGJATAN OPERAStoNAL 
PENDAPATAH' 

PENERIMAAN PERPAJAKAN 
Pcmdapata:n Pajak P=ghasilan 
Pcndapatsn Pajak Pertam:bahan Nilai. 
Pendapatai1 Pajak .Bunli den Bangumm 

Penda.paum .Bi:a. Masuk 
Pendepa.tan Pajak Laln:nyo 

JUMLAH PElfDA.PA'l'AN PERPAJAKAN 
PENERIMAAN REG-ARA BUKAN PAJAK 

Pec1er.im.aan Sumber Daya Alam 
Perulapatan Begja:n Laba BUMN 

Pcrulapatsn PNBP Lainnya 
Pends.pa.ten Baden. Laya:nan Umum 

PENERIMAAN HIBAH 
PAJAK 

BE BAN 
Bebm� Pegawai 
Behen Pereediaan 
Sc.ban Jmm. 
Behan Pemeliharaan 

aC:bau Barang Lainnya 
Beban Bunga 
Bebsn Subsk!i 
Behan Hi.bub. 
Bc.b:an Bantus.n Sosfal 
Behan. Tm.nsfer: 
Be'ban Penyueutan den Amortisasi 
Bc·ban Lain-le.in 

OPERAS.IDNAL 

Surplus PenjuatBn Asct NonlanC'ar 
Surplus Penyclesaian Kewajiban Jangka Panjemg 
Drfiatl Penjualan A�t Nonlancar 
DofisJ:t Pl!!nyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 
Surplus/Defisit d.al'.'.i Kegia.tan Non Opers:&ional Lainnya 

OPERASIONAL 
SURPLUS•DEFISIT SEBELUM POS LUAR BJASA 

POS LUAR BIASA 
Pe:ndapatan Luar Bies.a 
Beban l.uar Biase 

JUMLAH POS LUAR BIASA 
SURPLUS/DEll'ISIT LO 

(Dalam Rupiah) 
Kenaikan/ 20Xl 20XO Pe:nurunan 

xxx,xxx.xxx xxx.xxx.xxx .xxx..xxx. xxx 
XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXX..Xxx.XXX 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx. 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.:.iocx 

xxx. 

xxx..xxx.x.xx 
xxx.xx:x.x.xx 

xxx:.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx..xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx..xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.x:xx 
XXX.XXX.XXX XX.'C.XXX.XXX 

XXLXXX.XXX XXX.XXX.XXX 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx:.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

XXX.XXX.XXX XXX.XxX.xXx XXX:.JO<X.XA'X 

(%) 

xxx 

xxx 

xxx 

XXX. 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xXx:jtxx5o& · ·· xxx:XXx:.xxx · · xxx.:xxx5oor ··· · · · · · · ·· · · ·xxx 

· xxx:xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx..xx.x.xxx :xxx 
xxx.xxx.xxx XXX.XXX.XXX XXX.XXlCXXX. 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx. 
xxx.xxx.xxx xxx.x:xx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx:.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx .. xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.x:xx 
:xxx.xxx.xxx xx:x.xxx.xxx xxx..xxx.xxx 

XXX.XXX.XXX XXLXXX.XXX XXX.X.XX.XXX 

xxx.xXx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx.xxx xxx:.xxx.xxx xx.x.xxx.xxx 

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx".xxx.xxx 
xxx,xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx .xxx.xxx 

xxx.:xxx.xxx xxx.xxx.xxx xxx.x.xx.xxx 

xxx..xxx.xxx .xxx:.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
xxx.xxx..x...xx xxx:.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

xxxxxx.xxx xx:x.xxx..xxx xxx.x.xx.xxx 

xxx 

xx:x 
xx.x 
xxx 
xxx 
xxx 

XXX. 

xxx 

.xxx 
xxx 

xxx 

xxx 

xxx 
xxx 

xxx 
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I .  LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 3 1 DESEMBER 20X l  DAN 20XO 

KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA: XXX XXXXXXXXXXXXXXX 
(Dalam Rupiah) 

URAIAN 20Xl 20XO 
EKUITAS AWAL xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
SURPLUS/ DEFISIT-LO xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

SELISIH REV ALUASI ASET TETAP xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
LAIN-LAIN xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 

EKUITAS AKHIR xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx 
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J .  NERACA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

NERACA 

PER 3 1  DESEMBER 20X l DAN 20XO 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA: XXX XXXXXXXXXXXX 

20.Xl 
(Dal.am Rupiah) 

20X:O 
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BAB V 

FORMAT PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

A.  Pernyataan Telah Direviu Kementerian Negara/ Lembaga 

PERNYATAAN TELA.H DEREVID 
KE.liiIENrEREAN NlEGARA/LEMBAGA [N:Alf.l!A KEMENTEF'JAN NE.GARA/I.XMBA.GAJJ 

TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN] 

Kami tela.h. merev:iu Laparan Keuan,gan K;E!l?lentmsn N�a/Lembaga [Name. 
Kem:enterian Negara/Lemba�J untuk ta.hw:t an,ggara.n, [Tahun AnggaranJ: berupa 

Lapo,ran Rea.lisss:i An�sn, Laporan. Operasio-n.al, Lapo:r:an Perubahan Ekuita!i, 
N�aca pe:r tan,ggal [Ta.nmaJ. Nie:racaJ, dian Cata.tan a.ta.s Lapar.an K<erumgan untu.k 
periOO!e yang berakhir padia. tan,§§131 ter:S>ebut sesuai den,gan s.tanrl}ar Rev:iu atas 
Lapo·r:a.n Keu.a.n� Kem.enterian N�a/Lemba�. Sem:ua in.fcnmasi yang dimuat 
dalam Laporan K-euan,gan. arl.alsh penyajisn manajem'im Kanatterian. 
Nega.ra/Lembaga [Nam.a Kem-en.teria:n. N�a/Lembaga]. 

Re\<iu be:rtujusn untuk membe:rfr.an ke;;'Bkinan terbata.s mengenai akw's.:si, 
keai1dla1sn , dian kMbsahan info:rmas:i., sets. ke�. pengaku.an, pengukuran, 
dian pela.pn:ran transaksi d'en,gan SAP_ Reviu mempunyai lingkup yang jau.h lebih 
s�pit dibandingkan d� liJ:!c..gkup audit yang dilalrukan. se!illai denym 
peratu:ran terkait dengan. tujuan w1.tuk menyata.kan pen.de.pat a.ta.s lap:>ran 

k€U;SD§l3.n secara. ke�uru.ban. Oleh Jr.arena itu, lr..ami tida.k memberi pen.da.pat 
sema.cam itu. 

< Pam.grrq;h penjelasan - tmtuk menjelaslan ha1-ha1 yang perlu dijelas.kan 
terkait htJS7.1 pe1aksa'12tmn reJJiu atas l apmnn keurmgan > 

Berd\a591'kan reviu kami, tid\ak terda.pa.t perbedaau yang me:njadikan lr..a:rni 
ya.kin. bah.wa lapnrru1 ki:'!U:angan �'"S.!llg ks.mi .sebutksn. di a.ta:si tidak. dissjiksn sf!siuai 
den� Unds.ng-Undang Numor 1 T:S.hun. 2004 tentan'§: Per bendahara.an. N�a, 
Peratu:ran Peme:rintah Nomo,r '71 Tahun 2010 ten.tang Standa.r Akwlt:s.n;si 
Pemi!rintahan, dan peratu:ran 1s.in yang t€?'kait. 

[NiSmS. Kota.},, [Tan;ggs.1-Bula:n.­
Tahun] [Jabatan Pen.ands. Tangan.] 

[Na.ms. Pen.ands. Tan�] 
[N]P]' 
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B .  Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan Konsolidasian BUN (LK BUN) 

PE.RNYATAAN TELAH DIREVIU l.APORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN BUN: 
[LK BUN} TA.HUN ANGGA.RA.N [TAHUN ANGGARAN] 

Ks.mi tel.ah me:rei.i.u Laporan Keuang,sn Konsolidasian. Ben.dah.ara Umum 
N-egara [LK BUN} untuk tehun angg,aran [Tahun An§§9Isn] be:ru.pa Naa'Ca 
per tan,g§l3.l [Tangg,al N-eraca], Lapo·ran Reali:sa:si �an ,  Laporan Perubahan 
SAK, Lapo·ran Ope:ra.sional, Lapo·ran Perubahan Ekuitas, La.po-ran Arus Ka:s, dan 
Catatan ates Lape-ran Keuang;an untuk periode .j� berakhir pads. ta.n;ggal 
ter�but. Semua informas.i yang dimuat dls1am lapo:rsn keuangan ada.lah 
pe:nyajian. manajemen. Dir:<ekto:rs.t Jend<eral Ferbendaharaan Kem:enterian 
Keu.B.ll§3.n atas: n.ama Bend'.ah:s.ra Umum Negara. 

Reviu berlujuan m1tuk memberikal1 keyakinm1. t.e:rbata.s mengenai akurs:s.i, 
keandsls:n , dan kea.�'l info.:rmasi, s:erta. kes:esuaian pen;§9kuan , pengulruran, 
den pelapo·ran transaksi diengan. SAP. Reviu mempunyai linglrup yangjauh lebih 
sempit dibarulinglr..an di:ng,gn li:t�p audit yang dilalrukan se� d:en§!ID 
peratux&l. t&keit diengan tujuan untulc menyatakan pends.pat ata.s: laporsn 
keusngan :s'f!CSl'a kes;euruhsn . 01-eh k.sr.ena itu, kami tidak memberi pends.pat 
sei:na1cam itu. 
< Pars.graph penjelasan - dibuat apa1n1a terdapat hal-ha1 yang perlu dijelasktm 
teikait ha.'El.1 pelaksanaan reI>riu a.fas lapomn kemmgr:m: > 

Be:rdapr'Y..an r-m.:iu k.ami, tidak. terda.pat perbeda.an yang me:njadiks.n lr.ami 
yakin bahwa lapors.n keuangan yang lr.ami sebutks.n di a.tas tidak di·s;ajikan 
ses.ua.i dengan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2004 ten.tang Per bendaharaan 
Neg;sra, Feraturan. Pe:i:nerintah. Nam-or 71 Tahun :2010 ten.tang Stsndar Akuntensi 
Pemaintahan, dan. peraturan lain yang terk.sit. 

[N'ama Kota.l, [Tanm.sJ,-Euls.n-Tahunl 
[Jahatsn Fen.ands. Tan§!m.] 
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C .  Pernyataan Telah Direviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

PERNYATAAN! TE.1.A.H DIREVID 
LAPORAN KfilJANGAN PEMERINTAH PUSAT [LKPPJ 

TA.HUN ANGGARAN [TA.HUN .ANGGARAN] 

Ka.mi tel:s.h ma-;ei,i.u Laporan. K-eu.a.ngan Pemerin.tah Pusa.t [.E..KPP]: untuk tah.un 
an,ggaran [Tahu.n An�an] berupa Nieraea per ts.ng§9.l [Tanggal Naaca], Laporan. 
Res:lims.i A.ui§Glll'an, Laporan Peru bah.an SAK, Lapo:rau Opera:si11111s.1, l..a.poran. 
Perubehsn. Ekuitas, l..a.poran Aru:s Ka.s, da.n Ca.ta.tan atas Lap0<ra.n Keu:angan untuk 
periorlle yang berakh.ir pads. tan.gal tie:r:sebut. Siem.us. inf.orma.:si yang di.must dsla:.m 
laJXlran keus.ngs.n ada.lah penyajian manaje:m.>en Pemainta.h Pusat. 

Reviu bertujuan untuk membe:rika.n keyakin.an terbata.s mengenai akuxas.i, 
keanclislan, dan keabmhan i:nrormas.i, :serta ke�susian pengakuan, pengu.lru.ran , 
da.n. pelap11ran tr:an:saksi diengan SAP. Rmu mempunyai lingkup yang jau.h lebih 
sempit dibam:Iingkan d'engan li11glru.p audit yang dilalrukan sesuai dengan 
peraturan tErkait d� tujus.n u.ntuk men.yataksn pen.dapat atas lap11ran 
keUSll,gan secara ke!ieluruhsn . Oleh lr..ar.tma itu, ksini tidak memberi pendapat 
sans.cam itu. 

< .Paragraph penjelasan - dibuat apcibila ferr:Japat htil-htll yP.ng perlu dijelaskan 
terkait hasil pelait:sanmm Teiliu a.fas 1apomn keuangr:m.: >-

Berda.sarlr.Bll rev:i.u lr..ami, tidiak terdapat perbedis.an yang menjadilrm1 k.a:mi yakin. 
babl\ra lapman keu.angan yang kami sebutkan di ates tidek di!iajik:s.n sesuai 
deng,s.n Unda.ng-U11.ds:ng Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per bei:u:isharaa?l Nieg;sra, 
Peratur.an Pemaintah. N,amor 71 Tahun 2010 tentang Standm Akun.tan:si 
Pem.eintahs.11, d!an peraturan lain. yang terlr".ait. 

[Na.ma Kota.], [Tanggal.-Bulan-Tshun]i 
[Jabatan P.enanda. Tan�] 
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BAB VI 

FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

A. Format Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan Kementerian 

Negara/ Lembaga 

1 .  Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) 

Pemyataan Tanggung Jawab 

Lapo:ran Keuangan <nama sat!r.e.r> se1ak:u UAKPA yang terdiri dari 
(a) Laporan Realisa'si Angga:ran (b} Lapo!!an Operasional (c) Lapornn 
Peru.bah.an Ekuitas ( d) Neraca dan le) Catatan atas Laporan Keuangan 
P:eriodie <Semester . . .  ./Tahun Anggara:n.. . . .  > sebagaimana te,rlampir 
adalah merupa:kan tanggung jawab kami. 

<Paragraph penje.1asan - xm.tuk me.nje.1aska:n ha1 yang perlu d4�laskcm terkait de.ngan ha1. yang khusus dal.am peny:usrman laporan. 
keuangcm> 

Lapo:ran Keuangan ter:sebut te1ah disusun berdasa:rkan si:stem 
pen,gend.alian intern yang memadiai, dan isinya tetah menyajikan info:rmasi pelaksanaan angga.can dan posisi. lreuangan secara layak 
sesuai dengan Standar Akuntansi. P:emerintahan. 

Kepala Satuan Kerja 

[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ) 
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2 .  Tingkat Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah (UAPPA-W) 

Penggabungan Lapo:ran Keuangan <N'am:a Kementerit:m Ne.gara/Lembaga> tingkat wilayah selaku UAPPA-"\V yang terdiri 
dlari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Laporan Ope.rasional �c) 
Laporan Perubahan Elruitas [d) Neracadan (e) Catatan atas Laporan 
K:euangan Peri.ode <Semester _ _ _ _  /Ta11:W1 Anggaran. _ .  > sebagaimana 
terlamnir adfilah merupa.ka.n tan17.1:r1mg .1-a:iwab kami .sed,lan.cr�� r- oo--, w ................................... �� .. 
substansi Lapo:ran Keua.ngan dari masing-masing Satuan Kerja merupalran tanggungja'1.!'ab UAKPA. 

<Paragraph penjela:san. - untuk menjelaskan. hti1 yang perlu 
dijelaskan tetkait dengan proses penggabx.mgan laporan keuangan 
dan d.a:1wn pen:yusrman laporan ke.uang� misdlnya jwnla11 satker yang mengirim dan tidak me-ngirim laporan ke.ua:ngan sampai. dengan 
batas wciktu. ye.mg telah ditetapkan> 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdlasarkan :sistem 
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksa.naan anggaran dan po.:sisi keuangan seca.m layak 
sesuai dengan Standac Akuntansi Pe.merintahan. 

KepalaKantor\Vilayah 
/Koon:tinator UPPA-Vl, 

[- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) 
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3 . Tingkat Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon I (UAPPA-E l )  

Pe.rnyataan Tanggung Jm.,.-ab 

Penggabungan Lapo1.ran Keuangan <Nam.a Keme.nt.e.ri.an 
Ne.gara/Lembaga. > tingkat Eselon I se1a:ku UAPPA-E l  yang terdiri 
dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Lapar.an Opemsional (c} 
Laporan Perubahan Ekuitas (d} Ne.raca. dan (e) Catatan atas 
Lapo:ran Keuangan Periode <Semester _ _ _ _  /Tahun Anggaran. _ _ _  > 

sebagai.mana tedampir adlalah merupakan tanggung ja-wab kami, seclangkan substansi Lapornn Keuangan dari. masing-masing 
Satuan Kerja merupakan tanggungja\\'ab UAKPA_ 

<Paragraph penjelasa.n - zmtuk menje.l.askan ha1 ya:ng pe.rlu 
dij'e.laskan terkait denga.n proses penggabu:ngan lapora.n ke.UW1gan 
dan dcdam penyuswum. lapora.n keuangan,, misa.lnya jumla:h satker 
ya.119 mengirim dan tiddk mengirim laporan kewmg.a:n. sam.pai 
denga.n batas wafdu yang telah ditetapko.n> 

Laporan Keuangan tersebut telah disusun bemasa:rkan 
sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah 
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan 
seca:ra layak: sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan_ 

Kepala Direktorat Je:nd'eral/ 
Kepala Badan/Kepala Pusat 

{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) 
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4 . Tingkat Pengguna Anggaran (UAPA) 

Lapo:ran Keuangan <:N.ama Kementeri.an Negara/Lembaga 
yang tenliri fa) Lapomn Realisasi .A.nggaran (b) Lapomn Operasional 
(c) Lapomn Peruba.han Ek:uitas (d) Ne.rae.a dan fe) catatan atas 
Lapo:ran Keuangan Periode <Be.me.ste.r . . . .  /Tahl.m Anggaran.. . . .  > 

sebagaimana te.rtampi.r adalah merupa.kan tanggung jal.\!'8.b kami. 
<Paragraph penjelasan - 1mtuk menjelaskan hat yang perlu 

difelask.a:n terk.ait dengan htil. yang k.husus da1.am penyusww:n.. 
laporan ke.uangan> 

Lapo1.ran Keuangan te:raebut tela.h diisusun be:rtlasarkan 
sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah 
menyajikan info:rmasi pelaksanaa:n anggaran dan posisi keuangan 
.seca:ra. layak .sesu.ai dengan Stand:a:r Ak:unta:nsi Pemerintahan. 

Menteri/Pimpinan Lembaga, 

{- - · · · · · - - - - - - - - · · - - - - - - - - - - · · · · · · · - - - - -) 
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B .  Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan BUN 

1 .  Tingkat UAKBUN-Daerah/ KPPN 

Pemyataan 'Tu:.nggung Jav."Gl.b 

Isi Laporan Keuangan KPPN <nama KPPN>, selaku U.AKBUN­
Daerah yang terdiri dari (a) Lapo:ran Ams Kas (b) Neraca KUN dian (c) 
Catatan atas Laporan Keua:ngan Peri.ode <Semester . . . .  /Tahun 
Anggarcm.. . . .  > sebagaimana tedampir adalah merupakan tanggung jaVJ'ab 
1-�.: .ll..l:ll.lll. 

<Paragraph penjeJasan - untuk. menje1askan h1if yang perlu 
dij'ela.skan. terkait dengan. 1ia1 yang khusus dalam pen.;yusu:n..an. laporan. 
keuangan.> 

Laporan keuangan te:rsebut telah disusun berdasa.dran sistem 
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak 
sesuai dengan standar: al."u.ntansi pemerintahan. 

Jakarta, 
Kepala KPPN, 

) 
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2 .  Tingkat UAKKBUN-Kanwil 

Pemyata:an Tanggung Ja"Wab 

Isi Laporan Keuangan gabunga.n seluru.h UAKEUN-D tingkat 
'\\rilayah lingkup <nmna Kantor urifayah .Ditfe.n Perbendaharaan> yang 
kami susun selaku UAKKBUN-Iuunvil yang tecdiri da:ri (a) Laper.an Ants 
Kas fb) Necaca KUN clan {c) Catatan atas Lapo:ran Keuangan Feriode 
<Semester . . . .  /TahI.m Anggaran. . . .  > sebagaimana tedampir adalah 
tanggung ja"W"ab ka.mi, seda.ngkan subtansi Lapar.an Keuangan ini merupa.ka::n tanggungjavm.b UAKBUN-D . 

<Parag:rapl1 penjelasan - unt.uk merifelaskan hat yang perlu dije.laskan terkait dengan proses pe.nggabungan laporan kewmgan dan 
da1.am penyusunan. laporan keuangan,, misalnya. ju:m.ta.h 'f.IAKBUN-D yang 
mengirim dan tidak mengirim la:poran kew:mg:an sampai. dengan ba.tas 
wak!.u yang telah ditetapkan> 

Lapar.an keuangan tecsebut telah disusun beroasa:rkan sf.stem 
pengendalia.n intern yang memadai dan isinya telah menyajikan 
informasi pelaksanaan anggaran da.n posisi lreuangan seca:ra layak 
sesuai dengan stan.dar akuntansi pe:rn.erintahan. 

Jakarta, 
Kepala Kan-r.vil, 

) 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 39 -

3 .  Tingkat Kuasa BUN-PUSAT 

Pemyataan Tanggung Ja:wab 

Isi Laporan Keuangan Direlrto:rat Pengel.olaan Kas Nega:ra selaku 
UAKBUN-Pusat yang terdiri dari �a) Lapornn Arus Kas (b) Neraca KUN 
dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Peri.ode <Semester _ _ _ _  /Tahun. 
Anggara:n.. . . .  > sebagaimana tedampir adalah merupakan tanggung jm.1-iab kami. 

<Paragraph pe.nje.lascm - untuk me.nje.la:skan ha1 yang perlu. 
dijelaskan. terkait den.gem ha1 yang k11usu.s dalam penyuswum laporan 
keuangcm> 

La.p?ran _ Keuangan tersebut t�ah di�:mn berdasarkan ��em 
pengendalian rn.tem yang memadai dan 1S1Jlya tel.ah menyajikan 
info:rmasi pe.laksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak 
ses:uai dengan sta.nda:r aku.ntansi. pemerintahan. 

Jakarta, 
Direktur PKN, 

) 
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4 .  Tingkat UAPBUN-AP 

Pecnyataan Tunggung Jawab 

Isi La.poran Keuangan Direktorat Jend'eral Perbendiaha:raan se1a.ku 
UAPEUN-AP yang terdiri dari (a) La.poran Juus Kas (b) Nemca. KUN dan 
(c) Catatan atas Lapamn Keuangan Peri.ode <Semester . . . .  /Tahlm 
Angg.aran.. . . .  > sebagaimana terlampir adlalah merupakan tanggung ja-wab 
kami . 

<Parag:rapli penjela.san - u:nhik menje.laskan ha1 yang perlu 
d��la.skan terk.ait de.ngan ha1 yang khusus dalam pen-yusumm. laporan 
ke.uo:ngan> 

Laporan Keuangan te.rnebut telah disusun bemasarkan sistem 
pengendJalian intern yang memadai da.n isinya. telah menyajikan 
infocmasi pelaksanaan anggaran da.n po.sisi keuangan secara. layak 
sesuai dmgan standac akuntansi pemerintahan. 

Jakarta, 
D:irektur Jenderal 
Parbendaharaan, 

) 
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5 . Tingkat UAPBUN-Pengelolaan Utang 

Pem.yataan Tanggung Jawab 

Isi La.poran Keua:ngan Direk.to:rat Jend'eral Pengelolaan Utang 
·selaku UAFBUN-Fengefolaan Utang Pemerintah, yang terdiri dla.ri fa} 
Laporan Realisasi A.nggaran (b) Laporan Opemsional (c) Lapo:ran 
Pe.rubahan E.kuitas (d) Neraca dan [e) Catatan atas Lapo,ran Keuangan 
Peri.ode <Semester _ _ _ _  /Talum Anggara:n. . . .  > ,sebagaima:na terla:mpir 
adalah m.e.rupakan tanggung ja\Vab kami. 

<Paragraph penjelasan. - rmt.uk meref.elaskma ha1 yang perlu 
dij.elaskan terr.mt de12gan ha1' yang khusus dalam penyusu:na:n. 1'apomn 
kew:mgan> 

Laporan keuangan tersebut tel.ah disusun berdasarkan sistem 
pengendalian intern yang m.emadai dlan isinya telah menyajikan 
info:rmasi pelaksa:naan anggaran dan posisi keuangan seca:ra la.yak 
,sesuai dengan standa:r akuntansi pemerintahan 

Jakarta, 
Dirclrtu:r Jender.al Pengelolaan 
Utang, 

) 
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6 .  Tingkat UAPBUN-Pengelolaan Hibah 

Pe.myataan Tanggung Jawab 

Isi Lapoiffill Keuangan Direkto:rat Jenderal Pengelolaan Utang 
se1a.ku UAPBUN-Pengelolaan Hibah, yang terdiri dari �a) Lapar.an 
Realisasi Anggaran (b) Laporan Opera.sional {c) Laporan Pernbahan 
Ekuitas (d} Neraca dan (e) catatan atas Lapo,ran Keuangan Peri.ode <Semester . . . .  /Tahun An.gga:ran.. . . .  > sebagaimana te.dampir adala.h 
mempaka.n tanggung jawab kami. 

<Paragraph penjelascm. - untUk menje.taskan ha1 yang pertu 
difelaskcm. tetkait dengan ha1 yang khusus dalmn pen!JUSwum. laporan 
ke.uangan> 

Lapo'1'an keuangan teurebut telah diisusun berdasa.:rkan sistem. 
pengendalian intern. yang memadai dlan isinya telah menyajikan 
info:rmasi pela.ksanaan anggaran dan po<sisi lreuangan secara layak 
sesuai dengan standar a.kuntansi pemerintahan 

Jakarta, 
Di.t"ektur: Jenderal 
Pengelolaan Utang, 

) 
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7 . Tingkat UAPBUN-Pengelolaan Investasi Pemerintah 

Pemyataa.n Tanggu:ng Ja"'-ab 

Isi Laporan Keuangan Di.rektorat Jenderal Kekayaan Negara .selak:u 
UA.PBUN Pengelolaan Investasi Pemerintah, yang terdi.ri dari (a) 
Laporan Realis.asi Anggaran {b) Laporan Operasional (c) Lapo:ran 
Herubahan Ekuitas �:d} Neraca dlan [e) Catatan atas Lapornn Keuangan 
Feriode <Semester . . . .  /Talum Anggaran.. . . .  > sebagai.mana ted.ampir 
ada1ah merupakan tanggun:g jm\\-ab kami. 

<Paragr.aph pe:njelasan - un.tUk menjelaskan ha!. yang perlu 
dijelaskan terkait de-ngan hal yang khusus dalwn penyusun.an laporan 
kew:m.gan> 
Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasa:rkan siste.m 
pengendalian intern yang memadai clan isinya telah menyajikan 
info:rmasi pela:ksanaan anggaran dan posisi keuangan s.ecara layak: 
s.esua:i dengan standa:r a.k:untansi pemerintahan 

J.alrarta, 
Direktur .Jenderal Kekayaan 
Negara, 

) 
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8 .  Tingkat UAPBUN-Pengelolaan Penerusan Pinjaman 

Pemyataan Tanggung Jawab 

Isi Lapo:ra.n Keuangan Direkto:rat Jenderal Perbendaharaa.n 
selaku UAPBUN Pengelolaan Fienerusan Pinjaman, yang terdiri dari 'a) 
Laporan Realisasi Angga:ra.n (b) Lapomn Operasional {c) Lapomn 
Ferubahan Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas La.poran Keuangan 
Feriode <Semester . . . .  /Tahun Anggaran . . . > sebaga:imana terla:mpic 
adalah merupakan tanggung jaJ.11.-ab kami. 

<Paragraph pe.njelascm - untuk menjelaskcm ha1 yang pe.rlu 
difelaskan terkait dengan hat yang Jr.Ju.mus dalam penyu.sunan. lapora:n 
keua:ng:a:n> 

Lapo:ran lreua.ngan tersebut telah d!isusun berdasa:rkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan 
info:emasi pelaksanaan anggacan dan pmasi keuangan .seca.ra tayak 
sesuai dengan standa:r a.kuntansi pemerintaha.n. 

Jakarta, 
Direktur Jenderal 
Pe:rbendaharaan, 
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9 . Tingkat UAPBUN Pengelolaan Transfer Ke Daerah 

Pemyataa:n Tanggung Jawab 

Isi Lapo:ran Keuangan Direk:to:rat Jenderal Pe,rimbangan 
Keuangan selalru UAPBUN Fe:ngelolaan Transfer ke Daerah, yang te:rd:iti 
dari �a) Lapo,ran Realisasi Anggaran (b) Laporan Operasionat (c) Laporan 
Ferubahan Ekuitas (cl} Neraca dan [e) Catatan atas Laporan Keua.ngan 
Peri.ode <Se.meste.r . . . .  /Tahu:n Angt;Jara:n. . . .  > sebaga:imana terlampir 
adlalah merupakan tanggung ja\\'8.b kami. 

<Para9Taph pe.njeJasan - WL.+uk merifelaskan ha1 yang perlu 
dije.1askan tetkait dengan ha1. yang khusus da1.am pen;yus'l.:Ulf»'I. laporan 
keuangan> 

Laporan keuangan ter:sebut tel.ah disusun berdasa:rkan sistem 
pengendalian intern yang i;nemadai dian isinya tel.ah menyajikan 
info:rmasi pelaksanaan angga:ran dlan posisi keuangan secat"a layak 
.sesuai dengan standia:c akuntansi pemerintahan . 

Jakarta, 
D:it:ektuc Jenderal Pe.rimbangan 
Keuangan, 

( 
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1 0 .  Tingkat UAPBUN Pengelolaan Belanja  Subsidi 

Pe.rnyataa:n Tanggung .Ja."Wab 

Isi La.pornn Keuangan Direk:t<J:rat Jendleral Anggarnn selaku 
UAPBUN Fengelolaan Eelanja Subsidi, yang ter.diri dari (a} Lapo:ran 
Realis:asi Angga:can (b) Laporan Operasiorutl (c) Laporan Perubahan 
Ekuitas (cl) Neraca dan {e) catatan atas Lapo:ran Keuangan Periode 
<Semester . . . .  /Talum.. Anggaran... . . .  > sebagaimana terlampir adala.h 
merupakan tanggung jawab kami. 

<ParafJTaph penfe.lasan. - unt.uk menjetaskan. ha:1 yang perlu 
dij.elaskcm terkait de.ngan. ha1 y.cmg khusus d:a1am penyusuna:n. laporan 
keuangan> 

Lapo:ran keua.ngan ter:sebut telah d:isusun berdasa.rkan sistem 
pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan 
info:rmasi pelaksanaan angga:ran dian posisi ke:uangan seca:ra layak 
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Jakarta, 
Direktur Jenderal Anggaran, 

) 
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1 1 . Tingkat UAPBUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain 

Pemyataan Tanggung Jawab 

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran se1aku 
UA.PBUN Pengelola.an Belanja Lain-lain, yang terdiri dari (a) Laporan 
Realisasi Anggaran (b) Laporn.n Operasional (c) Laporan Ferubahan 
Ekuitas (d) Neraca dan (e) Cata.tan atas Lapor:an Keuangan Periodie 
<Semester . . . .  /Tahun. Anggaran. . . .  > sebagaimana terlampir adalah 
merupakan tanggung jm.1.>iab kami. 

<Paragraph penjelasan - untuk me.njelaskan hti1 yang perlu 
difelaska:n. terkait. dengcm ha1 yang khusus dalam. penyusu:n.an laporan 
keuan.gan> 

Lapo,:ran keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendlalian intern. yang memadai da.n isinya telah menyajikan. 
infonnasi pela:.ksanaa.n angga:ran dan posisi keuangan .secam. layak 
sesuai dengan standar akuntan.si pem.erintahan. 

Jakarta, 
Direktur Jenderal Anggaran, 

( ) 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 1 48 -

1 2 .  Tingkat UAPBUN-TK 

Pernyataan Tanggung Jav;ab 

Isi Lapo:ran Keuangan <W"llt eselon I pa.da Kemente:rian 
Kew::mgcm> selaku UAPBUM T:ransaksi KhU-SllS yang terd'iri da.ri ta) 
Lapo:ran Realisasi Angga:ran (b) Lapornn Operasio111a1 (c) Laporan 
Perubahan Ekuitas (d) Nera.ca clan (e) Catatan atas Lapornn Keuangan 
Feriode <Semester . . . .  /Tahun Angga:ra:n.. . . .  > sebagai.mana terlampir 
adalah merupa:kan tanggung jawab kami 

<Paragraph. penjelasan - r.m.tuk menjelaskan ha1. yang perlu 
dij.elaskan terko.it. dengan ha1 yang khusus dalam pen:yusunan laporan 
ke.u.angan> 

Lapora:n Keuanga.:n tersebut telah disusun berdlasarkan .sistem 
pe:ngenda:lian intern yang mem.adai dan isinya telah menyajikan 
informasi pe1a.ksa.naan angga:ran dan po·sisi keuangan ooca:ra layak 
sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Jakarta, 
Pimpinan Unit Eselon I 

) 
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1 3 .  Tingkat UAKPBUN-TK 

Pemyataan Tanggung Jawab 

Penggabungan Lapo:ran Ke.ua:ngan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan selaku UAKPBUN Tmnsaksi Khusus yang terdiri d\ari (a) 
Lapo:ran Realisasi .i\nggaran (b) Laporan Operasional 'c) Lapor.an 
Peru.bahan Ekuitas (d) Neraca dan (e) Catatan atas La.poi-an Keuangan Periode <Semester . . . .  /Tahun. Angg.aran. . . .  > sebagaimana te.dampir adalah 
mernpakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi lapomn lreuangan 
dari masing-masi.ng Pem.ba:ntu BUN merupa:kan tanggung ja:wab UAPBUN. 

<Paragraph penjelasan - u:ntlik me.njelaskan hat y.a:ng perlu 
dijeJaskcm. te.rfr.ait dengan hat yang khusus dmam penyusurw.n laporan 
kemmgan> 

Lapo:ran lreuangan te.rsebut telah disusun ber.dasa:rka:n .sistem pengendialian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan infonnasi 
pelaksanaan anggacan dan posisi lreuangan seca:ra layak sesuai dengan 
:standar akuntansi pemerintahan. 

�;tv,"N·l·N''°'":VV·J·i'v'-"N·l·N· 
Direktur Jenderal 
Perbendahaa:ra.an, 

) 
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1 4 . Tingkat UABUN 

Pemyataan 'Tanggung Jawab 

Isi Laporan Keuangan Menteri Keua.ngan selaku UABUN yang 
terdiri dari (a} Lapo:ran Realisasi Anggacan '-b) Laporan Operasio:nal 'c) 
Lapornn Arns Kas ld) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Laporan 
Ferubahan Saldo Anggaran Lebih (f} Neraca da:n tg) Catatan atas 
Lapa.ran Keua:ngan Periode < Semester ..... _ /Tahun Anggaca:n . . .  _ > 

sebagai.mana. terlampir adalah merupakan tanggung jal.l.!"8.b kami. 
<Paragraph penjelasan - untuk menfelaska11 ha1 yang perlu 

d��lasfr.an terkait de:ngan ha1 yang khusus dalam penyusWll::l.n laporan 
ke.ua:ngan> 

Lapo:ran Keuangan ter:s.ebut telah disusu:n berdasackan .sistem 
pengendalian intern yang mem.adai dlan isi:nya tel.ah menyajikan 
infonna.si pelaksanaan anggaran dan posisi keua:ngan secara layak 
sesuai dengan standlar aku:ntansi pemerintaha:n 

Jakarta, 
Menteri Keuangan Republik Indonesia, 
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1 5 .  Tingkat UAPP (Konsolidasian LKPP) 

Pernyataan Tanggung Ja'i.•tab 

Isi Laporan Keuangan Pemerintah Pu.sat yang terdiri dari (a) 
Lapo ran Realisasi An;ggaran tb) Laporan Perubahan S.aldo Anggaran 
Lebih (c) Laporan Operasional �d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Neraca 
( f} Lapar.an Anis ICas dan (g} Catatan atas Lapar.an Keuangan Peri.ode 
< Semester . . .  _ /Tahun Ari.ggar:an _ _ _ _  > sebagaimana terlampir adalah 
merupalr..an tanggu.ng ja\•mb ka.mi. 

<Pa:ragra.ph penjelasa.n - imtrM: me.nje1aska:n hci1 yang perlu 
dijelas kan terkait clen9a.n hci1 yang klm:sus da1am penyuswia:n laporn:n 
keua:n.gcm.> 

Lapo:ran keuan.gan tersebut telah disusun berdasarkan sistem 
pengenda1ian intern yang memadai dan isinya tel.ah menyajikan 
infor:masi pelaksanaan .anggar:an dan posisi keuangan secara layak 
sesuai dengan standa.r .a.kuntansi pemerintahan 

Jakarta, 
@J..1..- Presiden Republik Indonesia 
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